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ABSTRAK

Nama : Risa Sukmawardani

Program Studi : Administrasi Pelayansn Publik

Judui Tesis  : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan £-Governmest di
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Inielektual Departemen Hukum
dan Hak Asasi Manusia Ri

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah merubah sebagian besar proses
kerja di sektor swasta, Dewasa ini kemainan teknologi mulai melanda sektor publik
vang dinilal lebih konservatif dibandingkan dengan sektor swasta melalui inisiatif
penerapan e-government, Upaya penerapan e-goversmeni melalul berbagai inisiatif
bertujuan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Diredorat
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HK1} dalam upayanya menerapkan e-government
tslah  memanfaatkan kemajuan teknologt informasi dan komunikasi dalam bentuk
berbapai inisiatif. Salah satu bentuk inisiafifmyz yakni perpustakasn kekayaan
intelektual digital atau Iniellectusd Property Digital Library (IPIIL} yaitu sebuah
basis data digital yang berisi semua kekayaan infelektual yang telah terdaftar pada
Direktorat Jonderal Hak Kekayaan Intelektual. IPDL  adalah bentuk aplikasi dari
sigtern teknologi infortmasi dan komunikasi untuk penyebaran informast kekayaan
intelektual. Pemanfaatan IPDL  untuk  kalangan internal  bertujuan  untuk
menggantikan proses pemeriksaan manual. Dengan pengpunaan IPDL ini diharapkan
mempercepal dan mempermudah pelaksanaan pekeriaan pemeriksaan yang dilakukan
oleh pemeriksa di Dircktorat Jenderal HKI Penerapan IPDL merupakan salah satu
bentuk upaya pemanfastan teknologi informasl dan komunikasi dalam rangka
pencrapan e-government oleh Dircktorat Jenderal HKI Pensrapan il dipengarshi
oleh berbagat faktor yaitu sumber daya manusia, teknologi, proses dan organisasional
yang menentukan sgjauh mana perkembangan pencrapan e-gevernment di Direktorat
Jenderal HKI. Perelitian ini berfokus untuk mengeiahui bagalmana penerapan ¢-
government atas peacrapan [PDL di Direktorat Jendesal HKI dan faktor-fakior yang
mempengaruhinya dengan menggunakan pendekatan positivism dan menganalisanya
secara deskriptif berdasarkan data kuantitatif yang diperoleh melalui kuesioner dan
data kualitetif melalui wawancara terhadap berbagai pthak yang terkat. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor terkait dengan penerapan e-govermment
vang ada di Dicektorat Jenderal HKI relatif memadai dan menuonjang keberhasilian
penerapan e-government yang ditandal dengan infrastuktur teknologi yang cukup
baik dan komitraen yang besar dari pimpinan yang tercermin dari penctapan strategi
dan anggaran. Akan tetapi modal daser ini tidak ditunjang dengan proses yang
memadai yang tercermin darl ketidakpuasan pengguns atas inisiatif penerapan e-
government tersebut terutama dalam hal operasionalisasi. Berdasarkan penelitian
tersebut dapat diambil kesimpolan bahwa langhkah-langkah evaluasi berkala atas
inisiatif penerapan e-government harus dilakukan untuk memantau pelaksanaan
penerapan inisiatif e-governmen.

Kata kunci: teknologi informasi, e-government, pelayanan publik
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ABSTRACT

Name : Risa Sukmawardani
Study Program : Adminisirative Science and Public Policy
Title » Influential Factors in the Implementation of E-Government at

Directorate General of Intellectual Property Rights, Ministry of Law
and Hurman Rights of Republic of Indonesia

The advancement of information technology has changed business precess of private
sector a8 well as reduced cost and simplified process. Nowadays, information
technelopy has alse been utilized in conservative pubfic sector through e-government
initiatives. E-government initiatives aim to modernize the public sector by ustog
information technology to provide better service. In uts effort to implement e-
government, Directorate General of Intellectual Property Rights (IDGIPR) has utifized
information and technology in several initiztives such as the establishment of
Inteliectual Property Digital Library {IPDL) launched on February 7%, 2007, IPDL
contains database of registered inteliectual property, Using application of technology
information and communication, IPDL is proposed to disseminate intellectual
property information for external users. Examiners of DGIPR which are the internal
users of [PDL are expected fo change their manual work procedures to obtain faster
and simpler results. This initiative of e-government by DGIPR entails the
aceommaodation of several factors which are human resources, technology, process,
institutional and organizational factors {o define the impiementation of e-govemnment
in DGIPR. Thig research focused on identifying the extent of the implementation of
s-government in DGIPR and the influencing factors by using positivism approach.
Descriptive analysis is conducted based on guantitative data of questionnaire and
qualitative datz from in depth interview, Results of the study show that the
implementation of e-govermment in DGIPR iz considered to be in [nteractive
Presance stage of UN. Concurrently, factors supporting the implementation of e-
government has refatively accommodated by DGIPR which signified by sufficient
technology infrastructure and strong commitment of strategy. However, these
fundamental factors have not thoroughly supperfed with sufficient operational
process. It is reflected from the dissatisfaction response of users. It can be concluded
that periodic evaluation of the initiative needs to be performed in order to ensure the
successful implementation of e-government,

Keywords; '
information technology, e-goverament, public service
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BABI
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi seperti seat ini pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi {Information and Communication Technologyw/ICT) bukan lagi hanya
bersifat penting tetapi sudsh menjadi suatu keharusan bahkas kebutuhan, Hanya
dengan menggunakan ICT dapat terwojud suaty dunia tanpa hatas (borderiess world)
dimana jarak maupun batas-batas antar negara dapat dilewatl atay bahkan hilang
sama sekall

Sektor-sekior swasta mewamal kehidupan masyarakat dengan kernudshan-
kemudahan dalam menikmati pelaysnen sementara sekfor-sektor publik terkesan
tidak profesional, kurang bertanggungjawab dan lebih parsh lagi dituding
mengabaikan hak-hak raloyat untuk dilayani. Ketidakpuasan masyarakat matpun
kritik yang disampaikan atas kincrja sektor publik mendorong munclinya tuatuten
akan reformasi administrasi publik. Dari masa ke masa tuntutan akan reformasi
administrast publik terus muncul yang pada gilirannya kemudian terjadi perubshan
paradigma dalam administrasi publik sebagai konsekuensinya.

Ada berbagai hal yang menjadi pendorong (driving forces) tetjadinya
perubahan paradigma administrasi publik seperti teari ckonomi, public choice theory,
principal agent theory, maupun perubahan dalam hal teknologi.' Perubahan yang
cepat dalam teknologi informasi dan komunikasi membuat sektor-sektor pelayanan
swasta bergerak Jauh lebik dinamis daripada sekfor-sektor pemerintah sehingga

birokragi pemerintah tertinggal dan dirasakan lamban.’

Gejala perkernbangan
masyarakat sebagai akibat dari globalisasi memakss sermua pihak, terutama birokrasi

pemerintah  unfuk melakukan perbaikan dan mencan altematif dacd  sistem

! Owen E. Hughes, Public Management and Administration, An Introduction, The Macmilian

Press Lid., London, 1994, ksl £-15

! Listoan Manurung, Reformasi Pelayanan Publik, Sebuah Tinjssun Konseplual, Nasion Volume
4 Tahun 2067 hal. 71
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administrasi yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan
jaman.

Pemanfaatan teknologi informasi sudah sejak lama dikenal luas oleh kalangan
bisnis seperti contohnya yang dipraktekkan dalam dunia perbankan. Namun hal yang
sama baru tumbuh dewasa ini di sektor pemerintahan. Dengan memanfaatkan
kemajuan teknologi, seperti halnya yang dilakukan swasta membuka jalan untuk
perkembangan pemerintahan dan pemberian pelayanan yang lebih baik.
Pengimplementasian kemajuan teknologi dan informasi dalam pemerintahan dikenal
dengan sebutan electronic government atau disingkat e-government atau juga dapat
disingkat e-gov.

Seiring dengan kemajuan informatisasi di masyarakat, e-governmen: bukan lagi
sekedar informatisasi administrasi publik tapl mencakup area pelayanan publik yang
diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian e-government
merupakan bentuk pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi
yang berprinsip untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan
transparan.’ Keberhasilan dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
di lingkungan pemerintah membawa banyak nilai positif. Tujuan untuk menjalankan
aktifitas pemerintahan yang efektif dan efisien dapat tercapai sehingga pelayanan
yang diberikan kepada masyarakat juga menjadi lebih baik, lebih murah dan lebih
cepat (better, cheaper, dan faster).

Besarnya manfaat dalam e-government bagi perbaikan kinerja sektor publik
membuat banyak negara terus meningkatkan investasinya pada pengimplementasian
e-government. Namun terdapat perbedaan yang signifikan pada negara-negara ini
dalam hal sejauhmana dan seberapa cepat teknologi informasi dan komunikasi

diadopsi dalam pemerintahan®.

1 D.C Misra & Anjali Dhingra, E-Governance Maturity Model, Electronics Information &

Planning (ISSN 0304-9876 Vol.29, No.6-7, Mar-Apr 2002

* C.E. Maitland & J.M. Bauer (2001) dalam Zlakto J. Kovacic, The Impact of National Culture
on Worldwide eGovernment Readiness, http:/inform.nu/Articles/Vol8/v8p143-158K ova.pdf

UNIVERSITAS INDONESIA
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Tercatat beberapa negara yang sudah memiliki keunggulan dalam e-govermment
sepertt Amerika Serikat, Uni Eropa dan untuk Asia seperti Korea dan Jepang, Dalam
data yang dikeluarkan oleh Perserikatsn Bangsa-Bangsa (PBR), negara-negara
tersebut berada pada tataran atas delam hal kemampuan dalam melakekan e-
government yang divkur dengan indeks kesiapan dalam melaksanakan e-govemment
(g-government readiness fndex}.

E-government readiness meropakan pengukuran atas kemampuan suatu negara
dalam berpartisipasi dan mengambil menfaat atas ekonoisi digital secara global.’
Pengukuran ini diakukan denpan melihat aspek-aspek yang ferkait dengan e-
government seperti e-feadership, information security, humat capital, dan ¢-business
efimate. Pengukuran e-governmment readiness/e-readiness juga menggambarkan
tingkat/derajat keslapan negara atau organisasi tersebut dalam berpartisipasi dalam
dunia yang saling tethubung (Metwork world). Dengan demikian aspek-aspek tersebut
merupakan faktor penting dalam kesuksesan pelaksanaan e-government .

Berkaitan dengan status kesiapan e-govermment, Indongsta dinystakan oleh
index e~government readiness PBB berada pada level rendsh atau tepatnya berada
pada tahap ketiga {third tierj dimana penggunaan ¢-governmesn! masth pada
prosentase (~33%. Perbedaan kesiapan negara-negara dalam penerapan e-government
berkaitan erst dengan pendapatan per kapita (GNUGross National Income},
infrastruktur, dan pmﬁidikanﬁ, Sementara itu dalam fingkup ASEAN, Indonesia
berada pada ranking meunengah seperti terlihat pada Tabel 1.1.

3 Global lnternsl Policy Initiatives (GIPY), E-Reudingss Guides, Readiness for the Networked

World, Getting Started hitn/fwww.
¢ KIPA, Feasibility Study Project for DGIPR {ndonesia, 2007
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Tabel 1.1.
Status E-Goverrment Readiness é1 ASEAN

Malaysia 10,320 83748 {.3048 883 BS706 [ 42 43
Thailand 2440 86654 $.12%¢9 .86 0.5518; 4 30

Viet Nam 3,010

Cambodia 24920 §.236% 8806 468 §.2989 1 1% 1729
Myanmar - 41538 0,604 8.72 §.293% 1 129 123
Sumhar: World Bank

(Gambarar negara yang berada dalam posisi ini umumnys memiliki tingkat
infrastruktur  dan  tingkat pendidikan wyang rendah dengan  berapam tingkar
pendapatan. Secara lebih detail dengan melihat aspek-aspek e-government readiness
dapat dijabarkan sebagai berikut’:

a. Konektivitas (Connectivity): masih sangat terbatas dan memeriukan perbaikan
yang subsiantif untuk dapat mendukung e-goverment.

b. Kepemimpinan (e-leadership): e-government belum menjadi prigritas strategi
nasional

¢. Keamanan Informasi (fnformation Security) : proses dan penyimpanan data
belum seratus persen terpercaya

d. Modal Sumber Daya Manusia (Human Capital): orang yang tepat dalam
menangani e-government masih terbatas dan masyarakat masih belum terbiasa
dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi

e. Iklim E-business (E-business Climate): beberapa sektor bisnis sudah

menjalankan bisnisnya dengan e-business (terutama perbankan).

? Hoselvn Docktor, Eccelarating E-Government.. E-Readiness at Work,

kitpHuennan i un orgfintradoc/ersuns/public/documents/CAFRARYIINPANDOGE L 7.0dl

URHIVERSITAS INDONESIA

Faktor-Faktor Yang..., Risa Sukmawardani, FISIP Ul, 2009



Inisiatif pengembangan e-goversment merupakan suat) bentuk inisiatif nasional
yang sudah berlangsung beberapa tahun, tepataya sejak diromuskan dalam Instruksi
Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Pengembangan E-government.
Instruksi tersebut menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan pemerintaban yang
baik (good governance) dan meningkatkan pelayanan publik yang efekeif dan efisien
diperlukan adamya kebijekan dan pengembangan e-government, Dalam skema
rencana pemanfaatan teknelogi informasi nasiosal nasional tergambar jelas tahapan
penigembangan e-governmeni yang diawali dengan fase pertama dimana Indonesia
menjadi negara yang unggul di kawasan ASEAN (ASEAN Leading Nation) dalam hal
teknologt informasi dan komunikasi di tahun 20710 dan diakhiri dengan fase kelima di
tahun 2023 dimana teknologi informasi dan komunikasi sudabh menjadi bagian dari

kehidupan bangsa Indonesia (e-Indonesia).

Gambar {.1.
Tahapan Pengembangan £-government Nasional

@dnnb

Fhasu4-5

ASIA, ﬁ Ubllevel 5
sLiny
LawdingNaion
2018 Phase2-3 ﬁ UNlevel4
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eOov ]
LaflngNation Phase 1
Ui iavel 3
207

Sumber: Feasibility Stndy Proiect for DGIER, Indonesial

: KIPA, op.cit. hal. 56
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Seperti telah dikatakan scbelumnya bahwa tujuan dari e-govermment adalah
untuk mencipiakan pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan dengan berbasis
kepada teknoelogl informasi dan komunikasi sehingga mampu memberikan pelayanan
yang lebih baik  kepada masyarakat. Namun e-govenrmenr bukan hanya sckedar
penggunaan feknologi informasi dan komunikasi dalam organisasi publik tapi
merupakan sebuah perubahan pengelolaan organisasi publik yang dahulunya bersifat
tradisional ke arah yang lebih modern.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI} menipakan salab satu
unit eselon 1 yang berada dalam naungan Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia yang berfanggungiawab dalam hal pendafiaran dan pemberian perfindungan
kekayaan intelekiual yang mencakup paten, merek, hak cipta, desain industri, desain
tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang. Selain itu juga bertanggung jawab untuk
menyeharkan informasi tentang kekayaan intelekiual. Sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya, DIHKI terkait dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan DIHKI
{stakeholdersy vang cukup luas, disntaranya sektor bisnis, sesama badan pemerintah,
universitas, lembaga-lembags non-pemerintzh dan tentu saja watga negara.

DIHKI merupakan sebuah unit esclon I di bawah Departemen Hekum dan Hak
Asasi Manusia serta tergabung dalam orgenisasi kekayaan intelektual dunia (World
Intellecual Property Orgonization — WIPO). Dengan demikian baik dan buruknya
kinegia DJHKI akan membawa dampak secara ekonomi bagi Indonesia tidak hanya di
tingkat nasional maupun internasional, Kegagalan DJHKI dalam memberikan
perlindungan kekavaan intelektual maupun penegakan hukum kekayaan intelektual
tidak hanys dirasakan oleh bangsa Indonesia tetapi juga oleh negara-negara lain,

Sejalan dengan instruksi presiden mengenai e-government tersebut DTHKI juga
telah melakukan upaya implementast e-government termasuk dengan perumusan
kebijakan strategis berups Jayanan prima dengan berbasis pada teknologi informasi.
Bahkan jika menilik ke belakang DIHK] telah menjadikan e-govermmemt sebagai
fokus/prioritasnya jauh sebelum dikeluarkannya instraksi ini. Komitmen DIHKI pada

pengembangan e-goverament ini ditandai dengan dibentukaya direktarat baru dalam
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struktur BJHKI yakni Direktorat Teknolog? Informasi (selanjutnya dissbut Dirsliorat
D di tahun 1996.°

Ststem otomasi i DJHKI dimulai di tehun 1990 dengan melakukan Feasibility
Study on odministration of intellectual property svstem dan dilanjutkan dengan
pembuatan master plan on management information system of inteliectual property
adminisiration (MIS). D1 tahun berikutnya perencanaan MIS dikembangkan. Empat
tahun kemudian, tepatnya di 1995 dikembangkan sistem baru yang disebut
COPATRIS mencakup sistem informasi hak cipta, paten, dan merek. Pada tahun
2000 mulai dibvat perangkat lunak untuk pendaftaran kekayaan intelektual dengan
tenggunakan darabase tunggal. Tahun-tahun sclanjulnya hingga saat int kegiatan
utama pengembangan informasi teknologi yaitu administrasi HKI secars digital,
pembangunan perpustakaan digital HKY  (Imteliectual Property Digilal Library
(IPDL)) dan DGIPR-Net,

Pembemukan divektocat barv dalam struktur DIJHKI merupakan salab satu
bentuk nyata dari perubahan yang teriadi dari segi stuktueal sebagai akibat dari
adanya penerapan ¢-governmert. Saat ini DIHKI memiitki & {enam) unit eselon 11
dengan lebib dari 500 orang pegawai vang terdiri dari pefabat struktural, pejabat
fungsional, dan staf. Dari total keseluruhan pepgawal (5% diantaranya merepakan
pejebat fungsional. Pejabat fungsional merupakan pejabat yang bertanggungjawab

dalam melakukan pemeriksaun substantif atas pendafiaran paten dan merek,

<

Keputusan Mented Kehakiman Republik Indonesta Nomor M.03-PR.O7.16 Tabun 1999
tentang Organisasi dan Tats Kerda Peparternen Kehakiman
Laporan Tahunan 2067 Dirckiort Jenderal Hak Kekayaan Intefektual, hat, 19
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Gambar 1.2.
Perbandingan Jumlah Permohonan Pendaftaran Merek, Paten, dan Hak Cipta

ARG0G0
300060
ZBG006
2 B Merek
E Paten
150000
% Hak Cipta

00000

50000

Merek Paten Hak Cipta

Sumber hiteifwrwy doin goid

Seperti telah dijelaskan di awal bahwa saat ini DIHKI melayani permohonan
pendaftaran merek, paten, hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu,
dan rahasia dagang. Namun jika dibandingkan dengan semuanya itu Birektorat Merok
memiliki beban pekerjaan yang paling berat dikarenakan jumlah permohonan
pendafiaran merek merupakan permohonan yang paling banyak (lihat Gambar 1.2.).
Terlihat bahwa ada perbedaan yang sangat mencolok dalam hal jumlah permohonan
pendaftaran yang diterima oleh DJHKI antara permohonan pendaftaran merek, paten ,
dan hak cipta.

Gambar 1.3, menjclaskan secara lebih detail jumlah permohonan pendaftaran
merek, baik untuk merek baru'' maupun perpanjangan’® selama kurun waktu 7 tahun
terakhir. Tedlihat bahwa setiap tahunnya jumlah permohonan pendaftaran merek
sernakin meningkat. Di satu sist hal ini dapat dijadikan indikator keberhasilan

it

o Merek barg berarti merek vang belum {erdafler pads DIHKS

Pendaftaran peepaiangan merek berarti merek yang terdafiar 4 DIHKY berdaku selama 10 taham
dun setelalt o bisa disjuken logt permohonan untuk didsBarken lagi selama 10 tahun Remudion.
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sosialisagi DJHKI dalam meningkatkan kesadaran akan HK! namun di sisi lain
menambah beban kerja DIHKI khususnya bagi Direktorat Merek.

Gambari.3.
Permohonan Pendafiaran Merek Tahun 2001 - Juni 2008
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Dengan pertimbangan ini maka proyek pembuatan basis data digital
diprioritaskan  terlebih dahuin untgk data digitel merek sehinggs pemeriksaan
substantif merek yang dabulunya dilakukan dengan berpedoman peda dafisr umum
merek berbentuk kertas dengan cara manual sudah dapat dilakukan secara eiektronik.
Selanjutnys pemerilksaan dilakukan dengan berpedoman pada perpustekaan digital
kekayaan intelektual { frellectual Property Digital Library - IPDL).

Menurut  Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2001 prosedur pendafiaran
permohonan merek mencakup beberapa tahapan (lihat Gambar 1.4.), Yang pertama
tahapan penerimaan permohonan oleh Direktorat Jenderal HKI, kemudian setelab
berkas permohonan diterima dilakukan pemeriksaan formalitas yang merupakan

pemeriksaan  kelengkapan dokumen yang hamus dilampirken dalam  berkas
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permohonan, Jangka waktu pemeriksaan formalitas adalah 30 hati sejak tanggal
pendaftaran. Apabile berkas permohonan sudah lengkap tahapan sclanjutnys yain
dilakukan pemeriksaan substantif. Pemeriksaan ini mencakup apakah merek vang
dimohon sudah pernah didaftarkan atas nama orang lain, apakah ada kemlripan merek
yang dimohon dengan merek lain yang telah terdafiar di Direktorat Jenderal HKI
(persamaan pada pokoknya'®), atau apakah merek yang dimohon memiliki unsur-
unsur yang tidak boleh didaftarkan termasuk juga pemeriksaan apakah roerek yang
dimchonkan termasuk dalam  kategori merek terkenal (well known marks).
Pemerikssan substantif ini dilakukan dengan mengacu kepada Daftar Umum Merek
yang merupakan kumpulan berkas yang berisi data semua merek yang telah terdaftar
di Direktorat Jenderal HKI. Pemeriksa diberikan waktm maksimum 9 bulan untuk
meiakukan pemerikssan inl,

Selanjutnya permchonan pendaftaran merek yang telah melewati pemeriksaan
substantif dan dinyatakan disetujul untuk didaftar cleh pemeriksa merek maka merek
yang dimohonkan dapat dimasukkan dalam pengumuoman Berita Resmi Merek vang
bertujuan uniuk memberikan kesempatan pada pihak lain untuk mengajvlan
keberatan atas pendaflaran merek yang dimokonkan. Keberatan atas permohonan
pendaftaran ini harus diajukan dalam waktu 3 bulani sejak tanggal diumumkan,
Apabila tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan inf (oposisi} maka
permohonan merek tersebut dimasukkan dalam kategori daftar untuk kemudian

dibuatkan sertifikatnya. Proses pembuatan sertifikat berlangsung selama 30 hari.

B Persamaan pade pokoknya  berarli persamaan dalam hal buayi {pengucapan} mawpun

persamaan dalam hal penulizan merek.
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CGambar |, 4.
Alur Proses Pendaftaran Merek
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Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek mengatur secara detail
atas jangka waktu dari setiap tahapan pendaflaran merek. Dengan demikian total
waktu yang diperiukan untuk memproses sate permohonan pendaftaran merek sejak
dizjukannya permohonan hingpa dikeluarkannya sertifikat adalsh 14 bulan, Akan
tetapi pada prakteknya jangka waktu yang sudah ditetapkan oleh undang-undang
terscbut tidak dapat terpenuhi. Proses pendaflaran untuk satu merek yang diajukan
permchonannya tidak dapal terselesaikan dalam jangka wakiu yang telah ditetapkan
oleh undang-undang. Jangka waktu vang tefah ditetapkan dalam setiap tahapan tidak
terpenuhi  sehingga waktu proses pun  terskumulasi  yang mengakibatkan
keterlambatan semakin fama, Pada akhirmys fase terakhir dari proses pendaftaran,
yaitu terbitnya sertifikat juga semakin lama. Jika dalam undang-undang dinyatakan
bahwa dalam walktu 14 bulan suatu permohonan peadaftaran merek dapat diberikan

sertifikatnys, namun dalam prakieknya pemohon harus menunggu hingga lebih dari
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14 bulan untuk memperoleh sertifikat dari permohonan pendaftaran merek yang

diajukannya.

Tabel 1.2.

Data Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual yang Sudah Terbit Sertifikatnya

Kelas
Barang Tel Tanggal Tanggsl
No Dafuar Merek No. Ageada / Tnsa Peaerimaan Keputlusan Sertilikat
000022767 Srmal D00-2003-20030-20203 21 4-Aug-03 7-Dee-04 13-Jul-0s
an0022768 PUNTODEWO D00-2003-20031-20204 30 4-Aug-03 7-Dec-04 13-Jul-05
000022769 Lago J00-2603-20033-20206 35 4-Aug-03 7-Dec-04 13-Jul-05
000022770 TIS J00-2003-20034-20207 36 4-Aug-03 7-Dec-04 13-Tul-05
000022771 GAUN D00-2003-20035-20208 34 4-Aug-03 T-Dree-04 13-Jul-05
000022772 GESHA BERO D00-2003-20039-20212 25 4-Aug-03 7-Dec-04 13-Tul-05
000022773 BABERG D00-2003-20040-20211 25 4-Aug-03 7-Dec-04 13-Tul 05
000022774 HND D00-2003-20040-202 14 12 4-Aug-03 T-Dec-04 13-Jul-05
anpo22775 IMPIRA D00-2003-20040-20215 12 4-Aug-03 T-Dee-04 13-Iul-B5
000022776 GEULIS D00-2003-20040-20216 24 4.Aug-03 T-Dec-04 13-Jul-05
000022777 MAVIA D00-2003-20040-20217 25 4-Aug-03 T-Dec-04 13-Tul-05
000022778 BLUE OCEAN D00-2003-20040-20219 24 4-Aug-03 7-Dec-04 13-Jul-05
000022779 STRAITSISTER | D00-2003-20040-20220 25 4-Aug-03 T-Dec-04 13-Jul 05
Q00022780 ALTINITY D00-2003-20040-20321 i 4-Aug-03 7-DecM 13-Jul-05
000022781 ALTIS D00-2003-20040-20322 5 4-Aug-03 T-Dec04 13-Jul-05
000022782 MO D00-2003-20040-20223 7 4-Aug-03 T-Dec-04 13-Jul-08
000022783 KUNCI TIMUR 100-2003-20040-20224 35 4-Aug-03 7-Dec-04 13-Jul 03
000022784 DAHSYAT DO0-2003-20040-20226 0 4-Aug-03 7-Dec-04 13-Jul-05
000022785 GEGER DO0-2003-20040-20227 39 4-Aug-03 7-Dec-04 13-Jul-05
000022786 STROM D00-2003-20040-20228 30 4-Aug-03 7-Dee-04 13-Jul-05
000022787 KOHE D00-2003-20040-20229 30 4-Aup-03 7-Dee-04 13-Jul-05
000022788 SEALAND DO0-2003-20040-202233 30 4-Aug-03 T-Dec-04 13-hal-05
000022789 SPACELAND DOG-2003-20040-20234 30 4-Aug-03 T-Dec-04 13-Jul-05
000022790 MEMO D00-2003-20040-20235 16 4-Aug-03 7-Dcp-(‘}h4 13-Jul05
000022791 Leaming for Life | J00-2003-20040-20236 41 4-Aug-03 7-Dec-04 13-Jul-03

Sumber: Tata Usaha Direktorat Merek Direktoral Jenderal FHKI

Tabel 1.2. di atas merupakan daftar permohonan pendaftaran merek yang sudah

terbit sertifikatnya. Ada 25 permohonan pendaftaran dalam daftar tersebut yang
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merupakan sebagisn permohonan pendafiaran yang disjukan pada tanggal 4 Agustus
2003, Setelsh melslui tahapan-tahapan yang diperiukan dalam proses pendaftaran
merek maka diputuskan bahwa permohonan pendaftaran tersebut disetujui uniuk
didafiar dan diberikan sertifikatnya pada 13 Juli 2005, Mengacu kepada data ini dapat
dihitung bahwa proses pendaftaran merek-merck tersebut dalam daflar memakan
waktu kurang lebih selama 23 bulan. Ada kelebihan waktu hingga 9 bulan dari
ketentuan undang-undang yang beriske.  Dengan demikian meskipun proses
pendaftaran sudah secara elek{ronik dan basis pemeriksaan sudsh menggunakan data
digital tetap saja jangka waktu yang diperlukan tidak bisa dipersingkat.

Dalam rangka pengembangan sistem merek, DIHKI mengkaji kemungkinan
untuk bergabung ke dalam Madeid Protocol, yakni konvensi internasional di bidang
merek khususnya mengenai pendafiarar merck secara intermasional. Dengan
meratifikasi Madrid Protocol, maka pemohon yang ingin mendaftarkan merek
sekaligus di beberapa negara dapat hanya mengajukan satn permohonan internasional
langsung ke DIJHKI tanpa periu mendaftarkannya di setisp negara. Dengan
diadopsinya sistem Madrid Protocol ini akan membawa kemudahan bagi pemchon
pendafiaran merek sehinppa tidak perlu datang ke setiap negara yang dituiu dan dard
segi bizya juga relatif lebih murah karens hanya dikenakan satu paket biaya {one set
of fees for international registration).

Pengadopsian Madrid Protocel dapat memacu Direktorat Merek dalam
meningkatkan sistem operasional berstandar internasional’’. Namun sebagai
konsekuensinya DIHKI harus memiliki dukungan sistem informasi yang handal
dimana sistem kerja dilakukan dengan berbasis pada teknologi informasi dan

komunikasi.

¥ Makalah yang disampaikan oleh Emawati fumus, Direktur Merek Dirckiorat Senderal HKI paga

Seminar The Madrid Profoool for Internationsl Registration of Marks. The Benefits and Challenges for
Indonesia di Hotel JW Maiot tanggal 24 April 2007
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1.2, Perumusan Masalak

Rerdasarkan uralan yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas jelas
terlihat bshwa sebagal upaya untuk dapat berkompetisi dalam sistern perlindungan
hak kekayaan intelekinal secara internasional saat ini Dircketorat lenderal Hak
Kekayaan Intelektual telah menerspkan sistem pelayanan pendafiaran kekayaan
intelekiual yang berbagis teknologi informasi dan komunikasi, Tercatat beberapa
program yang telah dijalankan yang bertujuan untuk memperbaiki pelayanan
pendaftaran kekayaan intelektual, Akan tetapi data-data menunjukkan bahwa kiverja
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual khususnya dalam hal pelayanan
pendaftaran merek masih tidak ofektif. Ini tercermin dari lambatnya penyelesaian
pendaftaran merek yang tidak sesugi dengan undang-undang vang berlaku, Selain itu
masih adanya banyak tumpukan pendaftaran {backiog] yang belum terselesaikan.
Kenyataan ini tampaknya kontadiktif sekali dengan upaya-upaya yang telah
dijalankan cleh DJHKI dengan menerapkan e-governmeni. Belum lagl rencana
ratifikast Madrid Profocol membuat penggunaan teknologi informasit dan komunikasi
semakin penting.

Mengacu kepada permasalahan di atas dapat diremuskan pokok permasatahan
untuk diteliti lebik lanjut sebagai betikut:

1. Bagaimana penerapan e-government di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

Intelektual?

2. Faktor-faktor apa saja yasg mempengaruhi penerapan c-govemnment di

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual?

1.3. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Tujuan penelitian ini dijabarkan sebagai berikat:
1. Untuk menganalisis dan menjelaskan penerapan e-government di Direktorat
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
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2. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerapan e

goveenment di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membaws sejilmlah manfaat baik dari sisi

akademis maupua sisi praktis sebagai berikut:

14,

1. Signifikansi secara akademis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah

wawasan dan pengstahuan di bidang penerapan ¢-government terutama

mengenai fktor-faktor vang mempengaruhi penerapan tersebut.

. Signifikansi sccara praktis. Penelitian Ini diharapkan dapat memberikan

masukan kepada Dircktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mengenal
pencrapsn  e-government khususnys mengenai  faktor-faktor  yamg

mempengamhi penerapan tersebut.

Sistematika Penelitian

Pada bah ini akan dijelaskan sistematika penulisan dari laporan penelitian yang

terdiri dart enam bab dengan penjelasan sebagai berikut

BABI PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalah, tujuan den
signifikasi penelition, sistematika penulisan serta keterbatasan

penelitian.

BABII TIRJAUAN LITERATUR

Bah ini berisikan ieori-teori dan rumusan vang menjadi landasan
dalam melakukan penelitisn. Teorl yang divrsikan dalam bab ini
mengenai  perubshan  paradigma pelayanan  publik, konsep e-
goverament, penetapan  e-govermmen  dan  fekior-fakior  yang
mempengarubinya, serta keterkaitan antara penerapan e-government

denpan good governance.
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BAB IIE

BABIV

BABYV

BARB ¥1

ié

METODE PENELITIAN
Bab ini berisi uraian tentang metode yang dignnakan dalaes penclitian

int yang mencakup pendekatan, populasi dan sampel.

PENERAPAN E-GOVERNMENT DI DIREKTORAT
JENDERAL HAKKEKAYAAN INTELEKTUAL

Bab ini berisi penjelasan tentang gambaran mengenai Dicektorat
Jenderal HKI secars umum dan penerapan e-govermmeni yang lelah
dan sedang berlangsung saat ini di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektiual,

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN
E-GOVERNMENT DI BIREKTORAT JENDERAL HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bab ini berigi analiss temuan studi yang membahas mengenai berbagai
faktor vang mempengsruhi penerapan e-goverwmment di Direldorat
Jenderal Hak Kekayaan Infeickinal.

SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini mcropakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan
yang ditarik dari hasii penelitian serta memberikan saran bagi
pencrapan  e-goversment di  Direktorat Jenderal Hak Kekayvaan
Intelektual.
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BABII
TINJAUAN LITERATUR

Penerapan e-government meripakan suatu carg untuk memperbaiki pemberian
pelayanan kepada masyarakat sekaligus untuk mencapai pemerintshan yang baik
membaws kmplikasi pada organisasi itu seadint maupun individu di dalam organisasi,
Bab berikut ini skan membahas mengenai pengertian administessi publik yang difkuti
dengan perubahan paradigma yang ferdapat dalam administrasi publik dimana
kesemuanya itu melatarbeiakangi munculnys konsep e-govermment. Kemudian
dijelaskan tentang konsep e-goversment vang merupakan konsep utema dalam
penelitian ini  serta tahapan-tahapan pencrapan e-government dengan faktor-fakior
vang mempengaruhinya, Terakhir dijabarkan bagaimana keterkaitan antara penerapan
e-government dengan pencapaian pemerintahan yang baik (good governonce)
schingpa meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sebagai pembuka bab kedua int
dijelaskan penelitian-penelitian yang pemah dilakulan terkait dengan penerapan e-
government vang dijadikan titik tolak dalam melakukan penelitian int.

2.1, Penelitian Terdahula

Sejumlah penelitian vang berkaitan dengan penerapan e-government maupun
{aktor-faktor yang mempengarvhinys telah terlebih dahulu dilakukan oleh beberapa
mahasiswa pascasarjana Ihmu Administrasi, Fakultas flmu Sosial dan Ilmu Politik,
Univeristas Indonesia.  Penelitian-penelitian tersebut diantaranya yaitu penslitian
yang dilakukan oleh Ayi Mulyadi talum 2006 dengan judul "Faktor-Faktor vang
Mempengaruhi Penerapan F-govermment dalarn Rangka Meningkatkan Pelayanan
Publik™, Penelitian fersebut merupakan studi kasus yang dilakukan di dua instansi
berbeda yaitu Direkiorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Kota Bekasi, Penelitian ind
bertujuan membandingkan sejauhmana penerapan e-goversmment di kedua instansi
tersebut dan menganalisa mengapa terjadi perbedaan dalam tahapan penerapan e-

government dikeduanya, Hasil penelitian menunjukkan bahwa penecrapan ¢

[7
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govermment di Direkiorat Jenderal Pajak berada pada tahapan vang lebih maju
dibandingkan dengan pada Pemerintah Xota Bekasi. Perbedsan tzshapan i
disebabkan oleh kurang diakomodasinya faktor-faktor yang mempengacohi penerapan
e-government. Penelitian lain mengenai penerapan e-government dilakukan oleh M.
Hudaya Rosad pada tahun 2006 dengan judul "Amalisis atas Implementasi £-
Govermment di Dirgktorat Jenderal Pajak (Studi Kasus Terhadap Pandangan Wajib
Pajak KPP Penanaman Modang Asing Dua)’. Penelitian ini berfujuan untuk
menganalisa penorapan  e-govermment di  Direktorat  Jenderal Pajak dengan
menggunskan  persepst  walib paiak  terhadap aplikasi  e-govermmeni  yang
dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Mengacu kepada dua penslitian tersebut, penclitian ini membahas penerapan -
goversment 41 Direkiorat Jenderal Hak Kekayaan Intelekiual berdasarkan tangpapan
pengguna aplikasi e-government. Selanjutnya dilakukan menganalisa tethadap fakior-

faktor yang mempengaruhi penerapan e-government tersebut.

Z.2. Pengertian Administrasi Publik

Ada beragam definigi dari administrasi publik yang disampaikan oleh berbagai
ahli yang masing-masing menyampaikannya dari sudut pandang yang berbeda-beda,
Hughes memberikan definusi administeast publik sebapal: “Public adminisiration ix
an activity serving the public, and public seﬁanfs carry ouf policies derived from
others. It is concerned with procedures, with translating pelicies into action and with
office management. "'

Dengan definisinya tersebut Hughes menjelaskan bahwa pada dasamya ads dua
kegiatan utama dari administrasi publik yakni pemberian pelayanan publik dan
pernbuatan kebijakan publik, Definisi yang relatif sama juga diberikan oleh Perry dan

Keller yang menvataken bshwa administrasi publik didefinisikan sebagai kegiatan

" Owen E. Hughes, Public Adminisiration and Manggement: An Ingroduction, The Macmillan

Press Lid,, London, 1994, kal. ¢
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penyediaan pelayanan publik yang bersifat kompleks mencakup kegiatan proses
administrasi sehari-hari hingga proses pembuatan kebijakan publik.'®

Definisi yang lebih komprehensif dan mencakup setiap aspek yang terlibat
dalam sektor publik diberikan cleh Rosenbloom sebagai berikut:

“Public administration is the use of managerial, political, and legdl theories

and processes fo fulfil legislative, executive and judicial governmental

mandates for the provision of regulatory and service functions for the society

as a whole or for some segmenis of it™.)7

Dengan definisinya ¢i atas, Rosenbloom mengidentifikasi tiga peran vang
dimiliki oleh administrasi publik yaitu peran legislatif, eksekutif, dan vudisial. Peran.
peran administrasi publik dilalankan dengan tujuan untuk memenuhi fungsi regitlasi
dan servis. Hal yang senada juga dinyatakan oleh Gordon “Public administration
may be defined as gl processes, organizations, and individuals (the later acting in
official positions and roles) associaied with carvving owt laws and other rules
adopted or issued by legislatures, executives, and courts™.”® Definisi ini bermakna
bahwa administrasi publik didefinisikan sebagai semua proses, organisasi maupun
individu yang berkaitan denpan pelaksanasn hukum dan aturan lainnya yang
dikeluarkan oleh fegislatif, eksckutif dan pengadilan,

Definisi kin yang dibenkan oleh Presthus tidak menyinggusg tentang
pembagian peran yang dimiliki oleh administrasi publik namun Presthus lebih
menekankan bahwa administrasi publik tidak lepas dari pengaruh politik, sosial
ckonomi dan perilaku birokrat.  “Public Admintstration is concerned with the
institutional framework of government, its socio-economic and political milieu, and
the behavior of individuals whe man the bureaucratic machine””. Pengargh-

pengaruh sepertl yang disampaikan oleh Presthus di atas darl masa ke masa menjadi

" David C, Perry dan Lawrence F, Keller, Public Adminisiration at the Local Level: Definition,

Theory, and Confext, delam Richard D. Bingham, et.al, Monaging Local Governmend: Public
Administration in Proctice, London, SAGE Peblicstions, Ing., 1991, kal 4

v David 2. Rosenbloomt dan Deborah I3, Goldman, Public Administeation: Undersionding
Managenient, Policy, and Lanwn i the Public Sector, Rew York, Radom House, 1989, had. 5

*® George J, Gordon, 1982

** Robert Prestshus, 1975
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isu penting dalam adminisitrasi publik bahkan menjadi faktor pendorong terjadinya
perubahan dalam administrast publik,

2.3. Perubahan Paradigms Administrasi Pablik

Pada dasarnya penyclenggarasn administrasi publik terkait erat dengan
perkembangan  pemikiran  entang  administrasi | publik,  Seiring  dengan
berkembangnyva kompleksitas masalal yang dihadapi terjadi berbagai perubahan yang
ditanggapi juga dengan berkembangnya ilmu administrasi publik itw sendiri.
Pengelolaan administrasi sektor publik dalam perkembangannya mengalami beberapa
kali perubzhan paradigma, Menumut Denhardt & Denhardt dalam perkembangannya
terdapat figa perspektif dalam administrasi publik* Perspektif tersebut adalab ofd
public edministration, new public management, dan new public service.

Paradigma administrasi publik diawali dengan perspektifl ofd public
administration yaitu paradigma administrasi publik tradisonal yang dipengaruhi
secara kuat oleh scjumlah teori seperti teori birokrasi Marx Weber, teorl scientific
management dari Frederick Taylor, daun teorl human relations dari Elton Mayo.
Dalam paradigma ini terdapat dua gagasan utama yang mendasarinya. Pertama
mengenai pemisahan antara politik dan administrasi yang dikarenakan tugas utama
dari administrasi publik adalali implementasi kebijakan dan penyediaan pelayanan
publik sehinpgga fidak sccara aktif dan ekstensif terlibat dalam perbentukan
kebijakan. Nilai-nilai yang dipegang dalam paradigma ini adalah netralitas dan
profesionalitas dart administrator publile. Nilai lain yang micrupakan gagasan kedua
dari paradigma ini yaitu efisiensi dalam menjalankan tugas utamanya tecsebut. Untuk
itu efisiensi harus dicapal dengan struktur organisasi yang terpadu don bersifat
hierarkis. Berdasarkan peradigma ini organissst publik dianggap efisien dengan
meniadikannya sebuah orgenisasi yang termtup dengan pembatasan  dalam

keterlibatan warga negars pada pemerintahan, Namun dalamn  perkermbangan

0 Janet Yinzant Denhardi snd Robent B, Denhardt. The New Public Servicw: Serving, Not Sicering.

{NewYaosk: MLE. Bharpe, 2004).
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sslanjutnya paradigma ini dinilai memiliki kelemahan karena menyebabkan birckrasi
menjadi sangat besar sehingga mengakibatkan tﬁmnaya produktivitas, lamban, tidak
efisien dan tidak efektif. Selain ity birokrasi tadisional dianggap becsifat rigid,
hirackis, dan birokratis,

Selanjutnya muncul paradigma lain yang tidak menekankan pada birokrasi
dalam menjalankan administrasi publik, melainkan mengajukan pentingnya kekuatan
pasar atau kompetisi dalam adminisirasi sektor publik. Oleh sebab itu paridgma ini
mengacu kepada praktek-prakiek dan teknik sektor swasta untuk diadopsi dan
digunakan dalam sekior publix schingga paradipma ini disebut dengan New Public
Manogement (NPM) yang mengedepankan psham manajerial (managerialism).
Paradigma ini berakar pada pandanguan bahwa keberhasilan sektor bisnis bergantung
pada kualitas dan profesionalisme para mamajernya. Mekanisme dan ferminologi
pasar menjadi penckanan dalam paradigma ini dan memandang hubungan antara
organisasi publik dan pelanggannya sebagal transaksi antara penjual dan pembeli.
Administrator publik yang dalam paradigma ini disebut scbagai manajer publik
dituntut untuk terus melakukan inovasi dulam mencapai tujuan dengan cara
mengarabkan dan bukan mengayuh. Hal ind bermakna bahwa tugas-fugas organisasi
publik tidak dijalankan sendici marun didorong untuk dijalankan oleh pikak lain
melalui mekanisme pasar. Dengan demikian praktek-prakick veng umummnyz
digunakan dalam pardigma int seperti downsizing, decentralization, contracting oul,
swastanisasi (privafization), maupun penerapan manajemen siratejik, perencansan
strategiik, manajemen kinerja dan anggaran kinerja.

Paradigma NPM tidak lepas dari kritik karepa terlalu condong kepada konsep-
konsep darl sekior swasta atau bisnis yang dapat bertentangan dengan nilai-nila
kepentingan publik dan demokeasi. Tren reformasi sektor publik seperti Reimventing
Government  ataupun  New Public Maragement vyang otamanya  bagaimana
menerapkan prinsip-prinsip sekior swasta ke pelayanan publik menjadi sangat
papuler. Nanun pemikiran ini tidak sepenuhbnya diterima karena sektor publik sangat

berbeda dengan sektor swasta delam banyak hal, salah satunya seperti dalam hal
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penentuan customer®'. Sektor swasta dapat dengan mudah mengideatifikasikan siapa
customernya, namun tidak demikian halnya dengan sektor publik. Sekfor publik tidak
dapat dengan gamblang menyebut kalangan tertentu sebagai customemnya bahkan
mungkin lebih  tepat disebut  denpan siakeholder atau pihak-pihak  yang
berkepentingan dengan sekior publik tertentu. Pemerintahan yang dijalankan seperti
halnya sckior swasta memunculkan pertanyaan siapa sebeparnya pemilik dar
kepentingan publik dan pelayanan publik. Menurut Denhardt & Denhardt karena
pemifik kepentingan publik yang schenarnya adalah masyarakat maka administrator
publik seharusnya memusatkan perhatiannya pada tanggungjawabnya melayeni dan
memberdayakan warga negara melalui penpelolaan  organisasi publik  dan
implementasi kebijakan publik? Perubahan orientasi dan nifai-nilai yang dianut
memunculkan paradigms baru dalam administzasi publik vang disebut dengan new
public service. Paradigma ini memunculkan peran baru selain daripada pemerintah
dan pasar, yaitu peran masyarakat sipil (eivil society). Masyarakat diberi tempat yang
sangal penting sehagai pemilik pemerintahan yang dilibatkan dalam pemerintahan
dan bukan semata-mata sebagai obyek dari pelayanan. Untuk itu administrator publik
dituntut untuk membangun kepercayaan dari masyarakal dengan melakukan
kolaborasi penyelenggaraan pemerintahan dengan masvarakat Dengan demikian
paradigma ini menuntut intcgrasi aktif antara masyarakat dan administrator untuk

mencapai tujuan dan sasaran bersama.

24. Administrasi Publik dan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Rangkaian perubzhan paradigma yang tegadi pada pelakssnaan administrasi
publik seperti vang difelaskan di atas mengandung satu tujuan yang sama yaity
bagaimana membuat pemerintahan bekerja atau berjalan dengan lebih baik, Berbagai
kajian mengungkapkan bahwa tumbuhnya pergerakan perubahan paradigma sektor
publik tersebut didorong oleh ide-ide dan prinsip-prinsip vang konsisten seputar

penempatan pasar, peningkatan produktivitas, orientasi pelayanan, desentralisasi

* Mansrung, loc.cit, hal, 69477
2 Ivig
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pemisahian antara pembuatan kebijakan dan pemberian pelayanan  gerta
skuntabilitas.>

Prinsip pertama yaitu penempatan pasar (market alignment) berlandaskan pada
seputar adopsi metode dan strategi yang diterapkan oleh swasfa schingga sekior
publik bekerja febih efektif dan efisien. Saleh satu contohnya yakei pencrapan
penghargaan dan hukuman (reward ond punishmen{) dengan berdasarkan atas
pengukuran kinerja darl aparat pemerintah. Selanjutnya perubshan paradigma
administrasi publik juga didasari oleh ide temtang peningkatan produktivitas yang
mengarahkan administrasi publik untuk meninjau kembali proses kunci, perampingan
atau bahkan penghapusan jika memungkinkan. Kemudian ide tentang orientasi
pelayanan selalu menjadi bahasan dalam setiap paradigma administrasi publik dimana
setiap program tidak lzgi menggunakan perspektif pemberi pelayanan {agency
centrici) melainkan mengedepankan kepentingan pencrima layanan termasuk warga
regara dan sektor swasta (citizen centric).

Gambar 2.1,
Reinventing Service Delivery

Sumber: Yang & Koon (2063}

Sementara itu dari segi truktur di sekior pemerintah terkenal kaku atau ‘rigid’
dan gemuk sehingga ide untuk melakokan desentralisasi juga menjadi salah satu

H James $L Yong & Lim Hisp Koon, B-Coversment; Emabling Public Sector Reform dalam E-

CGovernment in Asts, ed. James 8L Yong {Selanger, Thaes Media Private Limited, 2003) hat. 3
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pendorong perubahan paradigma sckior publik. Kemudian prinsip lainnya yakni
bahwa harus ada pemisahan antara peran pemeriatah sebagai pembuat kebijakana dan
pemberi layanan Separation of Paolicy Making and Service Delivery). Dengan
demikian potensi terjadinys konflik kepentingan {conflict of imterest} dapat
terhindarkan schingga pemberian layanen kepada masyarekat dapat menjadi lebih
efesien. Prinsip lain tidek kalah pentingnya juga adalah mengenai skuntabilitas
{accountability) dimana aparat pemerintab dituntut untuk mampu menunjukkan
akuntabilitasnya dengan lebih fokus kepada outputs dan owtcomes, bukan hanya pada
proses dan stroktur,

Menurut Yong dan Koon upaya melakukan reformasi sektor publik termasuk
dengan berbagai perubshan paradigmanys mencapai kemajuan yang sangat terbatas
dibandingkan dengan yang diharapken™. Hal ini salah satunya disebabkan oleh
kurangnya faktor pendorong fencbler} untuk mencapai perubshan yvang signifiken
dalam upaya reformasi sektor publik. Saleb satu fakfor pendorong tersebut adaleh
dalam bentuk teknologl informasi dan komunikasi. Menurut Snellen ada 2 (dua) hal
penting dalam perkembangan adminisirasi publik modern yakni munculaya hubungan
jaringan horizontal dan diperkenatkannya teknologi informasi dan komunikasi™
Berkenaan dengan hal tersebut Hughes menyatakan bahwa pervhaban yang terjad
dalam administrasi publik mungul sebagai respon atas beberapa hal yakni pertama,
serangan atau kritikan terhadap sektor publik, kedua, perubahan dalam teori ekonomi,
ketiga, dampak atas perubabian vang tegadi di sektor swasta, dan yvang tecakhir yaitu
perubahan dalam teknologh.™

Teknologi informasi dan kormunikasi menandai satu lagi perbedasn mendasar
antara pemerintahan tradisional dan modern. Dengan kemajuan teknologi informasi
dan komunikasi pemerintaban tradisional yang identik dengan puaper based
administration mwiai ditinggaltkan dan beralih kepada pemerintahan modern dengan

berbasis kepada clektronik. Sehingga mencul konssp pemerintshan yang berbasis

¥ bid
% L.Th.M. Sacllen dan W.B.HLJ. Van De Donk (Ed.), Public Administration in arn Information

Aﬁge, Votume 65 nformatization Developments und the Public Sector, 1998
2 Hughes, op.cit, hal, 9
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kepada teknologi informasi dan komunikasi vakni electronic government atau ¢-
government®.

Dengan digunakannya teknologi informasi dan komunikasi dalam administrasi
sektor publik khususnya dalam memberikan pelayvanan publik sedikit banyak telah
membawa konsekuensi dalam hal perubahan menajemen pemenntaban. Menuomt
Indrajit ada 8 (delapan) aspek dalam organisasi yang mengalami psubshan dengan
diterapkannya e-government orientasi, proses organigasi, prinsip manajemen, gaya
kepemimpinan, komunikasi internal dan cksternsl, bentuk pemberizn pelayanan, dan
prinsip pemberian layanan,®

Paradigma birokrat berorfentasi pada efisicnsi sebingga seringkali pelayanan
yang diberikan buruk, sebaliknya paradigma e-government mengacu Kkepada
pengguna lavanan sebagal orientasinya sehinggs sifatnya fleksibel sssuai dengan
keinginan peagguna layanan. Sifat kaku dan rigid vang meniadi ciri khas paradigma
birokratik yang mewarmnai setiap aspek pemerintehan baik darf struktur, proses
organisasl, komunikasi internal maupun sksternal, maupun gaya kepemimpinannya,
Kesemugnya itu berubah sebaliknys dalam paradigma  Z-government, proses
arganisasi lebih bersifat horizontal dengan mengutamakan tukar mennkar informasi

dengan mengutamakan pada kerja sama tim (leamvork).

5 Windrali  Siallagan, E-Government: Meoujn Pelayensn  Publik yang lebih  Baik,

htpfiwww perbendaharaan. go dimodal/nustakafmdex chofd=2 |
* R, Eko Indrajit, Electranic Government Strategi Pembangunan dan Pengembsngan Sistem
Pylayanan Publik Berbasis Teknolog Digitat, Penerbit ANDE, Yogyakarta, 2002
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Tabel 2.1.
Perubshan Aspek Pemerintahan
Beuracratic Paradigm E-Govegrnment Paradigm
Oriemiation Production cose-efficiency User  satisfaction  and
controt, flaxibility
Process Funitonal rationcdity, | Horizental hierarchy,
QOrganization departmentalization, retwork organization,
verlical hierarchy of control | information sharing
Maragement Management by ride and | Flexibly mangagement,
Principle mandate interdepartmental team
work with cemtral
coordination
Leadership style Commuand and control Facilitation and
coordination,  innovative
entrepreneurship
internat Top-down, hizrarchical Multidivectional  network
Conmmunication with central coordination,
dirget commurication
External Centralizved, formdd, limited | Formal ond nformal, divect
Communication chanmels and fast feedback multiple
channely
Mode eof Service | Documentary mode, and | Elecirronic eschange, non
Delivery interpersonal interaction Jact to face imleraction
Prirciples of | Standardization, User customization,
Service Delivery impartiality, equity personalization

Sumber: Indeaiit (2002}

2.5, Konsep E-Governmawt

Konsep e-government sendiri diartikan berbada-beda oleh berbagai kalangan.
Secara sederhana dan sempit e-government diartikan sebagat penggunaan teknologi
informasi dan komunikasi oleh organisasi atau badan-badan pemerintah. Sepedi
definisi yang diberikan oleh United Nation Development Programme (UNDP)Y” “&-
government is the applivation of Information and Communication Technology (ICT)
by government agencies ™.

Namun beberaps kalangan memberikan pengertian e-govermment yang lebih

tuas dan kompleks dimana e-government lebih dari sekedar penggunaan teknologi

¥ UNDP, http:#unpanl .un.argfiniradocieroups/public/documents INUNP ANG1 9207 pdf
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nformasi dalam administrasi sektor publik untuk memperbatki kinerja sektor publik
yang melibatkan proses tranformasi balk internal maupun eksternal organisasi.
Seperti definisi yang diberikan oleh World Bank dalam sitasaya yang menyatakan
definist e-governmeni sebagai penggunaan teknologi informasi seperti oleh badan-
badan pemerintah yang mampu mengubsh hubungan antara warga masyarakat, sektor
bisnis dan badan pemerintah lainnya. “E-goverrument refirs to the use by government
agencies of information technologies {such ags Wide Area Networks, the Iniernet, and
mobile compuling) that have the ability to transform relation with citizerns, business,
and vther arms of government™°, Hal yang sama juga dinyatakan oleh Al Tawil dan
Sait bahwa e-goversment pada dasamys merupakan sebuah bentuk transformasi
hubungan internal maupun eksternal dari sektor publik melalui penggunaan internct
sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan pemerintah dan fatz laksananya. “The
transformation of public sector’s internal and external relationship through Iternet-
enabled operations thereby strotegically deploying ICT to optimize government
service delivery and governance.””’

Dengan demikian dapat disimipuikan bahwa pada hskekatnys e-govermment
merupakan sebuash upaya reformasi sektor publik vang bertujuan univk memperbaiki
kineria sektor publik. Secarz lebih gamblang Persatuan Bangsa-Bangsa dalam
laporannya mengenai keslapan pelaksanaan e-government {£-government Readiness
Report, 2005, United Nation} menjelaskan tujuan dari implementast g-government
yaitu “Menvediakan informast kepada warga, pelayanan informasi yang iebih baik
dan pemberdayaan masyarskat melalui ketersediaan akses ferhadap ICT dan
partisipasi dalam pengambilan keputusan kebijakan publik® ¥,

Menurut Mista & Dhingra® tujuan besar yang dimiliki oleh e-government

terrpasuk meningkatkan (ransparansi, menumbubkan akuntabilitas dan responsivitas

T The World Bank Group, E-Goverpment Definiian,
Sinhweew worldbansk orgfoublicsectorfesov/definiton bim
¥ Khalid M. AbTawil & Sadiy M. Suil, B-Govermance -—Whare We Stand?,
htip:ffwwrw worldbank org/md@mdfd/papers/aliawil-saitodf
’ United Mations, Glebal E-Government Readiness Report 2885 from B-Govemment 1o B-

Inclusion bt /unpan Lun orsfictradec/aroups/public/documentsfun/unpand2 i 883 pdf
B Misra & Dhingrs, op.eit
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dalam sistemn untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat dan berkuslitas kepada
masyarakat, Dengan demikian implementasi e-government dikatakan berbasil ketika
terjadi perbaikan pelayanan kepada masyarakat yang ditandai deogan waktu
pelayanan dan kualitas layanan.

Rahardjo menjelaskan bshwa implementasi e-government membawa hanyak
fujuan yang antara lain berupa pemberian layanan yang lebith baik kepada
masyarakaf, peningkatan bubuagan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat
umum dengan  keterbukaan {transparansi), pemberdayaan masyarakat melalui
informasi yang mudah diperoleh, dan pefaksanaan pemerintahan yang lebih efisien™,

Sedangkan Indralit menjabarkan lebih banyak maenfast Jainnya dalam
menerapkan g-government bagi suatu organisasi®:
1} Memperbaiki kualitas pelayanan publik sebuah kineria pemerintahan, terutama
dalam hal sfektivitas dan efisiensi berbagai bidang kebidupan bernegare
23 Meningkatkan transparansi, control, serta akuntabilitas penyeleaggaraan
pemerintaban dalam rangka penerapan konsep Geod Governance dan Clean

Governmeni

3) Menpurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang
dikeluarkan pemeriniah vantuk aktivitas sehari-han

4) Memberikan peluang  pemerintah untuk  mendapatkan - sumber-sumber
pendapatan baru melalui interaksi dengan pihak-pihak yang berkepintangan

5} Menciptakan swatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan
tepat menjawab berbagai permasalakan publik maupun global

6} Memberdavakan masvarakat sebagai mifra pemerintah  dalam  proses
pengarobilan kebijakan publik yang setara dan demokratis

Beragamnya muanfaat yang dijabarkan terscbut disebabkan oleh karena betbeda.
bedanya konsep atau definist darl e-government sendit. Namun tordapat benang

merah bahwa pada dasarnya penerapan e-goverrmnent memberikan manfaat dalam hal

3 Budi Raherio, Mambangun E-Govemment, PDA U Mikroelektronik IT8, 200}, hupiffwww.
Frdenjit, Tiga Fanangan Besar Hlegtronie Governmeat,

e phipfhomeidetail_armikel 1 U Tins Tantaneas Besar Flectrunic Onvernmen
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perhaikan  kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah  sekaligus  kualitss
penyelenggaraan pemerintahan sendiri. Perbaikan kualitas pelayanan bisa dalam hal
kecepatan {faster) hasil kerja yang lebih baik {better), dan karena menurunkan biaya
administrasi sehingga otamatis menjadi lebih murah feheaper).

Walaupun e-government mencakup kegtatan-kegiatan yang lvas dan melibatkan
banyak aktor namun dapat diidentifikasi empat sektor scbagai stakeholder dari e-
government>® Empat sektor ini merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dan
terkait dengan pelayacan sektor pubdik yakni instansi pemeriniah, sckior swasta, dan
masyarakat. Sehingea ada empat jenis interaksi dalem pelayanan e-government yakni
pemerintah  kepada pemerintah (Government io Government/(F2(Y), pemerintah
kepada swasta (Government to Business/(G2B}, pemecrintah kepada masyarakat
(Goversment to Citizen/G2C) dan pemerintah kepada pegawai {(Government io
Employee/G2E).

Gambar 2.2,
{nteraksi antar Kelompok Utama E-Governance

<D

GG
Ceatral Govemnment

4 " Business
Ciizon £ 3 i <:> NGOs
5 Civil
Sacisety

Local Gavamment
GRG

' &

Sumber: Gupte.Komar hattachharya (2004) bal, 8

Sektor Govermmery 1o government (G2() mewakili sistern dan prosedur

internal yang membentuk tulang punggung dari spatu organisasi sektor publik. G2G

* MP (upta, Prabhat Kumar, dan Jaijit Bhatiacharya, E-Government Online: Opportunities and

Challenges, Teta MCGraw-Hil, bal. 8
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melibatkan berbagi data dan pelaksanaan transaksi elelgronik antar pelaku di
pemerintaban. Aplikasi e-government untuk sektor G2G digunakan antar pemerintah
urtuk raemperlancar kerjasama dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan
adininistrasi perdagangan, proses-proses politik, maupun mekanisme hubungan sosial
dan budaya.

Sedangkan Government to business (G2B) wmerupakan aplikasi e-government
yang digunakan untule memperlancar perusahaan swasta dalam menjalankan roda
perusabeannya serfa menciptakan relesi dengan pemerintah secara baik dan efektif.
Sektor swasta memberikan perhatian vang besar pada inisiatif G2B ini karena sifat
kegiatan komersil yang dinamis sehingga dengan aplikasi ini dapat mempersingkat
proses perizinan, memangkes ‘red-tape’ birckrasi dan  mempercepat  serta
mempermudah pelaksanan operasional sehingea menurmkan biaya trapssksd,

Sekior ketiga vakni Government to Citizens (G fo C} yang menjadi fujuan
utama darl e-government merupakan aplikasi e-povernment yang paling umum,
dimana pemerintah membangue dan menerapkan berbagai portfolio tekoologi
informasi dengan tejuan memperbaiki interaksi dengan masyvarakat, Fokus G2C
adalah berpusat pada customer dan pelayanan sickironik terintegrast dimana
pelayanan publik dapat diberikan dengan berdasar kepada konsep “owe-siop shop®™
dimana masyarakat dapat memperlech berbagai layanan yang melibatkan banyak
instansi tanpa harus melakukan kontak dengan setiap individu di instansi setiap.
Aplikast G2C berupaya agar transaksi seperti perpanjangan izin dan sertifikasi serta
pembayaran pajak tidak memakan waktu lama dan lebih mudah dilakukan.

Sektor terakhir yakni Governmernt 1o employees (G2E} merupakan aplikasi e~
government vang digunakan untuk meningkatkan kinetja dan kesejahteraan pegawai
negeri yang bekerja di seiumliah instansi pemeritahan sebagai pelayanan masyarakat.
G2E mencakup lowongan pekerjaan, pedoman kerjs, peraturan dan perundang-

undangan, struktur penggajian, cuti, kode etik, pensiun, dan lain sebagainya.
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Keempat klasifikasi di atas tersebut dapat disebut juga sebagai jenis pemberian
pelayanan melalui e-govermment (Pascual)®’. Berkaitan dengan empat jenis interaksi
e-government dengan siukeholdernyas di atas, Heecks menjelaskan lebih lanjut
bagaimana keempat stakeholder tersebut saling terkait dalam e-governmens sehingpa
kemudian dapat dibentuk tiga domaln dalam e-government yaitu e-addministration, ¢-
society dan e-services/e-citizen,

CGiarabar 2.3,
Domain E-Goverrmment

e.Administration

g-govemment

e-Sarvicesf
E-Citizen

Swmber; Hecks £2041)

Yong memberikan penjelssan tentang ketiga domain e-geversment tersebut
scbagat berikut: "Whife e-Administration initiatives improve internal govermment
pracesses, ¢-Citizens and e~Services deal with improving cosmaunication and guality
of service between government and citizens. Finally, e-Sociely mitiatives concern

238

interaction of government with businesses awd civil communities Dengan

demikian e-Administration berkaitan dengan perbaikan proses” internal dengan

3F

" Paeeicia J. Puscual, EvGovernment, B ASHAN Task Force UNDP APDIE, 2003

Yang dan Koon, sp.cit, bk, 15
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melakukan ofomasi dan komputerisasi tugas administratif dan uetek mewujudkan
koneksi yang strategik antara proses internal, departemen dan fungsi. E-Seciefy
mengacu pada interaksi eksternal yang memungkinkan hubungan dan interaksi antara
instansi pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil secara umum sedangkan e-
Citizens dan e-Services merupakan perwujudan koneksi dan hubungan interaksi
antara pemerintah dan masyarakat untuk memberikan pelayanan otomasi sehingga
membawa perbaikan komunikasi dan kualitas pelayanan,

2.6. Penerapan E-Government

Sebagai sebuah upaya proses transformasi, penerapan e-governmeni sifatnya
hershap das tidak dapat dilakukan secara instan schingga muncul fase-fase yang
harug dilalui dalamm mencapai kondisi e-government yang ideal, Telah banyak negara-
negara di seluruh duaia yang mengembangkan konsep e-govermmens namun masing-
masing negara tersebut pencapaiannya berada pada tahapan yang berbeda-beda,

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBE) menyatakan ada lima tahapan
pengembangan e-government”. Tehapan-tahapan ini ditetapkan berdasarkan analisa
pada kebetadaan isi dan layanan yang tersedia pada situs (website) dan analisa pada
infrastrultur teknologi informasi dan komunikasi dan kapasitas sumber daya

manusia. Dengan mempertimbangkan unsuc-unsur tersebut ditetapkan Emerging
sebagai tahapan pertama. Pada tahapan ini sudah ada komitmen untuk menerapkan e-
government yang ditandai dengan adanya situs yang menyediskan informasi
mengenat organisasi namun nformasi tersebut masibh bersifat statis. Dalam situs
tersebut mungkin juga tersedia kontak informasi sepertt nomor telepon atau alamat
para pejabat dari instansi pemerintah. Fitur khusus seperti hal-hal yang sering
ditanyakaFrequently Asked (uestions (FAQ) bisa juga tersedia walaupun sangat
jarang ditemukan. Tahap Kedua, Enfanced Presenced merupakan tahapan dimana
situg-situs vang tersedia sudah bersifat lebih dinamis dan informasi-informast yang

bersifat khusus secara teratur diperbaharui. Tersedia publikasi pemerintah, legisiasgi,

?  United Nations and American Society for Public Adminisiration (ASPA), Benchearking £-
Government: 4 Global Practice, hal, 12
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bulletin (newsleter), alamat e-mail dan fitur pencarian (search feature). Stlanjutnya
di tzhap ketiga, Inferactive Presence terjadi perkembangan yang dramatis dimana
sudah ada interaksi formal antara masyarakat dan penyedia layanan melahsd e-mail
dan ruang untuk memberikan kementar (post cemmuent arew). Selam itu telah icrsedia
kapasitas untuk melakukan pencarian atas database dan mengunduh (download)
formulic atau aplikasi dan menyerahkannya. Isi dan informasi yang ada dalam situs
secara teratur terus diperbaharut. Kemudian pada tehap keempat, Transectional
Presence  transsksi yang aman dan lengkap uniok mempercieh visa, paspor, akia
kelahiran dan kematian, lisensi serta perizinan dimans pengguna dapat melakukan
pembayaran secara online seperti unfuk pembayaran dends parkir atan paisk dapat
dilakukan. Sebagai upaya unfuk memfasilitasi pengadaan dan pelaksanaan bisnis
dengan pemerintah dipergunskan digital signatures, Di tahap ini situs yang tersedia
sudah memiliki keamanan dengan password untuk masing-masing pengguna.
Akhimya tahapan kelima, Seamless or fully integrated dimana sudah ada kapasitas
untuk mengakses fayanan apapun dalam suatu paket atau “unified pockage”. Sebagai
catatan bahwa berdasarkan survey yang telah dilakukan belum ada negara yang
sampaj pada tahapan ini.

Secara lebih ringkas Karim dan Khalid” waupun Al-Tawil dan Sait’
menjabarkan ada empat tahapan peagembangan e-governmen! yang disebuf sebagai
fase kematangan (muiwrity phoases). Tahap pertama disebut dengan Presesce yang
meliputi upaya untuk mengkomunikasikan dan menerbitkan pelayanan pemeriniah
atau informasi kepada masyarakat secara elektronik. Kegiatannya berupa pembuatan
situs atau publikasi via Internet. Komunikasi yang teicipta pada tahap ini bersifat satn
argh, yakni dari pemerintah kepada masyarakat, Keberadaannya lebih bertujuan untuk
mengenalkan organisasi pemerintah dengan cara menampilkan informasi — informasi

tentang organisasi tersebut seperti alamat pejabat, Jam kerja, formuliv dan aplikasi-

© Muhammad Rais Abdul Karim, Reengineering the public servive leadership and change in -
glectronic age, Pelanduk, Selangor, 1939, hal. 54
TKhalid M. Ab‘!‘awnl & Saéxq M Sait E-Governanve — Whare We Stand?,
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aplikasi yang dapat diunduh oleh publik, ataupun peraturan-peraturan perondang-
undangan yang terkait. Selanjutnya di tahap kedua, Inferaction, sudsh teriadi
komunikasi dua arah yang umumnya dilakukan melalul e-mail. Pemerintah telah
melangkah lebih jauh dengan meayediakan konektitivitas onfine atau terhubungnya
pusat response di situs. Dalam fase ini mulai muncul interaksi antara pemerintah
dengar publik sehingga selain memberikan informasi-informasi seperti dalam fase
pertama, haruz juga ada media untuk penyaluran permintaan, saran dan persefujuan.
Tahap ketiga, Frarmsaction, menandai terjadinya interaksi langsung antara pemerintah
dengan pihak-pihak yang terkait. Aplikasi vang digunakan sudah berkembang dan
memungkinkan untuk melakukan transaksi digital. Di fase ini semwa infrastrukiur
sudah terbangun, layanan online juga lengkap diberikan kepada publik, bisnis
reaupun antar instanst pemerintah. Bentuk layanan yang diberiken contohnya
pembayaran tagihan, denda, perpanjangan lisensi, pengadaan barang online, dan
pengembalian pajak. Tahapan keempat, Trensformation merupakan fase terakhir
untuk mencapai visi e-government. Pada tahapan ini terfah terjadi integrasi aplikasi
berbagai instansi yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses, beriransakst dan
menikmati pelayanan pemerintah melalui berbagai portal multimedia yang terdiri dari
berbagai kanal seperti telepon, komputer (PC), telepon selular, dan tv interaktif. Di
fase ini yang terpenting adalah telah terjadi transparansi kepada masyarakat dan
bisnis.

Seperti halnya yang dituturkan oleh Karim dan Khalid serta Al Tawil dan Sai,
Uni Eropa juga menggunakan empat tahapan dalam mengukur implementasi e-
government, Indikator ini disebut four-stage framework (the scoring framework)”
vakni information, One-way interaction, Two-way interaction dan Full electronic
ease handiing.

Uraian mengenal tahapan-tahapan implementasi e-government dari berbagai

kalangan di atas dirangkum dalam satu matriks dalam tabel 2.2. Dengan matriks ini
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ditujukan untuk kemudahan menentukan mepentukan tahapan implemeniasi e-

governmeni yang digunakan dalam pengiitian ini.

Tabel 2.2.
Tahapan Implementasi E-Governmeni

Seamless
Emerging | Enhanced Inteeactive | Transactional | or Fully
FBB Pregence Presencs Presence Presence Integrated
Agccenture,
Karim &
Khalid
Gartner’s
Research Presence Interaciion | Transaction | Transformation .
One-way Two-way | Full electronic
Uni Eropa | Infortpation | interaction | interaction | case handling -

Berdasarkan figa sumber yang menjelaskan tentang tahapan implementasi e-
governmen( di atas hanya PBB yang menetapkan fzhapen implementast e-government
ke dalam Jima tahapan. Mengingat dalam penjelasannya bahwa sampai saat int belum
ada negara yang samipai pada {zhapan kelima ini maka penelitian ini mengacu kepada

empat tahapah yaitu emerging, enhanced, interactive dan transactional.

2. 7. Faktor-Faktor vang Mempengaruhi Penerapan E-Government

Mengacu pada pengertian bahwa e-govermment bukanlah sekedar penggunaan
teknologl informasi dan komunikasi meilainkan svatu bentuk transformasi yang
miclibatkan semua pihak yang terlibat di dalamnya, mieaimbulkan sejumlish tentangan
baik dalam hal kebijakan, infrastruktur maupun keamanar: Indrajit merjelaskan
bahwa berdasarkan hasil studi sejumish praktisi e-government di berbagai Negara,
secars pokok ada 3 taotangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah maupun
masyarakat dalam mengembangkan konsep e-govermmenmt di negaranya masing-

masing yaitu:?

2 Indrgjit, op.cit.
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L. Tantangan yang berkaitan dengan cara menciptaken dan menentukan kanal
kanal akses digital {maupun elektronik} yang dapat secara efektif dipergunakan
oleh masyarakat maupun pemerintah;

2. Tantangan yang berkaitan dengan keterlibatan lembaga-lembaga fain di luse
pemerintah  (pihak komersial swasta maupun pihak-pihak non komersial
lainnya) dalam mengembangkan infrastruktur maupun  superstrukiur e~
governmment yang dibutuhkan; dan

3. Tantangan yang berkailan dengan penyusunan strategi institusi terutama yang
berkaitan dengan masalah biaya investssi dan operasional sehingpa program
manajemen perubahan e-governmeni ini dapat berialan dengan lancar sesual
dengan yang diinginkan,

Dengan demikian ketidakmampuan dalam mengelola mntangan-tantangan
terscbut menyebabkan ketidakberhasilan penerapan e-govermment. Sudah banyak
negara-negara yang melakukan penerapan e-government di selureh dunia namun
tidak semuanya mengalami keberhasilan. Bahkan menurut laporan scbuah survey
yang dilakukan Heeks tidak sernua inistatif e-govermment di negara berkembang
mengalami keberhasilan bahikan sebagian besar proyek e-goverrments mengalami
kegagalan®®, Berdasarkan survey yang dilakukan pada negara-negara berkembang
yang melakukan penerapat  e-government tersebut hanya sekitar 5% yang
memperoleh keberhasilan yakni sebagian besar kelompok stakeholder mencapai
tujuan ulamanya. Sedangkan 50% lainnya mengalami kegagalan parsial dimana
tujuan utamanya tidak tercapai atan tidak mencapai hasil seperii yang diinginkan.
Kegagalan total babken diglami oleh 35% negara berkembang dimana sistem yang
direncanakan tidak pernsh diimplementasikan atau  diimplementasikan  namun
dishaikan,

Masih berdasarkan survey yang sama, penyebab kegagalan penerapan e-
govermnen? di negara-negara berkembang lebih disebabkan oleh aspek di luar
teknolopi tu sendiri seperti kesalahan perencanaan, kurangnya kepemimpinan, model

bisnis yang tidak tepat, dan kurangnya implementasi proyek. Faldor-fakior teknologt

 Gupta, dkk, ap.cit. hal, 91

UNIVERSITAS INDONESIA

Faktor-Faktor Yang..., Risa Sukmawardani, FISIP Ul, 2009



37

informast yang menyebabkan kegagalan di antaranya pemilihan hordware dan
software yang tidak sesuai dengan masyarakat,

Belajar dari pengalaman yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia dalam
raelaksanan pencrapan e-government yang dapat dikatakan cukup berhasil ** bahwa
teknologi dalam penerapan e-govermment hanys memiliki peranan sebesar 20%.
Sedangkan 80% merupakan berkenean dengan berbagi aspek-aspek yang terkailt
dengan pemerintahan dan birokrasinya serta isu kekuasaan *® Sejalan dengan hal
tersehut, Prasodjo menyatakan bahwa untuk dapat melakukan penerapan e
government, harus dengan melakukan reformasi birokrasi. Ada tigs hal yang
khususnya terkalt dengan teknologi infermasi yakni  restrukturisasi  sistem
adminisirag] yang sangat hirarkis, rekayasa proses vang sebelumaya pelayanan
terbagi dalam heberapa mejs atau bagian dijadikan satu mejs atau satu bagian serta
pembznahan menyangkut sumber daya manusia.®’

Berbagai studi lainnya mencoba menganalisa dan mengidentilikasi tantangan
dan faktor-faktor keberhasilan pencrapan e-government, Seperti studi yang dilakukan
oleh Ndou pada negara berkembang. Studi tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan
analisis penerapan e-govermment yang dilakukan oleh negara berkembang ada tujuh
faktor yang mempengaruhi implementasi e-goveramen! yaitu infrastruktur teknologi
informasi, masalah kebiiskan, pengembangan sumber daya manusia, manajemen
perubahan, ketjasama dan kelaborasi, strategi serta perananan kepemimpinaa®,

Studi lainnya yang dilakukan oleh Heeks emtuk mengetshui penyebab
kegagalan penerapan e-governmen! menunjukkan bahwa kegagalan tefjadi karena
adanya kesenjangan (gap) gtau ketidak cocokkan (mismuatch) antara realitas sast ini

dengan sistem baru yang akan datang. Semakin beser gap yang ada maka akan

% Diksukan berlrasi dengan ditandai

% Mohummad Rails Abdul ¥arim & Nozaish Mohd Khalid, E-Government in Malaysio,

Pelanduk Publications, 2003, hal, 18,

*  Bke  Prasodio,  Reformasi  Birckrasi  Bisc  Dimulai doi Doerah,

hig o mainlaheindopesis comfBEd22 BloPrasodio httm, digkees tangpal 21 Agustus 2508
Valentina (Dardha) Ndog, E-gaovernment for Developing Countries: Opportunities and

Challenges, Wigiwww elisde.ors, dinkses tanggal 2 Aprit 2809
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semakin besar kemungkinan terjadinya kegagalan pada implementasi e-government.”
Gap-gap tersebut meliputi aspek informasi, teknologi, proses, tujean dan nilsi,
perempatan dan kemampuan pegawai, sistem dan struktur manajemen, dan sumber-

sumber daya lainnya. Berikut garabaran model yang mengilustrasikan gap tersebut,

Gambar 2.4.
Crap antara Realitas dan Desain Penerapan E-Government
DesignPreponul tor

| SumentResity | Naw aGov P kojeet
infonriation 3 fntormsEon
Fochnolugy o Tochnology
Brovoss s PrOCasses
Lbiectives sng » Shotivasand
waitien waloas
Srafting o » Dfingand
Eheilin gy
Baanngorment systams ~ Monan R TE s
SN strudtniren T st strocmres
LK e rasseas  Grhacroaturess

I ] od
Fusitty € w  Deafgyn 1

Sumber: Heeks (2G02, 2063}

Menueut  Gupla etal  kesuksesan intervensi teknologi pada  sistem
pemerintahan  banyak tergantung pada lingkungan ekstermal dan  internal
pemerintah™. Faktor-faktor eksternal sepereti tekanan dari instansi lain baik nasional
maupun internasional serta tuntutan dari custemer, akan mempengaruhi keputusan
implementasi e-government. Lingkungan internal juga sangat berpengaruh seperti
pemimpin yang visioner yang percaya bahwa harus ada transformasi dan memiliki
kewenangan untuk mengambil keputusan maka aplikasi teknologl informasi akan
dapat dengan mudah diimplementasikan, Komitmen dari pemimpin dapat juga
ditunjukkan dalam bentok investasi finansial dan sumber-sumber lainnya. Pakior

internal lainnya yakni pegawal yang dapat dengan mudah beradaptasi pada perubahan

i Danish Dada, The Fotlere of E-Government in Developing Countrizs, diskses tanggal 21

Apustus 2008
T Gupta, op.oit. hat [1B
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dan budayz kerja akan menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan implementasi ¢-
Fovernment,

Mengadaptasi kerangka keria keberhasilan e-govermment dari Accenture,
Khalid menjelaskan empat komponen utama yang dapat dijadikan sebagal pedoman
dap pelaksanan strategi e-goversmment'. Fakior yang pertama yaitt Manajemen
Program (Programme Management), merupakan elemen yang penting untok
memastikan  bahwa pengembangan e-goverameni secara keseluruban  dapst
terkoordinasi, tepat waktu dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Untuk ttu diperfukan
pedoman dan standar yang wmum ontek semua proyek termasuk dizntaranya
rancangan sistem dan pengujiannya, serta rekayasa proses bisnis. Faktor kedua
Teknologl (Technclogy) mencakup implementasi teknologi-teknologt barn dalam
lingkunsgan pemerintahan dimana ada upaya ustuk menemukan teknologi vang tepat
vang mendukung proses-proses kerja yang baru serta memberikan informast dan
perangkat yang mendukung penggunanya, Komporen yang membentuk faktor ini
adalah shared infrastructure, securily and privacy dan iechnologies jfor e-
government. Faktor ketiga yaitu Proses (Process} yang menurut Khalid merupakan”
the eperating business standards and procedures needed to meet the business
objectives ef the program™. Untuk itu prosss mencari peluang-peluang dimana proges
kerfa pemerintahan dapat diperbaiki, direkayasa ulang atau dirancang ulang
Komponen yang mencakup di dalamnyz bervpa business model, business process
reenginesring, dan gyber fws, Faktor terakhir atan keempat adalah Manusia {People)
yang dianggap scbagal faktor yang paling penting yang mencakup atas semua
komponen yang terkait dengan “manusis” yang akan memastikan keberhasilan
penerapan sistem yang bani, kKhususnya yang membawa dampak dan perubahan.
perubshian pada Kinerjs manusia. Dua variabel yakni Managing Change dan Human
Resources and Traiming membawa dampsk vang paling besar terhadap kinerja
manusia untuk itu diperlukan pengaturan, motivasi dan memberdayakan mereka agar

dapat berhasil melaksanakan e-government.

# Khglid, op.oit. 48-51
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Pemeringkatan e-government yang dilakukan oleh The Waseda University
dilakukan berdasarkan aspek-aspek e-government yang komprehensif yang bertujuan
untuk menangkap perkembangan pencrapan e-gevernment di dunia secara akurat dan
tepat. Pemeringkatan ini tidak hanya dilakukan berdasarkan analisa pada pengelolaan
website dan penggunasn teknologi informasi dan komunikasi tetapi juga melibat
kepada kenyataan operasional, pelayanan online, dan hubungan antara pemerintah
dengan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) Tercata ada enam aspek
yang meniadi penilaian dalam pemeringlatan int yaitu kesiapan jaringan {(metwork
preparedness), aplikasl, (reguired imterface-functioning appﬁ‘féaﬁm}; optimisasi
manajemen {(mosagement optimization), keadaan Zomepage {homepage situation),
pengenalan kepada Chief Information Officer (infroduciion to Chisf Informuotion
Officer), dun promosi (e-government promotion of e-goverment).”*

Sementara iw Pemerintah Indonesia sendivi melalui Departemen Komunikasi
dan Informatika telah melakukan pemeringkatan penerapan e-goversmmemt oleh
pemerintab-pemerintah dasrah. Pemeringkatan ini dilakukan berdasarkan penilaian
pada faktor-faktor yang menentukan dalam pencrapan e-govermmnent vaitu kebijakan,
kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan.

Kebijakan merupakan faktor yang erat kaitannya dengan produk hukum dan
juga dokumen-dokumen resmi yang mempunyai tujuan untuk memberi arah dan
mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seperti penetapan visi
dan misi yang terjabarkan jelas dan terdokumentasi dalam bentuk surat keputusan,
peraturan, legislasi, pedoman, rencana strategis, atau bentuk dokumen resmt lainnya.
Selanjutnya kelembagaan terkait erat dengan keberadaan organisasi yang berwenang
dan bertanggungjawab terhadap pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi
dan komunikasi. Contohnyz adalah dengan kelengkapan struktur, m{it, dan aparatur
untvk melaksanakan e-government. Infrastrukiur merupskan faktor yang terkait
dengan sarana dan prasarana yang mendukung penerapan e-government termasuk
piranti lunak, piranti keras, jaringan komunikasi, saluran layanan informasi, maupun

fasilitas pendulung lainnya. Penggunaan piranti lunek dalam bentuk aplikasi

= Toshio Obi, The 2008 Waseda University World e-Government Ranking Released
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merepakan faktor selanjutnya yang harus dapat bekerja sesual dengan kondisi dan
kebutuhan yang ada, berfungsi mendukung proses kerja, dan membawa dampak
positif bagi efisiensi dan efektivitas kualitas pelayanan. Aplikasi yang harus
dikembangkan yakni aplikasi vang mendukung fungsi pelayanan, adminigirasi dan
manajemen, legislasi, pembangunan, kevangan, den kepegawaian, Terakhir faktor
perencanaan berisi kajian kebutuhan dan strategl penerapan e-goversmenf yang
lengkap yang terdiri dari fujuan, manfest, gambaran, kondisi saat ini, pemilihan
teknologi, kebutuhan sumber daya, pendekatan, penentuan prioritas, biaya, dan
antisipasi kehutuhan di masa yang akan datang,

Pencapaian ftujuas dari e-govermment hanyva akan ferwujud jika rencana
penerapan memperhitungkan banyak hal vang bukan hanya sckedar penppgunaan
sistern  multimedia ke dalam instansi pemerintah. Penerapan e-govermment
memerlukan mengkoordinastkan perubshan di tiga aspek utama pemerintahan yaitu
manusia, proses dan sistem.”

Berbagai kajian menvatakan faktor-faktor vang mempengaruhi penerapan e-
government dengan istilah yang betbeda-beda, naroun dapat dikelompokkan dalam
empat kelampok besar yang menggabuangkan faktor-faktor tersebut yaitu kebijakan,
sumber daya manusia, proses, dan tekaologh. Tabel 2.3, berikut merangkum dan

mengelompokkannya dalam empat fakior yang digunakan dalam peaelitian ini.

# Raha Otiwnan dan Abdul Razak Rahmat, The Analusis of Electronic Gavernment Blusprint for
Implemanmiation Towards the Actual BE-Government, p:fiarae,
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Valenting Ndov | Poliey ivsues, | Human  capital | Parinership  and | infrastructure
strategy, aritd | develapment  and | colluboraton
feadership role life fong learning,
change
m&mgemm‘
Heeks Ohjectivey  and | Sigfing aid skills | processes Tachnology
volnes,
T
system ardd
struchures
Asceniure Programnme People Process Technology
management
Waseda hraduction  of - Management Netwvork
University Chief Infarmation optimization, prepargidness,
iMfleer promption of e | reguired  Inlerface.
govermnernt SJunctioning
application,
homeppse sitvgtion
Departamen Kehijakan Kelembapgaan Perencanea Infmsbrukter,
Komunikasi dan antikasi
Tnformatika

Merujuk pada penjelasan dari berbagai sumber di atas tentang fakfor-faktor

yang mempengaruhi penerapan e-government, penelitian ini merwmuskan empat

faktor yang mempengaruhi penerapan e-governmient yeitu faktor sumber daya

manusia, teknologi, dan organisasional.

2.7.1. Bumber Dava Manusia

Tantangan ulama dalam penerapan  e-goversment vaitu  kurangnya

kemampuan teknologi informasi yang dimiliki oleh sektor publik. Masalah ini

khususnya terjadi pada negara-negara berkembang dimana kurangnya pagawai

yang berkompeten dan kurangnya pelatihan sumber daya manusis telah menjadi

permasalahan mendasac.®® Unsur sumber daya manusia dianggap sebagai unsur

yan\gv memiliki peranan yang penting dalam keberhasilan penerapan ¢

M Yalentina (Dacdha) Ndow, £ -Government for Developing Countries: Opportunities and Challenges,
hitn:ffoewee glisde.org, diakses tanggal
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government, Pada dasarnya pemain utama {key plaver) dalam penerapan e-
goverrament adalah sumber daya manusia yang ada z:ii\i&mbaga pemerintahan,
sehingga tingkat kompetensi dan keshlian mereka akan sangat mempengaruhi
performa penerapan e-government, Untuk itu dalam penemapan e-government
harus mempertimbangkan isu-isu yang terkait dalam sumber daya manusia.
Perencanaan, pengembangan dan pelaksanasn  sistem  e-government
memerlukan  kompetensi khusus termasuk dalam  hal  keterampilan,
pengetahuan, dan sikap. Keterampilan “den pengetahvan penting  untuk
mengimplementasikan  dan  memastikan  keberlangsungan  inisiatif  e-
goversnment, juge sama pentingnya sikap yang tepat yaitu sikap mendukuag
administrasi maupun pemberian pelayanan berbasis teknologi informasi.
Kompetensi yang memadai ini sama pentingnya baik untuk pegawai pelaksana
maupun di tataran manajerial termasuk juga para penggunanya. IDh tingkat
pelaksana  kemampuan teknologi yang memadal  diharapkan  unfok
mengembangkan dan menjalankan aplikasi sedangkan di tingkat manajerial
kemmampuan ini membanty dalam hal penctapan kebijakan dan arahan yang
terkait teknologi informasi sedangkan pengguna barus memiliki kemampuan
yang memadai untuk menjatankan aplikasi atau sistem yang baru™,

Pengelolaan sumber daya manusia dalam hal kompetensi sudah cukup sulit
dilakukan, dengan diberlskukannya teknologi baru membuat pengelolaan
aspek-aspek di atas menjadi semakin sulit dilakuken Dalam upaya untek
memberikan kompetensi vang memadai dilakukan melalui sejumlah cara yakni
dengan memberikan pelatihan kepada setiap pibak yang terlibat dalam
perierapan g-government ini. ° Aspek lain terkait dengan sumber daya manusia
yang tidak kalah peatingnya yaifu pengelolaan atas dampak yang mungkin
terjadi dengan adanya perubahan. Pengelolaan perubahan i penting untuk
dipechatikan untuk menghindari timbulnya resistensi yang skan berujung pada

Muhammad Rais Abdul Karim dan Mazarigh Mohd Khalid, £-Governnent in Malawsia,

Selangor, Pelanduk Publicatons, 2603, hal. 208

Richard Heoks, faplementing and Monaging E-Government, London, Sage Publications, 2006,

bal 101
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kegagalan penerapan e-gevernment. Untuk itu salah satu caranya dengan
mengkomunikasikan tujuan den sasaran dari penerapan e-government termasuk

aplikasi terkail.

2.7.2 Teknologi

Teknologi menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan penerapan
e-governmeni dan seperti telah dilelaskan bahwa pensrapan e-government
merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dengan demikian
yang perlu diperhatikan dalam faktor ini adalah mengenai pemilihan teknologi
vang tepat yang mendukung proses kerja. Pengertian teknologi sendir
khususnyz tekaologi informasi menurut Unitied WNations Development
Programme (UNDP} merupaken berbagai bentuk perangkat, aplikesi dan
layanan vang digunskan uoiuk memproduksi, meyimpan, memproses,
mendistribosikan |, dan tuker menukar informasi. "4 vaeried sefs of goods,
application and services, that are used to produce, store, process. distribute,
and exchange information”. Teknologi yang membentuk infrastrukior
penerapan e-govermment merupakan faktor yang ierkait dengan saranz dan
prasaran yang mendukung penerapan e-goversment termasuk pirasti lunak,
piranti keras, jaringan komunikasi, saluran layanan kormunikasi, maupun
fasilitas pendukung lainnya. Dalam cakupan yang luas, teknologi baik ifu
perangkat keras maupun perangkat Innak digunakan dalam penerapan e-
government. Menurt Mcelver dan Elmagarmid dalam pemanfaatan teknologi
informasi dibedakan menjadi dua sistem. Pertama sistem eksternal yaitu sistem
vang memungkinkan masyarakat atau pejabat pemerintsh melakukan interaksi
dengan proses pemerintahan sebagai contoh sistem ecksternal yakni pelayanan
berbasis web (web-based service). Kemudian sistem intemal merupakan sistem

yang digunakan dalam melaksanakan proses pemerintzhan intermal dengan

5 UNDP, Information Conmmumication Technology for Developnient, Evaluation Office No. 5,

September 2080, hal. 2
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contoh dari sistem internal yaitu aplikasi manajemen database atau aplikasi
teknik perhitungan™. '

2.7.3 Kelembagaan

Faktor kelembagzan merupskan faktor yang terkait dengan model
pengeiolaan e-goverrnment yakni keberadaan organisasi yang berwenang dan
bertangpgungjawab terhadap pengembangan dan pemanfaatan  teknolog
informasi. Dengan demikian dalam svate strukiue organisasi harus jelas
keberadaan struktur yang khusus menangani dan mengkoordinir pengelofaan &
goverament. .

Selgin itu pengelolaan e-government juge terkait dengan keikutseriasn
sektor swasia  dalam  penygienggaraan e-goversmen!, Dalam  rangka
mengembangkan teknologi informasi yang handal, sekarang ini sangat wajar
suatu organisasi atau perusahaan melakukan owlsourcing teknologi dengan
melibatkan pihak ketiga dajam proses pengembangan teknologl. Menurut Rob
Aalders {dalam Supangkat) ocutsourcing teknologi didefinisikan sebagai ©.. the
contracting of a thivd party to manage o business process more effectively and
efftciently that can be done in house™, Sumber lain mendefinisikan teknologi

L

eutsourcing sebagai “...the process by which an organizatien contracts
services thal augment funcliorality andfor operations”™ Darl kedua definisi
tersebut dapat disimpulkan bahwa outsourcing merupakan proses pengadaan
layanan sistem teknologi informasi yang dilakukan dari pihak huar organisasi
dengan tujuan agar mendapatkan manfaat yang lebih efektif dan efisien

daripada dilakukan secara intemal oleh instansi pemerintah terkait.

2.7.4 Anggaran
Komitmen vang kuat dari pimpinan dalam menerapkan e-governmens

dapat tercermin dari besarnya anggaran vang dialokaskan dalam penerapan ¢-

* Witliam J. Melver, Jt das Ahmed K. Flmagamids, Witliam . Mclver, Jr.aand
Ahmed K. Elmagarmid:
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government. Komitmen tersebut terkait dengan penetapan skala prioritas dari
berbagai bidang yang ditetapkan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.
Sepereti dijelaskan oleh Yong bahwa “...securing e-governmen! funding
requires first securing the commitment of the political leadership... "% Hal ini
dapat diartikan bahwa hanya dengan komitmen yang kuat dari pimpinan dapat
memastikan memadainya ketersediaan anggaran yang diperlukan dalam rangka
untuk menerapkan e-government.

Anggaran merupakan suatu fasilitas yang berfungsi untuk mendukung
suatu program yang telah direncanakan sehingga dapat terealisasikan dengan
baik. Dengan demikian faktor anggaran merupakan salah satu faktor yang

cukup menentukan keberhasilan penerapan e-government.

2.8. Penerapan E-Government dalam Pelayanan Publik

Mengacu kembali kepada konsep e-government, ada empat jenis layanan e-
government berdasarkan stakeholder yaknmi G2G, G2C, G2B, dan G2E. Dengan
melihat stakeholder dari e-government tercipta kaitan antara konsep e-government
dengan konsep good governance dimana stakeholder yang sama merupakan sokoguru
dari good governance. Dengan demikian cukup relevan untuk membahas konsep
good governance dalam Kaitannya dengan e-government.

Good governance merupakan konsep baru yang muncul dan digunakan serta
dianggap sebagai paradigma baru dalam administrasi pelayanan publik. Dalam
konsep ini yang ditekankan adalah peranan dari public manager dalam memberikan
pelayanan publik yang berkualitas®®. Agere mengutip pernyataan Dr Mahathir
Mohammad tentang pengertian dari good governance menyatakan bahwa good
governance merupakan penggunaan otoritas politik, ekonomi dan administrasi untuk
mengelola masalah-masalah bangsa.  Termasuk beragam mekanisme, proses,

hubungan dan institusi yang komplek dimana masyarakat mengatur masalah-masalah

% Yong, op.cit. hal 375
60

Sam Agere, Promoting Good Governance Principles, Praclices, and Perspectives,
Commonwealth Secretariat, London,
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yang berkaitan denpan kehidupan bermasyarakat® “Good governance is defined as
the exercise of political, economic and agdministrative authority to manage a naiion’s
affairs, This includes the complex array of mechanisms, processes, relationships and
instijutions through which citizens manage affairs involving public iif2 ",

Konsep good govermunce ini mengandung esensi akan pemerintzhan
{governance) yang berorientasi pada costumer yang secara penvh dilibatkan dalam
menjziankan pemerintahan sehingga peran pemerintah hanya dalam hal menpatur
vang berkepaan dengan devegulasi, kerjasama {partnership} atau jika diperlukan
melakukan right sizing.

2.8. Model Analisis

Berlandaskan landasan literatur dan teori-feori yang telab diuraikan di atas
dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem e-govermment pada dasarnya merupakan
suatu bentuk penerapan kebijakan yang mencakup kebijakan dafem hal teansformast
organisasi, infrastruktur, dan isu sosial dan ekonomi. Kebijakan dalam hal (a)
Transformasi organisasi (government transformation) merupakan kebijakan yang
membantu mentransformasi organisasi pemerintah vatuk membuatnya lebth reseptif
terhadap penarapan sistem e-government. Faktor-faktor yang terkait dalam kebijakan
Im yaim kebijakan yang terkait dengan penyesuaian proses layanan yang mencakup
prosedur dan standar operasional organisasi untuk mencapal tujuan dengan
melakukan pembenghan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
dan faktor sumber daya manusia yaitu aset sumber daya manusia yang dimiliki oleh
organisasi untuk menjalankan togas-tugas terkait dengan penerapan e-governmeni
juga serta pengaturan kelembagaan/organisasi. Selanjuinya, area kebijakan datam hal
{t) Infrastruktur publik {(pubdlic infrastructure) yaitu kebijakan yang memberikan
pedoman untuk transformasi infrastruktur publik untuk memfasilitasi penerapan dan
penggunaan sistem e.government. Faktor-faktor dalam area Kkebijakan ini yaitu

kebijakan dalam hal pengembangan infrastruktur dan peralatan teknologi informast

# thid, p.2
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yang digunakan dalam penerapan e-government. Terakhir, area kebijakan vang dibuat
untuk menangani dampak sosial dan ekonomi yamg muncul dari penggunaan
icknologi informasi dan komunikasi dalam penerapan e-govemment (social and
economic issues). Faktor-faktor dalam area kebijakan ini vaitu mengenai masalah
peéndanaan {budget} dari pencrapan e-government.

Dari penjelasan di atas dapat digambarkan model analisis yang digunakan

dalam penelitian ini sebagat bertkut:

Garabar 2.4, Model Analisis
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan E-government

Sumber: Hasil Penelitian Penulis

2.18. Operasionalisasi Kousep

a. Penerapan e-government merupakan sebush proses yang tendini atas empat
tahapan yakni emerging enhanced presence, Inmteractive presence, dan
transactional presence.
Tahapan Emerging merupakan tahapan dimana data yang tersedia dan dapat
diakses melalui situs merupakan data statis menyangkut informasi mengenai
organisasi. Indikator dari dimensi inl adalah:

¢ Tersedia contact information seperti nomor telepon, alamat para pejabat

dari instansi terkait.

UNIVERSITAS INDONESIA

Faktor-Faktor Yang..., Risa Sukmawardani, FISIP Ul, 2009



49

+ Informasi mengenai hal-hal yang sering ditanyakan (Frequently Asked
QuestionsiFAQ)
Tahapan Enkanced Presence berkaitan dengan fitur-fitur yang lebib dinamis dan
informasi yang terator diperbarui. Dalam tahapan ini, indicator yang dimaksud
adalah:
» Tersedia publikasi pemerintah, legislasi, bulletin, dan alamat ¢-mail
« Tersedia fitur pencarian (search feature)
Tahapan Presence berhubungan dengan fitur-fitur yang memungkinkan terjadinya
interaksi, Indikator untuk tahapan ini meliputi:
» Tersedia fitur unbuk memberikan komentar (post comment area)
» Tersedia fifur untuk pescarian melalui database
» Tersedia fitur untuk mengundub {(dowaload) formulir atan aplikasi
» [si dan informasi terus diperbarui
Tahapan Transactiornal Presence merupakan tahapan dimana terjadi traksaksi berupa
registrasi dan pembayaran secara online. Tahapan int mencakup indicator-indikator:
» Tersedia layanan pendaflaran atau pengurusan ijin secara online
¢ Tersedia fitur untuk melakukan pembayaran secara online
s  Masing-masing pengguna  memiliki  username dan  password  untuk
memastikankeamanan
»  Digital signatures
b. Kebijakan (Policy) yaitu pedoman yang digunakan dalam pelaksanaan
penerapan e-goversment yang di dalamnya mencakup dimensi-dimenst tentang
sumber daya manusia, ickoologi, pengaturan kelembagaanforganisasi, dan
pengtapan anggararn.,
« Sumber Daya Manusia merupakan aset sumber daya manusia yang dimiliki
olzh orpanisasi dan manajemen sumber days manusia yang terkait dengan
penerapan  e-goverrmen! yang mencakup dimensi-dimensi pengelelaan

perubahan  (change manugement) den sumber daya manusia dan

UNIVERSITAS INDOMNESIA

Faktor-Faktor Yang..., Risa Sukmawardani, FISIP Ul, 2009



50

pengembangannya (human resources and training) termasuk juga pengaturan,
pemberian motivasi dan pemberdayaannya.

v Teknologi (Technology) yaitu peralatan dan infrastruktur teknologi informasi
dan pemilihan teknologi yang tepat yang dapat mendukung proses kerja.

» Kelembagaan vaity prosedur dan standar operasional {ayanan untuk mengcapal
tjuan dengan melakukan pembenshan denpan memanfastkan ioknologl
informasi dan komunikasi berkenaan dengan pengaiuran pelaksanaan
penerapan e-government itu sendiri, seperti dalam hal pelaksanaan apakah
sepenuhnya dilakukan sendiri atau sebagien di-oufsowrcing-kan, kemudian
perabenahanan proses kerja dengan diterapkannya e-government serta pemilik
Jenis aplikasi yang dibutubikan.

v Apggaran yaitu penpaturan pelaksanaan penerapan dan pengembangan e-
government agar terkoordinasi, tepat waktu, dan mencapai tujuan. Pengaturan
int diwujudkan dalam bentuk alokasi sumber daya, pembentukan strukiur
khusus untuk mensngani poperapan s-governynenf, penetapan peraturan
perandang-undangan pencrapan e-govermment, den sosialisasi program e

government.

Setiap diraensi dalam faktor-faktor tersebut menjadi pendukung dalam setiap
tahapan pengembangan  e-govermment yang pada  akhimya menghasilkan
pemberian fayanan vang lebih baik
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Tabel 2.4. Operasionslisasi Konsep

VARIABEL DIMENS] NDIKATOR
Emerging }.  Ketgrsediaan koniak informast
2. Ketersediaan informasi yang sering ditanyakan
(FAQ)
Enborneed 1.  Kaoersediaan publikasi pemerintah
2. Ketersedizan Biur poncarian
Penerapan E- Wferactive ; . iizmim pelayanan penda&amn,secm online
. rsediasn pembayaran secarz ondine
Government 3. Pembesdien usemame Jan  passwerd  oniuk
masing-musing permobionan peadaflargn
Transactiona 1. Ketersediaan pelavanss pendafaran seoars online
2. Kelerssdipan pembayaras secara onfine
3. Pembedan wsemame  dan password  untuk
masing-masing permohenan pendsfiaran
Sumber Daya i. Ketersedizen pelatthan meogseal  leknologi
hanusia: informasi bagi pepawal.
2, Jumizh pegawzi yany menerima  pelatihan
1. Kemampuan mengsnal sknologl informast
2. Pelatiban 3. Jumiah pegawal yung memiiki akses ke
kompuisr
4. humlah pegawai yang memiliki akses internet
5. Inmish pegawal yang memiliki fstar belakang
yeng berkaitan deagan tekunologl informnasi daa
komanikasi
6. Jumlah pegawal vang melaksanaken tugas-tugas
khusMs ferkmit dengan teknologi infurmast dan
komunikasi
Teknologh: 1. Zumiash komputer yang tersedia
2, Jumish komputer yang meemiliki akses infemned
i. Infrastrokme 3. Jenis keknologh akses internet yang digmakan
s 4. Tingkal maksterum kecepatan koneksi intemot
Kebijakan 15 4 pcesinilitas 5. Jenis apliksi on-line yang tersedia
6. Keersediaan jaringas informasi dan komunikasi
3. Keamanan on-iine secara internal maopun ckaternal
7. Jenis medis  berbasis  teknologt apa  yang
4. Sister koneks digunakan
jaringan 8. Ketersediasn fitur keamanan
5. Jenis aplikast/
sistem informast
Anggarsn i. Ketersediaan dans vang dislokasiken uniuk
L. Alokasi perangkat keras maupun perangkat humak unnk
ahgearan peascrapen £-goOvernneni
2. Btratepi .
pembiayaan 2. Bentwk pembiayaan aplikasi s-goserament
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Kelembagaan

1. Peptwran  dan
Ketetapan
Instansi

2, Btraktur
organisasi

3. Model Bisnis

M

Ketersediaan  kefetapan,  peraturan,  alau
pedomen yang terkait dengen penerapan e-
government

Ketersediaan bagian terieniu dalam organisag
yang khusus menangsni mengenal penerapan ¢
government

Pelaksanaan panerapan e-goveramen
{ousourcing}

Pemilihan jenis aplikasi yang dibutuhken
Pelaksanaan sosialisasi penerapan e-government
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BAB I}
METODE PENELITIAN

Untuk mengetahul bagaimana penerapan e-goversment di Direktorat Jenderal
Hak Kekayaan I[atelektual dan faktor-fakior yang mempengaruhinya sebagaimana
tertuang dalam perumusan masalah, berikut ini dijabarkan metode penelitian yang
digunakan untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian. Penjelasan mencakup
tentang pendekatan penclitian dan jenis penelitian yang digunakan, kemudian teknik
pengumpulan data dan penentuan populasi dan pemilihan sampel serta teknik
pengolahan dan anatisa data. Sebagai penutup dijelaskan mengenai keterbatasan dari

penelitian ini.

3.1. YPendekatan

Penelitian ini mempergunakan pendekatan positivisme yang meneckankan
pada penemuan hukum sebab akibat, observasi riset empiris dan riset vang
bebas dari nilai (value free). Neuman menyatakan bahwa positivism merupakan
sebuah metede terorganisir yang mengkombinasikan logika dedukiif dengan
pengamatan observasi empiris atas perilakv sosial untuk menemmkan dan
mengkonfirmasikan secara probabilitik serangkaian hukum sebab akibat vang
dapat dipergunakan untuk memprediksi pola-pola umum suaty gejala sosial

terteniu. ™
Penelitian ini bertufuan untuk menjelaskan mengaps suatu gelala sosial
terjadi sehingga penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif. Menurut
. Nsuman penclitian eksplanatif merupakan penelitian yang tujean utamanys
unfuk mejelaskan mengapa suatu gejala sosial terjadi dan untuk membangun,
mengelaborasi, memperluas dan menguji teori.® Untuk itu dalam penelitian

eksplanatif mencari sebab dan akibat atas suatu gejala sosial.

* Neuman, Williar Lawrence, Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches,
Sixth Bdition, Allyn and Bacon Peason Education, Inc, Boston, 3506, hal. 82
 Tbid hal. 35
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3.2, Jenis/Tipe Penelitian

3.3.

Tipe penelitian dalam tesis ini bersifat deskriptif analitis karena berusaha

untuk menggambarkan, menuturkan dan menafsitkan data vang ada. Misalnya
tentang situasi yang dialami, saiu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang
menampak alau leatang suaty proses yang berlangsung, pengaruh yang sedang
bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang menampak dan
sebapainya™ Dalam penelitian ini, akan digambarkan faktor-fakior yang

mempengaruhi penerapan e~government.

Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian, tekatk pengumpulan data yang

dipergunakan dalam penclitian ini meliputi:
a. Studi Kepustzkaan

Merupakan suaty  teknik penelitian yang dilakukan dengan cara
mempelaiari dan menclash berbagai macam Kkajian atau bulku-buku dari
para ahli yang berkaitan alau yang memiliki hubungan dengan masalah
atau pembahasan dalam penelitisn ini agar dipercleh data yang dapat
dipergunakan sebagal landasan teori dalam pexlyusurlanmya,65 Untuk itu
buku-buku dan dokumen yang terkait dengan penelitian ini menjadi sumber
data sekunder.

Survey

Metode survey yang digunakan dalam penclitian ini menggunaken
kuesioner sechagai instrumen utama untuk mengompulkan data mengenai
pandangan pengguna terhadap aplikasi e-goversment. Sumber data dari
survey ini adalah 47 pemeriksa di Direktorat Merek pada Direldorat
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai pengguna internal dari aplikast

e-government terkait. Sumber data ini dipilih dengan pertimbangan bahwa

&3

* Winarmo, Pengantar Penelition Hmiah: Dastr Metode Teknik, Tarsiio, Bandung, 1983, hal.139
Masti Singarimbun & Solian Effendi, Metnde Penclitian Survel, Jakayrt 1989, Hal 78-71
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unit ini merupakan vang karenz tustutan tugasnys menjadi pengguna rutin
dari aplikasi e-govermment yang diteliti sehingge diharapkan dapat
mewakili pendapat dan masukan dari pengguna terhadap penerapan e-
gavernment dt Direkiorat Jenderal Hak Kekayazn Intelektual.
¢.  Wawancara
Sumber data yang kedua yaitu wawancara langsung dengan pihak-pihak
terkait sebagai informan untuk memperoleh keterangan lebih lanjut dalam
upays mendukung data secara lebih mendalam. Wawancara ini akan
dilakukan kepada aktor-aktor kunci (key informan) yang terlibat dalam
kewenangan serta berkepentingan dalam masalah penerapan e-government.
Penentuan narasumber di atag diharapkan memenshi kriteria sampel
sumber data sebagzimana diuraikan oleh Sprdley * vang setidaknya memuni
kriteria mereka yang menguasal alag meomahami sesuatu melalui proses
enkulturasi, sehingga sesuaty itu bukan sekedar diketahui tetapi juga dihsyat,
mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan
yang sedang diteliti, mereka vang mempunyai waktu yang memadai untuk
dimintgn informasi, mereka vang tidak cenderung menyampaikan tnformasi
hasil kemasannya sendiri, dan mereka vang umumaya fergolong cukup asing
dengan pencliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan sebagai

narasumber.

Populasi dan Sampel

Populasi pensiitian adalah keseluruhan subjek penelitian. Dalam hal ini
yang menjadi populasi penelitian adalah pegawai Diecktorat merek yang
menempati posisi sebagal pemeriksa merek di Direktorat Jenderal HKI yang
berjumiah 47 orang. Menurut Krathwohl, teknik penarikan sarmpel berhubungan

dengan validitas cksternal®’. Pada penclitian ini teknik penarikan sampel

&7

Jarnes Spradiey, Parificpamt (Jbservation, Hol, Reinhart and Winston, {980
Qu.Cii, Prasetya [rawan, hal, {13,
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menggunakan teknik Complete Enumeration atay Total Sampling. Compleie
enumeration digunakan karena populasi tidak begitu besar, schingga dengan

demikian validitas eksternal dapat dipenuhi pada penelitian ini.

3.5, Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Setelah data hasil penelitian dilumpulkan, langkah selanjutnys adalab
melakukan pengolahan dafa dan analisis data yang diselaraskan dengsn jenis
penclitian  yang dilakukan yakni penelitian deskeiptif yang mencobs
mienggambarkan keadaan atau fenomena berdasarkun fakia-fakta yang ada

Proses snalisa data hasil penelitian dimulal dengan menelaah dam yang

diperoleh dari berbagai sumber atau informasi baik yang bersifat kuantitatif

maupun data kualitatif. Dalam menganalisa dats yang telah dikumpulkan tidak
menggunakan uji statistil, melainkan analisa vang bersifat non statistik. Date-
data kuanfitatif hanya digunakan untuk membantu dalem menginterpretasikan
fakta-fakta (memudahkan penyimpulan atau generalisast) dan untuk selanjutnya
skan dilakukan teknik anpalisis kualitanf, Untek ata yang bersifat kaalitatif
digunakan teknik Successive Approximation dimana data-data vang ada diamati
untuk memastikan apakah fakta yang terjadi sesnai dengan teori atau konsep
sebelumnya sehingpa tercipta suatu generalisasi®.

Untuk data yang bersifat kvantitatif dilakukan teknik pengolahan data
dengan:

a. Editing data, tahap ini dimaksudkan untuk memeriksa kembali data yang
diperoieh dari lapangan meliputi kelengkapan data, kebenaran data dan
relevansi data dengan penelitian.

b. Pengukuran dan penentuan nilai, proses penyederhanaan jawaban
responden dalam lisioner kemudian ditentukan nilainya yang disusun

berdasarkarn jumlah alternatif jawaban yang tersedia dalam kuisioner.

# Op.Cit. p. 469
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c. Tabulasi data, proses penyusunan skor atau nilai jawaban responden dalam
suaty tabulasi frekuensi yang sesuai dengan keperiuan analisis,

Pendapat respordien atas aplikast  e-govermment yang sedang
dikembangkan oleh Direktorat Jendersl Hak Kekayaan Intelekiual yang
menjadi data kuantitatif dalam penelitian ini diclah menggunakan soffware
SPSE 12.0 for windows dengan menggunakan perangkat distribusi frekuensi
dengan tojuan untuk mengetahui frekuensi responden atas berbagal pertanysan
yang diajukan,

Keterbatasan Penelitian

Penelitian atas penerapan ¢-govermerns  di Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelekival ini bectujuan untuk mengetabui bagaimana penerapan -
governmieni  dan bagaimana kesiapan faktor-faktor yang mempengaruhi
penerapan e-governmen?  inl dalam upavanya unfuk swemberikan pelayanan
yang lebih haik bagi masyarakat,

Pada saat mi terdapat be&rapa layanan elektronik scbagai perwujudan
pengembangan e-government di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
namun penelitian ini dibatasi hanya pada aplikasi layanan perpustakaan digital
(Intellectual Property Digital Library-IPDL) yaug dapat diskses melalui situg
resmi Direktorat Jenderal Hak Kekavaan Intelektual www.deip po.id sebagai
bagian durl keseluruhan implementasi e-government yang ada di Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelekiual deogan alasan bahwa aplikast inl merupakan
aplikasi yang bersentuhan langsung baik dengan pengpuna internal (pegawai
Direktorat Jerderal Hak Kekayasn Intelektual) maupun penggunz eksternal
{masyarakat).
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BAB IV
GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN
Sebagai pendahuluan bab ini memberikan gambaran mengenai Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Repubiik Indonesia
Ditjen HKI) yang mencakup mengenai sejarsh singkat berdivinya Ditjen HKI dengan
rummresan visi dan mist serta tugas pokok dan funggsi yang diembannya juga susunan organisasi
dan komposisi kepegawaian di dalamnya. Selanjutnya diuraikan mengenal pencapaian

penerapan e-goversment di Ditjen HKIL
4.1 Gambaran Umum Direktorat Jendera! Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekavaan [ntolekdual (HKI) berasal dari terjemahan Intellectual Property Rights
{IPR} dapat diuraikan sebagal hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan
infeiekinal manvsia. Obyek yang distur dalam HKI adalah karva-karys yang timbul atau
lahir karena kemampuan manusia, yaitu daya cipta, rasa, dan karsa, seperti kaya-karya di
bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atsupun tekoologi. Dalam pengertiannya ini HXI
merupakan suafm hak privat yang eksklusif untuk dapat menikmati secara ekonomis hasil
dari kreativitas intelektual. HKI memiliki maknz penting dalem perlindungan hukum dan
pendukung pertumbuhan ekonomi dimana dengan adanya perlindungan terhadap HKI akan

terbangkitkan motivasi manusia untuk menghasiikan karya intelektual.

Pelayanan jass hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia sudah ada
sejak zaman penjajaban Belanda. Untuk pertama kalinya didaftar merek no. 1 (satu) oleh
Hulpbureuw Yoor den Industricelen Eigendon: pada tanggal 10 Januari 1894 Ji Batavia.
Berdasarkan Reglement Indusirieglen Eigendom 1912 Sebl 1912-545 jo 1913-114, vang
melakukan pendaftaran merek di Indonesia adalah Mupburena Voor den Industricleen
Eigendom &1 bawah Department Van Justitie yang waktu itu hanya khusus menangani
pendaftaran merek. Kemudian berdasarkan Sthl, 1924 neo, 576 ayat 2 ruang lingkup fugas
Department ¥an Justitie meliputi pula bidang milik perindustrian.

Dalam mags kemerdekaan Republik Indonesiz sesual dengan Pasal II Aturan
Peralihan Undang-undang Dasar 1943, 8ibl 1924 No. 576 masih tetap berlaku dengan
perubahan nama menjadi Kantor Milik Kerajinan. Pada tahun 1947 Kantor Milik Kergiinan
pindsh ke Surakarta dan pada tanggal 9 Oktober 1947 berubah namanya menjadi Kantor
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Milik Perindustrian. Pada masa pemerintahan RIS Kantor Milik Perindustrian pindah
kembali ke Jakarta. Sesuai Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 1948 tentang lapangan
pekerjaan, susunan, pimpinan dan tugas kewajiban Kementerian Kehakiman vang meliputi
pula Kantor Milik Perindustrian terdiri atas Bagian Pendafiaran Cap Dagang dan Bagian
Perlindungan atas Pendapatan-Pendapatan Baru (Ocirpoil.

Selanjutaya berubah nama menjadi Direktorat Urusan Paten berdasarkan Keputusan
Menteri Kehakiman tanggal 12 Pebruari 1964 no. 1S, 4/4/4 tentang Tugas dan Organisasi
Departemen Kehakiman, yang disempumnakan dengan Keputusan Menteri Kehakiman no.
J.8.4/4724 tanggal 27 Juni 1965 tentang Tugas dan Organisasi Departemen Kehakiman,
Direktorat ini berfugas ményefeaggarakau peraturan-peraturan mengenal perlindungan
penemuar dan penciptaan. Dengan demikian, sessai dengan Keputusan Menteri
Kehakiman tersebut Direktorat Urusan Paten tidak saja menangani urusan bidang merek
dan bidang pates iztapi juga menangani bidang hak cipta.

Tahune 1966 Presidium Kabinet mengeluarkan kepulusan No. 75ANKep/11/1966
tentang Struktwur Organisasi dan Pembagian Tugas Departernen. Dalam keputusan ind
Direktorat Urusan Paten dirubzh menjadi Direktorat Paten di bawzh naungan Direkiorat
Jenderal Pembinaan Badan Peradilan dan Perundang-undangan. Direktorat Paten mermiliki
3 (tiga) Dinas yaitu Dinas Pendaftaran Merek, Dinas Paten, dan Dinas Hak Cipta.

Pada tahun 1969 Direkforat Jenderal Pembinsan Badan Peradilan dan Perundang-
Undangan dipecah menjadi 2 {dua)} Direktorat Jenderal yakni Direktorat Jenderal
Pembinaan Badan-Badan Peradilan dan Direktorat Jenderal Pembinaan Hokum yang

menaungi salah satunya Direktorat Paten melalui Kepmtusan Presiden neo. 39 Talum 1969

Dalam perjalanan selanjuinya Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum mengalami
perubahan antar lain dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 tentang Susunan Organisasi
Diepartemen yang kemudian diubah beberapa kali yang dijabarkan dalam Keputusan
Menteri Kehakiman tanggal 16 April 1975 No.Y.5.4/3/7 Tahun 1975. Direktorat Paten
berubah menjadi Direktorat Paten dan Hak Cipta di bawah Direktorat Jenderal Hokum dan
Perundang-Undangan, Struktur organisasi Direktorat Paten dan Hak Cipta meliputi Bagian
Tata Usaha, Sub Direktorat Merek, Sub Direktorat Paten, Sub Direktorat Hak Cipta, Sub
Direkiorat Hukum Perniagaan dan Industri dan Sub Direktorat Pendaftaran Lisensi dan

Pengumuman.
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Seiring berjalannys waktu dan semakin berkembangnya HKI di Indonesia, Direkforat
Paten dan Hak Cipta kemudian dibentuk menjadi Direktorat Jenderal Hak Ciptz, Paten, dan
Merek, terpisah darl Direkiorat Jenderal Mukum dan Perundang-Undangan melalui
Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden
Nemor 15 Tehun 1982 tentang Susunan Qrganisasi Departemen,

Pada awal berdirinya sebagai Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek
(Ditjen HCPM) memiliki 4 (empat} unit eselon H yang terdin dari Sekretarist Direktorat
Jenderal, Dirsktorat Hak Cipta, Direktorat Paten, dan Dirsktorat Merek, Kemudian
nomenklatur Ditien HUCPM berubsh menjadi Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan
Intelektual (Ditjen HK1} berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 144 Tahun 1998 dan
Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 1993,

Dengan perubshan nomenkisturnya, Ditjen HKI memperluas struktur organisasinya
menjadi 5 {lima} onit eselon Il dengan menambah satu digektorat baru yaitu Dircktorat
Kerja Sama dan Pengembangan. Sementara dua dirckiorat memperiuas cakupan kerjanya,
yakni Direlctorat Merek menjadi Direktorat Merek dan Rahasia Dagang, serta Direktorat
Hak Cipta menjadi Direktorat Hak Cipta, Topografi Sirkuit Terpadu dan Dessin Produk.

Visi dan Misi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI)

Berdasarkan hasif Rapat Kerja Teknis Ditjen HKI Tabun 2008 dirumuskan
perubahan Visi dar Misi Ditjen HKI dan penyempurnaan Kebijakan Strategisnya. Adapun
visi Ditien HKI yaitu : Terciptanya sistem HKI yang efektif dan efisien: dalam menopang
pembangunan aasional. Untuk mencapal visi tersebut dirumuskan misi vang harus dicapai

oleh Ditjen HKI vaite melipuoti:

a. Mengelola sistem Hki dengan cara memberikan perlindungan, penghargaan, dan
pengakuan atas Kreativitas;

b. Mempromesikan teknologi, investasi yang berbasis ilmu  pengetahuan  dan
pertumbuhan ekonomi; dan

6. Merangsang pertumbuhan karya dan budaya yang inovatif dan inventif.
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4.3 Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual (Ditjen HKI)

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI . M.09-PR.07.10 Tahun 2007
dinyatakan bahwa sebagai salah satu unit eselon I di bawah Departemen Hukum dan HAM
RI, Ditjen HKI mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan
standarisasi teknis di bidang hak kekayaan intelektual. Untuk melaksanakan tugas tersebut,
Ditjen HKI menyelenggarakan fungsi:

1) Penyiapan perumusan kebijakan Departemen di bidang hak cipta, desain industri,
desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang, paten, merek, kerja sama dan
pengembangan serta teknologi informasi;

2) Pelaksanaan kebijakan di bidang hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit
terpadu dan rahasia dapang, paten, merek, kerja sama dan pengembangan serta
teknologi informasi,

3) Perumusan standar, norma, pedoman, criteria dan prosedur di bidang hak cipta, desain
industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang, paten, merek, kerja sama
dan pengembangan serta teknologi informasi;

4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi; dan

5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Seperti dijelaskan di awal bahwa saat ini Ditjen HKI terdiri dari 6 (enam) direktorat
yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Paten, Direktorat Merek, Direktorat
Kerja Sama dan Pengembangan, Dircktorat Teknologi Informasi. Berikut pada gambar 4.1.

di bawah Susunan Organisasi dari Ditjen HKI.

Gambar 4.1.
Susunan Organisasi Ditjen HKI

(Sumber: www.dgip.go.id)
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4.3.1. Sekretariat Ditjen HKI

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyat tugas melaksanakan urusan
administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen HKIL Dalam
melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal

menvelenggarakan fingsi:

1) Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran,

evaluasi, penyusunan laporan kegiatan HKI;
2} Pengelolaan urusan kepegawaian;
3) Pelaksanaan urusan administrasi kevangan;
4} Pengefolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
5} Pelaksanzan urusan tata usaha Ditfen HKI

Sekretariat Direktorat Jenderal ferdiri atas; Baglan Penyusunan Program dan
Laporan. Bagian Kepegawsian, Bapian Keouvangan, Bagian Perlenpkapan dan
Rumah Tangga, Bagian Tats Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 4.2, di bawah ini menunjukkan susunan organisasi dari Sekretariat
Direktorat Jenderal HKL

Gambur 4.2,

Susunan Organisasi Sekretariaf Direktorat Jdenderal

(Sumber: wwe dgip.godd)
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4.3.2. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan

Rahasia Dagang

Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan

Rahasia Dagang mempunyal tugas melaksanakan sebagian tugas Direkiorat

Jenderal di bidang hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan

rahasiz dagang berdasarkan kebijakan teknis vang ditetapkan oleh Direktur Jenderal

Hak Kekayaan Intelektual, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di
atas, Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan

Rahasia Dagang menyelenggarakan fungsi:

B

%

3

4)

6}

7

&

Penyiapan rancangen kebijakan teknis di bidang hak cipla, desain industri,
desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang;

Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang hak cipta, desain industri, desain
tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang;

Pelaksanasn penerimaan permohonan, pemeriksasn kelengkapan persyaratan
formalitas dan substantif di bideng hek cipta, desain industr, desain tata Jetak
sirkuit terpadu dan rabasia dagang;

Pelaksanaan bimbingan teknis dan penelusurarn dalam menentukan ditolak atau
didafiar atas permintaan pendaftaran;

Pefaksanaan pendafiaran, administrasi penolakan, pencatatan lisensi, pengalihan
perubahan, pembatalan, penghapusan dan pengumuman di bidang hak cipts,
desain industr, desain tata letak sickuit terpadu dan rahasia dagang;

Evaluasi pelaksanaan kebtjokan telmis di bidang hak cipts, desain industri,
desain tata letak sirkult terpadu dan rahasia dagang;

Pemberian pertimbangan dan pendapat hukum, fitigasi, penegakan, penyidikan
dar penyelesaian senpketa; dan _

Pengelolasn wrusan tata wsaha dan rumah tangga Direktorat Hak Cipia, Desain
Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang.

Gambar 4.3, di bawah ini menunjukan susunan organisasi dari Direktorat Hak

Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Bagang:
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Gambar 4.3,

Susunan Organisasi Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata
Letak Sirkait Terpadu dan Rabasia Dagang

{Sumber: www.dgip.go.id)

Sireltorat Hak Cipta, Desain Industrd, Desain Tata Letak Sirknit Terpadu dan
Rahasia Dagang terdini atas: Subbagian Tata Usaha, Subdirekiorat Administeasi dan
Pelayanan Teknis, Subdirekiorat Desain Industrs, Subdirekiorat Hak Cipla, Desain
Industri, Desain Tata Letak Bickuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Subdircktorat

#i

Pelayanan Hukum

4.3.3, Direktorzt Paten

Direkiorat Paten mempunyai tugas meiaksanakan sebagian tugas Dicektoral Jenderal
di bidang paten berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Hak Kekayaan Intelektual.

Uatuk me{aksanakan tugas sebagaimang dimaksud, Direkiorat Paten

menyelenggarakan fungst:
B Penyiapan rancangan kebilakan teknis di bidang paten;
2} Pembinaan dan pemberian bimbingan teknis di bidang paten;

3) Pelaksanaan penerimsan permohonan paten dan permohonan pemeriksaan
substantif, pengadministrasian permohonan paten dan dokumen pemeriksaan

substantif, publikasi permohonan paten, dan penyiapan bahwan pembuatan
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sertifikat pemberian paten, pendaftaran lisensi, pengalihan paten, pemantauan
pemeliharaan paten, penerimasn permohonan pelaksanaan pembuatan dokumen

priorvitas;

4} Pelaksanaan pemeriksaan administratif dan  substantif, pengklasifikasian,
penelusuran, permohonan paten dan pengambilan keputusan pemberian atas
penolakan paten dalam bidang keahlian elektro/fisika, mekanik/teknologl umum

dan kimia/farmasi.biologi,

5) Pemberian pertimbangan, pendapat dan penegakan serta pelayanan hukum,

litigasi, penyidikan dan administrasi komisis banding paten; dan
6} Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumeh tangga Direktorat Paten.

Seperti terlihat pada gambar 4.4, di bawah imi, Direkforat Paten terdivi atas:
Subdirektoratl Administrasi dan Pelayanan Teknis, Subdirektorat Pemeriksa Paten |,
Subdirektorat Pemeriksa Paten I, Subdirekioral Pemeriksa Paten HI, Subdirekiorst
Pelayanan Hukum, Subbagian Tats Usaha; dan Kelompek Jabatan Puangsional.

Gumbar 4.4.

Susunan Organisasi Direktorat Paten

{(Sumber; www dgippo.id)
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4.3.4, Direltorat Kerja Sama dan Pengembangan

Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan mempunyal tugas untuk
melaksakanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal di bidang kerja sama dan
pengembangan sisters hak kekayaan intelektual berdasarkan kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Untuk melaksanakan
tugas tersebut, Dirgktorat Kerja Sama dan Pengembangan menyelenggarakan
fungsi:

{3 Penyiapan rancangan kebijakan teknis di bidang kerja sama dan pengembangan
sistern hak kekayean intelektual berdasarkan peraturan perundang-undangan

vang berlaku;

2} Penyiapan baban koordinasi kegiatan kerja sama dengan berbagai institusi,
pelatinan teknis di bidang hak kekayaan intelektual;

33 Peminaan teknis pelayanan informasi hak kekayaan intelektual;

4) Evaluasi pelaksansan kegiatan di bidang kerja sama dan pengembangan sistem

hak kekayaan intelektual; dan

5} Penpelolaan urusan tata usaha dan wumah tangga Direktorat Kegja Sama dan

Pengembangan.
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Gambar 4.5,

Terlihat pada gambar 4.6, Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan terdin atas:
Subdirektorat Pengembangan, Subdirektorat Kerja Sama Internasional,

Subdirektorat Kerga Sama Nasional, dan Subbagian Tata Usaha.

4.3.5. Direktorat Merek

Direktorat Mergk mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat
Tenderal di bidang merek berdasackan kebiiakan teknis vang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktorat

Merek menyelenggarakan fungsi:
1} Penyiapan rancangan kebijakan teknis dan fungsional di bidang merek;
2} Pembinaean dan bimbingan teknis di bidang merek;

*

3} Pelaksanaan penerimaan aplikesi, permohonan indikasi geografis dan indikasi

asal, pemeriksaan persyaratan aplikasi, pengkiasifikasian, pemberian kode unsur
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konfiguratif, perpanjangan, pengalihan hak, lisensi, pembatalan, penghapusan
dan perubzhan,

4} Pengendalian dan pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan persyaratan aplikasi,

pengolahan dan pendaftaran merek terkenal serta pemeriksaan substantify

5} Pelaksanaan pendaftacan, seriifikasi, pencatatan lisensi, pengalihan hak,

perubahan nama atau alamat, penghapusan dan pembatalan;
6} Pelaksanaan pengumuman dan publikasi mersk;

7} Pemberian pertimbangan dan pendapat hukum, penegakan, pemantauan,

pengawasan, penyidikan, litigasi dan administrasi komist baading, dan
8) Pelaksansan unusan tata usaha dan ramah tangga Direktorat Merek.

Gambar 4.5. menunjukkan susunan organisasi Direktorst Merek yang terdini atas:
Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan Tekais, Subdirektorat Pemerikgaan,
Subdirektorat Indikasi Geografis, Subdirektorat Sedfifikasi dan Pengumuman,
Subdirsktorat Pelayanan Fukum, Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan

Fungsional.

Gambar 4.0,

Sususan Organisasi Direktorat Merek

(Sumber; www dein gn id)
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Kelompok pejabat fungsional di Direktorat Merek adalah para Pemeriksa Merek
yaitt Pegawai Negeri Sipil yang diber] tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak
secara penuh oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk  melakukan
pemeriksaan dokumen permintasn penéaféazén merek dalam rangka pendaftaran merck
sebagaimana diatur dalam Pasal | angka 7 jo. Pasal 19 avat {2) Undang Undang Nomor
t5 Tahun 2001 tentang Merek, Kedudukan pemeriksa merek sebagai pejabat fungsional
sesual dengan dasar huknm berikut ini:

1. Undang-undang No.13 Tahun 2001 tentang Merek.

2. Keputusan Bersama Menteri Kehakiman Dan Hak Asssi Manusia dan Kepala
Badan Kepegawaian No. M.6051-KP.04.12 tahun 2003 dan No.46 Tahun 2003
tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsiomal Pemertksa Merek dan Angka
Kreditnya

3. Kepmienpan No. 46 /KEP/M.PAN/6/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa
Merck dan Angka Kreditoya
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pemeriksa Merek terdiri atas:

1. Perneriksa Merek tingkat Terampil

Menurut Keputusan Bersama Menteri Kehiskiman dan Hak Asasi Manusia Ri
dan Kepala BKN No, M.6051 - KP . 04. 12 Tahun 2003 dan nomer 46 Tahun 2003
tentang petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka
Kreditnya, pemeriksa merek didefinisikan sebagai pemeriksa merek vang memiliki
dasar pendidikan untuk peogangkatan pertama kali serendab-rendahnya Diploma 11
yang sestiai dengan klasifikasi yang ditentukan. Scdangkan menurut Pasal | angka
3 Kepmenpan No. 46/KKEP/M PAN/6/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa
Merek dan Angka Kreditnya, pemeriksa merck tingkat terampil adalah ; Pemeriksa
Merelo yang mempunyai kualifikasi teknis vang pelaksanaan tugas dan fungsinya
mensyaratkan penguasaan pengetshuan teknis dan prosedur Kerja di bidang
pemeriksaan merek.

Jenjang jabatan Pemeriksa Merek tingkat Terampi! adalah:

a. Pemeriksa Merek Pelaksana yang terdiri dart Pengatur Muda Tingkat I dengan
golongan ruang II/b, kemudian Pengatur dengan golongan ruang Hfc, dan

Pengatur Tingkat | dengan golongan ruang 11/d.
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b, Pemeriksa Merek Pelaksana Lanjutan yang terdiri dari Penata Muda dengan
golongan ruang li/a; dan Penata Muda Tingkat 1 dengan golongan ruang Hi/.

. Pemeriksa Merek Penyelia, terdirt dari Penata dengan polongan ruang 1lk; dan
Penata Tingkat I yang memiliki golongan rvang 111/4d.

. Pemeriksa Merek tingkat Ahli

Pengertian pemeriksa mersk tingkat ahli berdasatkan Pasal | angka 4
Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Kepala
Badan Kepegawaian Negara nomor M. 605 1-EP.04.12 tahun 2003 dan nomor
46 Tahon 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa
Merek dan Angka Kraeditnya, bahwa pemeriksa merek tingkat ahll adalah
Pemeriksa Merek yvang memiliki dassr pendidikan untuk pengangkatan pertama
kali serendah-rendabnya sarjana/ 8.1 sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan,
Sedangkan Pagal | angka 4 Kepmenpan nomor 46/KEP/M.PAN/G/2003 tentang
Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya memberi pengerttan
bahwa pemeriksa merek tingkat ahli adalah pemeriksa merek vang mempunyat
kualifikasi profesional vang pelaksansan tugas dan fungsinya mensyaratkan
penguasaan iimu pengetshuan, metodologi, dan tekeik analisis di bidang
pemeriksaan merek. Jenjang jabatan Pemeriksa Merek tingkat ahli dari yang
terendah sampai dengan yang tertinggi adalah :

a. Pemeriksa Merek Pertama, terdiri dari Penata Muda dengan golongan
ruang [Il/a; dan Penata Muda Tingkat [ dengan gelengan ruang Hifb.

b. Pemeriksa Merek Muda yang terdiri dari Penata dengan, golongan ruang
I1/e dan Penata Tingkat I dengan golongan ruasg Hi/d

¢. Pemeriksa Merek Madya terdiri atas Pembina dengan golongan ruang
IV/a, Pembina Tingkat I dengan golongan ruang IV/b, dan Pembina
Utama Muda dengan golongan ruang IV/c.

Dalam menjalankan fungsinya pemeriksa merek memiliki tugas pokok
untuk melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek dengan
cara melakukan penylapan pemeriksaan, melakukan penulusuran dokemen
pembanding, memeriksa substansi dokumen permintaan pendaftaran merek,

serta melaporkan hasil pemeriksaan permintaan pendaftaran merek. Unit
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pemeriksa merek dikelompokkan berdasarkan pada pembagian kelas barang
sesuai klasifikasi Nice Agreement yang terdiri atas enam kelompok pemeriksa.
Kelompok I meliputi bidang Kimia Industri dan Farmasi, Kelompok If meliputi
bidang Industirt logam, mesin dan elektronika, Kelompok III meliputi bidang
atat-alat kantor dan rumah tangga, Kelompok IV meliputi bidang Tekstil dan
konpeksi, Kelompok V meliputi bidang makanan dan minuman, dan Kelompok

V1 yang meliputi bidang Jasa.
4.3.6. Dirsktorat Teknologt Informast

Direkiorat Teknologt Informasi mempunyai fugas melaksanakan sehagian tugas
Direktorat Jenderal di bidang teknologi informasi berdasarkan kebijakan tsknis
yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Inmtelektual, Untuk
melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Teknologi Informasi menvelenggarakan
fungsi:

13 Penyiapan rancangan kebijekan reknis di bidang teknologi informasi;
2} Pelaksanaan pengembangan sistem teknologl informasi;

3) Pelzksansan pendukamg sistem teknolog! informasi;

43 Pengeloinan dokumentasi hak kekayaan intelektual;

3} Pelaksanaan manajemen kontrak teknologi informasi;

6) Pelaksanaan evaluasi penggunaan tekaologi informasi; dan

7} Pengeloinan urusan tata uwsaha dan rumsh tangga Direktorat Teknologi

informasi.

Darektorat Teknologi Informasi terdiri atas: Subdirektorat Pengembangan Sister;
Subdirektorat Pendukung Sistem; Subdirektorat Penpembangan Proses;
Subdirektorat Dokumentasi; Subbagian Tata Usaha; dan Kelompok Jabatan

Fungsional.

Garmbar 4.7 di bawah ini menunjukan susunan organisasi dari Direktorat

Teknologi Informasi:
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{Sumber: www.deip.po.id)

4. Komposist Pegawai Direkterat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Berdasarkan data dt Bagian Kepegawaian Ditjen HK, komposisi pegawsai Ditjen HKI di

tiap unit eselon I sebagai berikut:

Tabel 4.1.
- Komposisi Pegawai Berdasarkan Unif Eselon IT
Unit Eselon i Jumiah
Sekretarfat Ditien HEI 103
Direktorat Hak Cipta, DI, DTLST, & RD 66
Direktorat Merek 142
Direktorat Paten 131
Direktorat Keria Sama & Pengembangan 37 .

Pirektorat Teknologi Informasi 37
Total 514

{Sumber: ; Laporas Tahenas 2008, Direkromsi Jeaderal HKD

UNIVERSITAS INDONESIA

Faktor-Faktor Yang..., Risa Sukmawardani, FISIP Ul, 2009



73

4.5. Penerapauv E-Goverumeni di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Pemanfaatan e-government secara parsial oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual (Ditjen HKI) telah dimofai sejak tabun 1998 dengan diperkenalkannya sistem
baru yang disebut COPATRIS (Copyright, Patent, and Trademark Information System).
Sistem ini merupakan sistem informesi yang mencakup informasi tentang hak cipta, paten
dan merek. Pemanfaatan dikatakan parsial kerena pada saat itu belum ada direktorat khusus
yang menangani tentang teknologl informasi dan komunikasi Ditjen HKL

Perkembangan teknologi nformasi dan komuaikasi terus berkembang seiring
berjalannya waktu baik dalam hal perangkat kerss, perangkat lunak maupun perangkat
pendukung lainnya. Seiring dengan perkembangan tersebut Ditjen HKI terus berupaya
untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas dari sarana dan prasaran teknologi informast
yang dimihkinya. Pertama denpan membentuk direldorat baru yang khusus menangani
tentang teknologi informast Ditien HKI. Direkiorat Teknologi Informasi ini mulai
menjalankan fungsinva sekitar 1shun 1999, Kemudian sejsk tshun 2000 Digiea HKI telah
mulat membangun aplikasi perangkat lunak untuk pendafiaran kekayaan intelektual dengan
mengguoakan database tunggal. Selain itn sejak tahun 2006 Ditjen HKI telah mulai
membangun jaringan yang menghubungkan setiap direktorat di lingkungan Ditjen HK! dan
sorta mulaf dibangunnya fasilitas intranet.

Pembuatan situs atayu welgite merupakan upaya Ditjen HKI dalam pembangunan dan
pengembangan e-government umtuk meningkatkan pelayanan kepada masyarskat dengan

memanfaatkan teknologi intemet dan intrapet. Situs Ditien HKI swwdgip.go.id

merupakan situs resmi Diten HK1 yang digunczkan sebagai jerdela ofama untuk
berinteraksi secara langsung kepada masyrakat melalui teknologi internet. Situs Ditjer HKI
menggunakan reknologl internet yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk
pencarisn dan penyebaran informasi HKI serta penyajian informagi HKL Dalam situs ind
terdapat beberapa menu vang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas yaitu Statistik
pendafiaran HKI, Undang-Undang terkait HKI, Publikasi HKY, Media HKI, Makalzh dan
Pidato, Kasus-kasus HKI serta Links.

Proses pelayanan dan administrasi HKI dimufai dari proses pendaftaran HXI
Aplikasi yang sedang berjalan yakni terdiri atas otomasi sistem penerimaan pendaftaran,
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pemeriksaan formalitas, publikasi dan sertifikasi, dan otomasi sistem pencarian data dan
informast HKI dalam dan luar negeri untuk kepentingan pemeriksaan substantif.

Kondisi saat ini; belum terdapat fzsilitas pendaftaran secara online sehingga para
pemonon bhaik secara individu maupun yang diwakilkan oleh konsultan melakukan
pendafiaran secara manual dengan datang langsong ke loket pendaftaran dengan membawa
dokumen dalan bentuk hardcopy. Selanjutnya data yang ada dalam dokumen penmchonan
pendaftaran dimasukkan secara manual ke aplikast penerimaan pendaftaran, Sedangkan
penerimaan pendaflaran dalam bentuk data digital atau disebut dengan E-Fifing masih
dalamn tohap persiapan. Status aplikasi E-Filing sampai sekarang belum dimanfaatkan
karena masih belum diputuskan kebijakan peraturan penomoran permohonan vang
dilakuken oleh konsultan. Aplikasi penerimaan pendaflaran rerdivi atas Aplikasi Merek,
Apiikasi Paten dan Aplikasi Hak Cipta. Aplikasi ini terlah berjalan mulal dari loket
pendaftaran, entry data lengkap, pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif, publikasi
dan sertifikast. Semua data yang diinput dengan menggunakan aplikasi ini akan otomatis
ter-upload ke dalam database HKL

Untuk kepentingan internal beberapa aplikasi dikembangkan dan digunakan oleh
Ditjen HK{ dalam hal inventarisasi data dengan tujuan untuk meninghkatkan proses internal,
Aplikasi inventarisasi tersebut antara lain yakni aplikasi Service Desk yaitu splikasi yang
digunakan untuk menginveatarisasi selurth perangkat teknelogl informasi yang dimiliki
oleh Ditjen HXI Kemudian untuk menginventarisasi data dokumentasi HKI vang dimiliki
ofeh Ditien HKI digunakan aplikasi penpelalaan argip yvang disebut dengan apliikast
Archive Menagement Solutions (ARMS). Sedangikan dalam hal kesekretariatan ada
beberapa aplikasi yang digunakan yaity aplikasi tata yszha yang bermjuan untek
menginventarisasi seluruh gurat masuk dan kelvar di masing-masing Sub-Bagian Tata
Usaha baik tingkat esefon I maupun [ Ditlen HKI. Aplikasi Jainnya yang digunekan di
kesekretariatan yakni Aplikasi Kepegawaian. Selanjuinya untuk memfasilitasi proses
pencarian data dan informasi HKI baik secara internal maupun sksternal sebagai data
pembanding bagi kekayaan intelekwal vang didaftarkan pada Ditien HEKI telah diotomasi
dengan aplikasi Pencarian Data dan Informas) HKI. Aplikasi ini menggunakan perangkat
lunak yang disebut dengan Jrtellectual Property Digitad Library (IPDL),
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IPDL diluncurkan pada 7 Februari 2007 yang bertujuan untuk memudahkan akses
terhadap informasi HKI juga uatuk mendorong layanan dan perlindungan yang lebih baik
terhadap HKI. IPDL merupskan akses pencarian informasi tentang pendaftaran dan
aplikasi paten, paten sederhana, merek, hak cipte, dan desain industri. Akses dimaksud
berupa penelusuran dan menampilkan informasi seperti bibliografi, uraian tentang paten,
gambar merek dan gambar desain industei. IPDL dapat diakses dari laman Digen HKI
(hitp:/ipdl.go.id) atau melalui hitp//10.1.8.10ipdl/TopiaxServietH2H dengan aplikast
browser seperti Internet Explorer,

IPDL memiliki fungsi sebagai psnelusuran informasi HKI yang dibutuhkan oleh
pemangku kepentingan Ditjen HKI menggunaksn teknologi informasi. Adapun yang
merupakan pemangku kepentingan dari IPDL yaitt pemohon HKI untuk memonitor status
permohonan HKI, konsultan HKI, peneliti, akademisi, masyarakat luas dan pemeriksa
Ditien HKL

Data yang tersedia dalam IPDL terdiri dari dua bagian yaitu data pada IPDL internal
dan data pada IPDL ekstemal. [PDL internal berisikan data-data mulai dari sebelum
publikasi yang berguna untsl pemeriksaan intemal permohonan HKI. Sedangkan [PDL
eksternal berisikan data-data yang telah dipublikasikan yang dapat dilihat oleh seluruh
pemangku kepentingan Ditjen HKIL

UNIVERSITAS INDONESIA

Faktor-Faktor Yang..., Risa Sukmawardani, FISIP Ul, 2009



BAB Y
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN
E-GOVERNMENT
DIDIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INFELEKTUAL

Setelah maelihat perkembangan penerapan e-govermment di Dircktorat Jendersl Hak
Kekayaan Intelektual, maka bab selanjutnya akan membahas dan menganalisa faktor-falkior vang
mempengaruhi penerapan e-government di Ditjen HKI tersebut. Adapun fakior-faktor tersebut

mencakup faktor sumber daya manusia, teknologt, anggaran dan kelembagaan.

51. Karakteristik Responden

Responden merupakan pegawai Direkforat Merek yang menempati posisi sebagai pejabat
fungsional di Difjen HKI yaitu sebagai Pemeriksa Merek. Keseluruhan pemeriksa yang
merupakan populasi darl penelitian ini berjumiah 47 orang dan semuanya dijedikan reponden
dalam penelitian ini. Berikut adalah ursian data responden yang diperoleh pada ssat penelitian
dengan karakteristik sebagai berikuf:

5.1.1. Usia

Berdasarkan data yang diperoleh melalui kuesiener seperti tampak pada tabel 5.1,
di bawah teriihat bahwa usia para pemeriksa merek dominan berada pada kisaren 31 — 55
tahun, dimana pada kisaran usia terscbut dapat dikategorikan memiliki cukup
pengalaman dalam melakukan pekerjaan pemerikszan. Meskipun demikian dalam
rentang usia yang seperti ftu dapat dikatakan cukup restan bilamanz bicara mengenai
kemampuan beradaptasi dalam hal kemajuan teknologi. Rentang usia yang demikian
besar ini hares menjadi perhatian serius pada saat mengrapkan teknologl informast agar
tidak wmenimbulkan kesenjangan. Kesenjangan yang terus menerus terjadi jika tidak
diatasi pada akkirnya akan menimbulkan resistensi dan mengakibatkan kegagalan
penerapan teknologi informasi. Untuk itu diperlukan dukungan yang lebih sehingga tidak
menimbulkan resistensi dati pegawai senior ini pada saat harus beradaptasi dengan
k&majl}an teknologi yang diterapkan dalam pelaksanaan pekerinan mercka. Bentuk

dukungan dari sisi sumber daya manusia yang dapat diberikan antara lain dengan

76

Faktor-Faktor Yang..., Risa Sukmawardani, FISIP Ul, 2009



77

membekali pelatthan-pelatihan terkait dengan teknologi informasi yang memadai serta

melengkapi infrastruktor yaag mendukung pelaksanaan penerapan teknologi informasi.

Tabel 3.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia
Usia Jumlah Responden (%)
< 30 tahun 3 6,38
31 - 40 tahun i4 29,79
41 - 50 1tahun i5 31,91
51 - 6D tahun i5 31,81
Total 47 100.0

Sunsher: Hastl Penstitian Penalis

5.1.2.Pendidikan Terakhir
Dilihat dari pendidikan terakhir berdasarkan hasil survey menunjukkan bahwa
sebagian besar responden memiliki peadidikan strata | {sarjana) dengan nilai
prosentase sehanyak 37,45%, selanjuinya jumiah responden yang memiliki pendidikan
setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Afas (SLTA) dengan pendidikan strata 2
(pascasarjana) tidak berbeda jauh dengan variasi nilai prosgniase tampak pada tabel 5.2,

Tabel 5.2
Karakieristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terkahic
Tingkat Pendidikan Jumish Responden %)
SLTA 16 2128
B3 1 2,13
St 27 5745
S2 9 19,15
Jumlah 47 100,00

Somber: Hastl Penelitian Penulis

Berdasarkan data di atas dapat ditartk kesimpulan bahwa tingkat penéiéikza
yang dimiliki oleh pemeriksa merek menunjukkan tingkat pendidikan yang cukup baik.
Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran para pegawai dalam hal pendidikan
cukup tinggi yang berarti juga bahwa masisg.masing pegawai menyadari betul

tantangan vang timbul dalam melaksanakan pekeriaan schingga harus membekalinya
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dengan pendidikan yang memadai, Dengan tingkat pendidikan yang baik maka
kesadaran akan pentingnys perananan tcknologi informasi dalam membantu

pelaksanaan pekerjaan juga tinggi.

5.1.3.Karakteristik responden berdasarkan masa kerja

Tabel. 5.3

Karakteristik Responden Berdasadkan Masa Kerja

Masa Keria Jumlah responden {%)

{ =d/ 3 tahun 7 14,89
6 sid 10 tahun 9 19,15

1] s/d 15 tabun 2 4,26
16 s/d 20 tahun 12 25,53

21 s/d 25 tahun 3 6,38
26 keatas i4 29,79
Jumiah 47 100,00

Susnber: MHasil Pecelitian Penulis

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 47 orang responden yang tertinggi
adalzh responden yang mempunval masa kerja 26 tahun keatas dengan jumlah
prosemtase sebesar 29,79 %, selanjutaya responden yang memiliki masa kerja antara 16
tahun s/d 20 tahun schanyak 12 orang dengan jumish prosentase ssbesar 23,53 %,
kemudian responden telah bekerfa antara & sampai dengan 10 tahun sebanyak 9 orang
dengan jumlah prosentase sebesar 19,13 %, untuk responden yang masa kerjanya dati ¢
tahun s/d 5 tahun sebanyak 7 responden dengan jumish prosentase sebesar 14,85 %,
responden dengan masa kerja antara 21 s/d 25 tshun sebanyak 3 orang dengan jumiah
prosentase sebesar 6,38 %, sedangkan responden yang memiffki masa kérja i1 s/d 15

tahun sebanyak 2 orang dengan jumizh prosentase sebanyak 4,26 %,

5.2. Penerapan E-Government

Penerapan e-govermment yang dijadikan fokus dalam penclitian ini yaitu aplikasi dari
perpustakaan digital kekayaan infelekwal (Iatellectual Property Digital Libraryi). Bentuk
aplikasi ini dikategorikan sebagai bentuk aplikasi sekior Goversment fo Citizen (G2C) yang

dapat digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai HKI
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dan pada saal yang sama mempercepat proses layanan pendafaran. Aplikasi o jugs benluk
aplikasi e-governmert untuk sektor Goverument 1o Employee (G2E) yang merupakan hentuk
aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai, Mengacu kepada konsep domain
e-government  yang disampaikan oleh Heeks pada Bab Y1 bentusk penerapan g-govarmment
melalui aplikasi IPDL ini berada pada domain e-administration yang merupakan bentuk inisiatif
untuk meningkatkan proses administrasi internal dan e-service yang beemanfaat untek
memperbaiki komunikasi dan kualitas pelayvanan.

Selanjutnya untuk mengetahui sejaulwnana penerapan e-government telah  berjalan
terutama dalam hal penerapan perpustakaan digital (Iute/lectual Properiy Digital Library- 1PDL)
dalam melaksanakan pekedaan pemeriksaan disebarkan kuesioner mengenai tanggapan
responden atas dampak penerapan IPDL. dalam pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan. Berdasarkan
survey terscbut dipercleh tanggapan bahwa sebagian besar responden sebanyak 574%
menyatakan bahwa pencrapan IPDL memang membantu pekerjasn pemeriksaan. HBahlen
schanysk 31,9% responden menyatakan sangat membantu sedangkan vang menyatakan kurang

membantu dan tidak membanty jumlsh prosentase yang minim {(Tabel 5.4}

Tabel 5.4 Tanggapan Responden
atas Penggunaan IPDL dalam Pemeriksaan

URAIAN JUMLAH Yo
Sangat membantu 15 31,9%
Membantu 27 57,8%
Kurang Membanta 4 §,5%
Tidak Membantu | 21%
Jumiah 47 160%

Sumber: Hasil Penelitian Penulis

Berdasarkan hasil survey juga diketahui bahwa dominan responden menyatakan bahwa
jika dibandingkan dengan metode manual penerapan IPDL mempercepat pekerjaan perneriksasn.
Variasi nilaj dapat dilihat pada tabel 5.5, Namun hasil dari item kuesioner lain dalam hal evaluasi
secara umum mengenai penerapan 1PDL menunjukkan bahwa walaupun mempercepat pekerjaan,

masih ada kelemahan dalam hal kelengkapan database. {Tabel 5.6.) Hal ini menjadi perhatian
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serius dari pera responden karena kalengkapan datebase merupakan masalah krusial yang
mempengaruhi pengambilan keputusan dalam melaksanakan pekerjaan pemeriksaan. Dengan
bekal database lengkap dan utuh skan menjamin keakuratan dalam pengambilae keputusan.
Kondisi yang ads saat ini bahwa dengan dorabase yang kurang lengkap dan tidak utuh {e.g. tidak
ada gambar, tidek update) menyulitkan pemerikse dalam mengambil keputusan sehingga

akhirnya pemeriksa tetap harus kembali melaksanakan pemeriksaan secara manual.

Tabel 5.5 Tanggapan Responden
atas Penggunasn IPDL dalam Percepatan Pekerjaan Pemedksaan

URAIAN JUMLAH %
Sangat Mempercepat i2 25,5%
Mempercepat 24 51,15
Kurang Mempercepat 7 14,9%
Tidak Mempercepat 4 8,5%
Jumiah 47 100%

Sumber: Hasil Penalitian Penulis

Tabel 5.6
Tanggapan Responden atas Evaluasi Penerapan IPDL

URAIAN JUMELAH Ya
Lebih cepat dan lebih lengkap 2 4,3%
Lebih cepat namun kurang lengkap 33 14,5%
Lebih lambat dan kurang lengkap 8 17,0%
Lebih lambat dap tidak lengkap 2 4.3%
Jumiah 47 100%

Sumbar: Hasil Penslitian Penulis

Dari hasil informast yang diperoleh melalui pertanyaan terbuka bahwa: “Penerapan IPDL
saat ind amburadul! Banyak data yang tidak ada, tidsk ditemukan dan beberapa data yang double.
Image atzu gambar juga tidak ada, Bagaimana mau beketia dengan balk pegawail.”
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Selain tanggapan yang diperoleh dari pengguna internal IPDL, dihimpun juga tanggapan
dari pengguna eksternal yaitu para konsultan HKI yang merupakan salah satu stakeholder dari
Ditjen HKI. Tanggapan yang diperoleh melalui survey dari para konsultan juga tidak jauh
berbeda dengan tanggapan pengguna internal. Sebagian besar dari responden menyatakan bahwa
penerapan [PDL memang sudah sesuai dengan kebutuhan mereka namun pengelolaan database
menjadi kendala terbesar. Tidak lengkapnya data dan frekuensi perbaruan data yang kurang
membuat tujuan penerapan [PDL menjadi tidak tercapai. Pada désamya dengan diterapkannya
IPDL akan membantu peﬁyebar[uasan informasi tentang HKI. Sedangkan pada konteks good
governance pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka penerapan e-government melalui
penerapan [PDL oleh Ditjen HKI ini membantu meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan
permohonan pendaftaran HKI. Upaya yang dibangun untuk menciptakan transparansi pelayanan
publik yang seharusnya dapat dicapai dengan diterapkannya IPDL menjadi terhambat
dikarenakan dukungan pengelolaan database yang tidak memadai. Mengacu kepada pendapat
Misra & Dhingra bahwa tujuan besar yang dimiliki oleh e-government termasuk meningkatkan
transparansi, menumbuhkan akuntabilitas dan responsivitas dalam sistem untuk memberikan
pelayanan yang lebih cepat dan berkualitas kepada masyarakat. Dengan demikian implementasi
e-governmen{ dikatakan berhasil ketika terjadi perbaikan pelayanan kepada masyarakat yang
ditandai dengan waktu pelayanan dan kualitas layanan.

Dengan gambaran di atas mengenai penerapan e-government yang sedang berjalan di
Ditjen HKI ini selanjutkan akan dianalisa melalui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan

e-government di Ditjen HKI.
5.3. Analisa tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan E-Government

5.3.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Masalah sumber daya manusia menjadi salah satu isu penting dalam penerapan e-
government karena setiap inisiatif penerapan e-government terkait erat denpan sumber
daya manusia. Dengan demikian sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang

" tinggi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi menjadi penentu keberhasilan

penerapan e-government.
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Berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia dalam mendukung penerapen e-
government ketersediaan personit yang memiliki kemampuan dalam bidang teknologi
informasi vang baik dan pengembangan personil menjadi isu sirategis pada instansi
pemerintah dalam rangka penerapan e-geverament. Pengembangan personil, dalam hal ini
melalui pelatihan teknologl informasi tidak hanya meningkatksn kemampuan namun juga
mendukung keberhasilan inisiatif e-government.

Gambaran dari kondisi kualifikasi SDM yang tersedia di Ditjen HKI dapat dilibat
dari dua sisi yakni kondisi SOM pada Dirgktorat Teknologi Informasi Digen HKI yang
tugas dan fungsinyz adalah mengelola berbagai hal yang terkait dengan pemaniatan
teknologi informasi di Ditjen HKI dan kondisi SDM di direkiorat fain Ditjen HKI selain
Direktorat Teknologi Informasi, Pegawai direktorat lain sebagai pengguna/pemakai dasi
sctiap program penerapan dan pengembangan e-goversmeni Ditjen HKI memegang
peranan yang tidak kalah menentukan.

Komposisi dari Pemeriksa Merek Ditien HKI berdasarkan pada tingkat pendidiksn
dapat dilihat ¢i bawah ini:

Tabel 5.7,
Komposisi Pemeriksa Merek berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tingkat Pendidikan { Jumish Responden (%)
SLTA 16 2128
D3 1 .13
81 27 57,45
82 9 19.15
Jumlah 47 100,00

Sumber Hasd Peaelitian Penulis

Dari tabel 5.7, tersebut terlihat bahwa komposisi pemeriksa merek cukup baik
dimana sebagian besar memiiiki pendidikan strata 1. Namun daia responden pada tabe] 5.8,
menunjukkan bahwa dalam hal kemampuan mengoperasikan komputer, sebagian besar
responden berada dalam kisaran memiliki sedikit hingga cukup banyak hambatan dalam

hal operasional komputer.
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Tahel 5.8.
Hambatan dalam Pengoperasian Komputer
Frequency Percent
Tidak ada Hambatan 9 15,1
Sedikit Hambatan 21 447
Cukup banyak hambatan 15 KR
Sangat terhambat 2 4.3
Total 47 1000
Sumber, Hasil Penelitian Penulis
Tabel 5.9
Tabulasl Silang
Usia * Hambatan Crosstabulation
Hambatan Tolal
Sangat
Fiziah Acds Sedidl Gukup banyak ¢ ledwmbat
Usiaz  26-38ghun 3 8 i ¢ 10
38-4btahun 3 8 10 1 23
46-Hhtahun 3 g 4 1 14
Total 8 21 15 é &7

Sumbher Hesit Penalifian Penulls

Kurang memadainya kemarupuan operasional komputer tersebut terkalt erat dengan
karakteristik responden dimana usiz dan masa kerja responden yang sebagian besar
merupakan pegawai negeri sipil yang memiliki masa kerja di atas 20 tahun dengan rentzag
usia lebih dari 40 tahun, Dapat dipahami bahwa hal ini disebabkan bahwa perekrutan
pegawai pada saat jtu tidek mensyaratkan kemampuen kemputer yang harus dimiliki.
Dengan kondisi yang demikian tampaknya penerapan e-govermment Ditjen HKI tidak
didukung oleh kemampuan sumber daya manusia yang memadai. Sementara keberhasilan
penerapan ¢-goversment salah sztunys didukung oleh kesiapan sumber daya manusia.
Kesiapan ini tidak hanys ditandai dalam hal ketersediaan sumber daya manusiz secara
kuantitas namun berkenaan dengan kompetensi yang meroadal vang harus ada bahkan
sebelum inisiatil penerapan e-govermment itu sendiri dimulal. Kompetensi tersebut
mencakup tingkat kemampuan atau kualifikasi SDM dalam bidang teknologi informasi dan
komunikasi. .

Lemabnya SDM yang dimiliki oleh Ditjen HKI bukan hanya ditataran pengguna

namun juga pada tataran manajerial dimana sebagian besar pejabat di tingkat eselon H dan
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[l yang memiliki latar belakang pendidikan terkalt dengan komputer jumlahnya sangat
sedikit, Sebagai gambaran tabel di hawah ini adalah komposisi latar belakang pendidikan
pejabat eselon i, ill, dan IV pada Direktorat Teknologl Informasi yang merupakan
pengeiols penggunaan teknologi informasi di Ditjen HKL

Tabel §.10 Komposisi Latar Belakang Pendidikan Pejabat
di Direktorat Teknologi Informasi

JABATAN TEKNIK NON-TEKNIK
Eselon - 1
Eselon I11 2 2
Eseclon IV ? 2

Sumber Hasil Panelitian Penalis

Berdasarkan {abel di ajas teriihat bshwa jumiah pejabat yang memiliki latar bolakang
pendidikan terkait dengan komputer sangat sedikit. Hal ini berarti bahwa dari sisi
manajerial SDM yang menangani teknologi informasi dan komunikasi sebagian besar
adalah eselon i dan Bl Dengan latar belakang pendidikan nou-informatika yang dimiliki
oleh sebagian besar pejabat-pejabat tersebut sehingga kemampuan manajerial untuk
pengelolaan e-government kurang memadai, Latar belakang pendidikan sarjana bidang
informatika atau elekiro baru dimiliki oleh pejabat eselon V. Hal tersebut terjadi karena
kemungkinan pada 10-20 tahun yang lalu Direktorat Jenderal HKI tidak pernah merekrut
pegawai baru dengan latar belakang bidang TIK karena pada masa itu belum ada gambaran
ke depan tentang pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Lemshnya
kemampuan manajerial dari pejabat eselon I dan Il mengekibatkan jalan penerapan e-
government menjadi tidak terarah.

Terkait dengan hal ini diperoleh informasi dari wawancara bahwa tercermin a2danya
ketidakseriusan dari tataran pejabat eselon Ilf dalam mengelola dan menjalankan tugasnya
terkait dengan pengelolaan teknologl informasi. Hal ini disebabkan katena menganggap
bahwa posisi yang dipegang saat ini merupakan batu loncatan untuk ke posisi lain yang
lebih diinginkan. Berikut hasil peiikan wawancara:
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“RBagaimana bisa serius kale posisi vang dia pegang saat ini cuma batu loncatan buat
dapet posist vang laennya. Mereka babkan ga ngerti harus ngapain karena sibuk mikirin
supaya bisa dapet posisi yang lebih enak di teknis. Trus jumlah stafnya juga makin
berkurang.”

Seperti telah dikatakan bshwa komitmen dan kesadaean dari pihak-pihak vang
terlibat dalam proyek e-goversment sangat penting dan hal ini dapat ditentukan dari jurniah
dan frekuensi pelatihan teknologt informasi yang diberikan. Berdasarkan data yang
diperoleh dalam hal ketersedizan pelatihan teknologi informasi oleh Ditjen HKI dapat
dilihat pada tabel di bawah ioi

Tabel 5.11 Tanggapan Responden atas
Ketersediaan Pelatthan Teknologi Informasi

NO URAJAN JUMLAH Yo
1 i Banyak 1 2,1%
72 | Beberapa g 17,0%
3 | Sedikit 26 55.3%
4 | Tidak ada 12 25,5%
Jumiah 47 100%

Sumber: Hastl Penelitian Penulis

Dari tabel di atas ditunjukkan behwa 55,5% responden menyatekan bahwa pelatihan
yang diberikan oleh Ditjen HKI dalam bidang telmologi informasi jumlahnya sangat
sedikit. Prosenfase sebanyak 25,5% lainnva menyalakan bahwa selama ini tidak ada
peiatihan teknologi informasi yang diterima.

Masih berkaitan dengan pelaithan namun khusus mengenai pelatihan penggunaan
IPDL., 63,8% tesponden menyatakan bahwa mereka pernah menerima pelatihan mengenai
penggunaan IPDL namun berkaitan dengan pelatihan tersebut 48,9% menyatakan bahwa
pelatihan grsebut masih kurang, Hanya 29,8% yang menyatakan bahwa pelatihan yang
diberikan tersebut sudah mencukupi. Berkenaan dengan tanggapan responden mengenai
pelatihan IPDL dapat dilthat pada tabel 5.12 berikut.
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Tabel $.12 Tanggapan Responden alas

Kecukupan Pelatthan {PI3L
NO URAIAN JUMLAH %
I | Lebih dari cukup i 1%
2 | Cukup 14 29,8%
3 | Kurang 23 48,9%
4 | Kurang sekali 9 19.1%
Jumiah 47 100%

Sumber, Hasil Penclitian Penulis

Berdasarkan uralan di atas terlihat kurangnyva kesiapan Ditien HKI pada sisi SDM
dalarn menerapkan e-govermment. Kelemahannya inl tampaknys juga kurang disadari
sehingga peluang untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam hal teknologi informast
melalui pemberian pelatihan kurang dinsnfaatkan oleh Ditjen HKI. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa pengelolaan peperapan e-govermment di Ditjen HKI kurang
mempertimbangkan aspek pengelolaan SDM. Pendapat ahli menyatakan bahwa sebagian
besar ietak kepagalan dari inisiatif pencrapan e-goversment bukan pada sisi teknologi
melainkan pada SDM karena pada dasarnya e-government bukanlsh mengenai masalah
teknologi semata. Justry faktor lain seperti SDM yang seharusaya terlebih dahulu
disiapkan sebelom inisiatif g-government diterapkan.

Pengelolaan sumber daya manusia leckait dengan penerapan e-goversmmern? mencakup
juga perubazhan pola pikir {mind sef) dari pengguna mengenai pemanfaatan lekrwlogi
informasi dalam melaksanakan pekerjaan. Perubshan pola pikir ini ditujukan agar
pengguna memahami maksud dan tojusn dari pemaniaatan wknologi informasi melalm
sosialisasi aplikasi baru tergebut. Berdasarkan tabel silang antara pemahaman mengenal
wijuan penerapan dengan 3osialisasi yang dilakukan diperoleh tabel analisis sebagai
berikut;
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Yabel 513
Tujuan * Segiativasi Crosstabulation
Couni
Sosialisasi
Samatbak | Cukupbak | Kwang balk | Tidak ads Yol
Tujuan Bangat
mengetahui 0 0 1 3 4
Mengetahui 1 24 19 2 A7
Kurang
Mangetahui 0 2 3 ¢ 5
Tidak
Mengetahoi : g 0 k !
Total 1 28 14 8 47
Tabel 514
Chi-Square Tests
Agymp, Big.
Value f {2-gidad}
Pearson Chi-Suusre 28,1183} 9 AL
{kelihontd Ratln 20,032 g A8
Linpaeby-Lingar
Assopiation 538 S
N of Valid Cases "

2 14 celis (B7 5%} have expecied count fess than 5. The minimum expected countis 12

Berdagarkan nji chi square atas tabel silang mengenal ada tidaknya hubungan antara
pemahaman tujuan dengan sesialisasi vang dilakukan terlihat bahwa pada kolomn Asymp
Sig adalah 0.002, atau probabilitas kurang dari 0.05. Maka Ho ditolak yang berarti baliwa
ada hubungan antara sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal HKI dengan

pemahaman atas tujuan penerapan g-goverumen.

332, Teknologi
E-government pada dusarnya merupakan sebuah bentuk vpaya trausformasi dimana
menuntul perubshan dalam hal proses pemberian layanan yang sebelumnya dilakukan
secara manual menjadi elektronik. Dengan demikian kesiapan telmslogi dalam
menerapkan ¢-governmen! mencakup semua perangkat teknolog! vang mendukung inisiatif
e-government yakni perangkat keras, perangkat funsk, sarana dan prasarans komunikasi,

penetrasi internet, maupun aplikasi perangkat lunak. fsu utama dalam kesiapan teknologt
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ini adalah kemampuan organisasi dalam menyediakan berbagal jenis peranghat teknolgi
untuk mendukung penerapan e-government.

Secara umum proses pengembangan infrastruktur ewgovernment di berbagai instanst
permnerintah menyangkut beberapa aspek yaitu proses pengembangan perangkat keras,
perangkat tunsk, dan pengembangan |aringan komputer. Perangkat keras meliputi semua
peralatan komputer termasuk server maupun perangkat lainnya. Perangkat lunak meliputi
semua aplhikasi baik sistem operasi maupun sistem informasi. Sedangkan infrastruktur
jaringan rpeliputi semua peralatan yang terkait dengan komunikasi data dengan komputer
baik secara lokal maupun melalui internet. Jaringan komputer yang handal serta dalam
Jumlah vang cukup memungkinksn terjadinya perfukaran informasi melalui jaringan
kormputer fersebut. Berbagai infrastuktur teknologl informasi mulai dari perangkat keras,
perangkat lunak, infrastuktur laringan serta aplikasi-aplikasi telah dimanfaatkan oleh
Ditien HKI sejak tabun 2000.

Tabel 5.13 memberikan pambaran kondisi perangkat teknologi informasi yang
dimiliki cleh Digien HKI. Secara keselurvhan Ditjen HK1 memiliki 550 unit komputer yang
berada di kantor Ditien HKI dan di 16 kantor wilayah Departemen Hulkum dan HAM RIL
Komputer-komputer yang berada di kantor Ditjen HKY diperantukkan bagi masing-masing
pejabat eselon |, 1, [L, dan IV serta pejabat fungsional memiliki 1 (satu) unil komputer dan
beberapa komputer ditempatkan di sub-bagian Tata Usaha setiap direktorat dan sisanya
untuk operasional di bagian-bagian lain, Selain komputer (PC), tersedia 39 unit nojebook
yang diperuntukkan bagi eselon I dan I serta untuk keperivan dinas yang ditempatkan di
masing-masing direldorat. Peranpkat keras lainnya ysitu  Pemindai  (Seanner)
diperuntukkan bagi sub-bagian Tata Usaha di masing-masing direktorat untuk keperiuan
digitalisasi surat-surat, loket penetimsan pendaftarsn, bagian sertifikasi, dan di bagian
Direktorat Teknologi Informast yang digunakan untuk digitaiisasi dokumen HXY Total
jumiah pemindai yang tersedia 36 unit. Perangkat keras lainnya mencakup printer dalam

berbagai tipe dengan jumlah total 110 unit dan LCD projector 6 unit.
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Tabel 5.15.
Jumlah Perangkat TI Tahun 2008

NO | PERANGKAT JUMLAH
I PC Deskiop 550 unit
2 Notebook 39 unit
3 Scanner 56 unit
4 Printer laserjet 78 unit

5 Printer dot matrix 30 unit
é Printer print tonic 2 unit

7 LCD Projecior 6 unit

Sumber Direbiorat Teknologt Informast, Ditjen HKI

Aspek penting yang terkait dalam hal infrastruktor teknologi adalah tingkat penetrasi
teknologl informasi baik it penetrasi komputer maupun penetrasi intemet di instaosi
pemerintah. Dalam bal ini rasio penetrasi dapat divkur dengan membandingkan jumiah
komputer yang tersedia dengan jumiah pegawal yang ada. Perbandingan ini mencerminkan
tingkat rasio penetrast weknologi informasi suatu iostansi, Seperti fslah dijelaskan pada
tabel sebelumnya bahwa komputer yang dimiliki oleh Ditien HKI berjumish 850 unit
dengan jumlah pegawai Ditjen HKI 514 orang, Akan tetapi jumiah tersebut tidak dapat
langsung dibandingkan untuk menentukan Rasio Pencfrasi 1T karema beberapa hal.
Pertams, dari jumlah tersebut tidak semuanya digunakan di kantor Ditien HKI melainkan
sejumliah komputer dialokasikan untuk dioperasikan di beberapa kantor wilayah
Departemen Hulum dan HAM scebagai tindak lanjot rencana aplikasi e-fifing. Tercatat ada
32 unit komputer vang terssbar di 16 kantor wilayah Departermen Hukum dap HAM.
Kedua, darf jumiah total komputer tersebut masih belum jelas berapa jumiah komputer
yang dalam kondisi tidak terpakai, dalam arti mengalami kerusakan dan belum melalui

proses penghapusan,
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Tabel 5.16
Rasio Penstrasi Teknologi Informasi Ditjen HKI

Jumiah total komputer | Jumlah komputer yang ada di | Jumlah komputer vang belum

Kanwil dihapuskan
= 5§50 unit =32 unit = NA
Jumidah total pegawai 514 crang

{(ITP)

Sehagal alternatif perhitungan rasio penetrasi T1, kemudian dilakukan pengukuran
untuk lingkep vang lebih kecHl yakni khusus untuk unit pemeriksa Direktorat Merek.
Berdasarkan data kepegawaian tercatal juinlah pemeriksa merek vakni 47 orang. Kessemua
pemeriksa mersk bekerja menggunakan | (satu) komputer di meja masing-masing. Dengan
demikian jumlah total komputer vang ada di unit pemeriksa mergk ada 47 unit komputer

sehingga rasio penetrasi T1 untuk unit pemeriksa merek adalah 131,

Tabel 5.17 Rasio Penetrasi Tekaologi Informasi
pada Unit Pemeriksa Merek Ditien HKI

Jumlah Komputer Tersedia 47 unit

Jumlah Perneriksa Merek 47 orang

Rumber: Hasil Penelifisn Penuhis

Rasio penetrasi lain yaitu penetrasi internet dan intranet yvang penting untuk diketahui
dengan tujuan untuk menentukan tingkat akses teknologl crganisasi. Berdesarkan data
yang diperaleh dari pengelola jaringan Ditjen HKI, seluruh komputer yang ada di kantor
Ditjen HKI terhubung pada Local Area Network {LAN) (1009). Sedanpgkan koneksi
internet hanya diberikan pada 40 - 60% komputer yang ada, Jaringan inlernet tersedia
untuk pejabat eselon I, 1}, {fi, TV, pejabat fungsional, sub-bagian Tata Usshs dan bagian~
bagian tertentu di setiap direktorat, Data i juga dikonfirmasi dengan data yang diperoieh
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dari pengguna dimana sebagian besar responden sebanyak 29,8% menyatakan bahwa
proporsi akses internet dimiliki olch 58-75% pegawai.

Berkaitan dengan akses internet, meskipun memiliki tingkat akses internet yang
cukup baik namun sebagian besar responden menyatakan bahwa kualitas koneksi internet
masih kurang baik. Tabel 5.16 menyatakan bahwa 53,2% responden menggangeap kualitas
koneksi internet kurang baik. Sedungkan 31,9% responden menyatakan kualitas koneksi
internet sudah baik, Sisanya hanya schagian kecil responden (2,1%) yang menyatakan
bahwa kualitas koneksi internet sangat baik namun sebagian keoll juge {12,8) vang
menganggap kualitas koneksi intemet tidak haik,

Tabel 5.18 Tanggapan Responden atas
Kualitas Koneksi Intemet

URAIAN JUMLAH Yo
Sangat baik | 2,1%
Baik i35 31.9%
Kurang Baik 28 53,2%
Tidak Baik 6 12,8%
Jumlah 47 160%

Sumber: Hasil Penelitian Pennlis

Sebagal data pembanding yang diperclieh dari pengelola jaringan Ditjen HKI
disampaikan bahwa saat ini bandwith vang dimiliki ofeh Ditjek HKI untuk [okal atau
intranct sebesar 3 mbps dan untuk intemet sehesar 1,5 mbps, Sedangkan berdasackan hasil
wawancara kepada pthak terkait dinvatakan bahwa kualifas koneksi imternet vang dimilik
oleh Ditjen HKI sudah cukup baik sedangkan keluhan stas kualitas konekst internet lebih
ditujukan untuk penggunaan internet di huar kedinasan. Sedangkan untuk kepentingan
dinas seperti koneksi dengan kantor HKI lain dapat dipastikan memiliki koneksi yang baik.
Berkailan dengan hal tersebut, pertanyaan mengenai kualitas teknologi dalam penerapan
inisigtif e-government mendukung hasil wawancara tersebut dimana sebanyak 33,2%
resporslen menganggap bahwa teknologi yang dimiliki oleh Ditjen HKI cukup mendukung
pengrapan g-government {lihat Tabel 5.17).
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Tabel 5.19 Tanggapan Responden atag
Kemampuan Teknologi untuk Mendukung Penerapan 19D

URAIAN JOMLAH Yo
Sangat mendukung 1 2.1%
Cukup mendukung 15 31,9%
Kurang Mendukung 25 33,2%
Tidak Mendukung 6 12,8%
Jumlsh &7 100%

Sumber: Hasil Penelition Penulis

Tofrastuktur lainnya yang tidak kalah penting dalam mendukung pengembangan e-

goverrment toruitama untuk penyimpanan database maupun untuk menjalankan operasional

sitas seria untuk memastikan infrastukiur jaringan bekeria dengan baik yaitu dengan

ketersediaan server yang memadai. Saat ini Ditjen HKI memiliki 63 unit server vang

berada di berbagal fokasi. Di Tangerang yang menpakan kantor Ditien HKI terdapat 39

unit server, sedangican 8 unit berada di Jakarta. Selatn itu ferdapat 16 unit server yang

ditempatkan di 16 kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM. Server-server ini

dipasang dalam rangka otomasi penerimaan pendafiaran digital (BE-filing). Akan tetapi

kepiatan ini masth belum dilaksankan dan masih dalam tahapan persiapan.

Tabel 5.20
Jumlah Server Ditjen HKI Tahun 2009
NO LOKASI JUMLAH
Server di Tangerang 39 unit
2 Server di Jakarta (IDC) 8 unit
3 Server di Kanwil 16 unit
Total 63 unit

Sumber: Hasil Penelifian Peaulis
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Hasil wawaneara dengan pejabat terkait menyatakan bahwa dengan kapasitas server
dan bandwith yang dimiliki oleh Ditjen HKI saat ini, pengelola melakukan batasan-batasan
terhadap akses-akses ke situs-situs tertentu dan juga batasan-batasan dalam hal mengunduh
dimana besaran file yang dapat diunduh berkisar antara 1-3 mb atau hingga 5 mb untuk
bagian tertentu seperti untuk kepentingan pemeriksaan HKI oleh pemeriksa. Tujuan
pembatasan ind lebih ditujukan untuk memaksimaikan bandwith.

Berdasarkan dats di atas Direkiorat Jenderal HKI memiliki sudah memiliki koneksi
LAN dan WAN. Meskipun demikian, tetapi pertukaran data melalui komunikasi data
belumlah banyak dilakukan, mengingat ketidak memadainya data dan informasi yang
dikarapkan karena masih rendahnya konsepsi basis datanya. Hal ini dapat drsebabkan
karena kultur mendokumentasikan belum lazim. Bahkan arsip atau dokumen kepegawaian
belum terkelola dengan baik, sehingga ini juga menjadi hambatan dalam integrasi dan
pertukaran data,

Walaupun tingkat penetrasi teknologt informasi maupun intesset Ditjen HEI cukup
baik, namun Kualitas perangkat keras yang tersedia bapgi pengguna tidak mendukung,
Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pemeriksa merek menggunakan komputer
Pentium III dengan kapasitas yang kurang memadai sehinggs proses kerja terhambat
dengan lambannya operasional komputer. Sementara it kualitas komputer yang lebih batk
diprioritaskan unfuk ketua kelompok dan pejabat eselon I1, III, dan IV. Dengan demikian
dapat dikatakan babwa penempatan perangkat keras tidak mempertimbangkan kebutuhan

dan tuntutan pekerjaan dari unit kerja.

5.3.3 Anggaran

Anggaran merupakan suaty fasilitas yang berfungsi untuk mendukung suatu program
yang telah direncanakan sshingga dapat terealisasikan dengan baik. Begitu juga dengan
berbagal program yang dibuat dalam rangka untuk pengembangan e-government di suatu
mstansi. Anggaran diperfukan untuk mewujudkan berbagai program yang terkait dengan
pemanfaaten teknologi informasi schingga tujuan yang ingin dicapai dengan pembangunan
tersebut dapat terlaksana,

Untuk dapat memperoleh anpgaran yang cukup dalam pengertian sesuvai dengan

kebutuhan dan priotitas dalam  pemanfaatan  teknologi informasi  dalam  rangka
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pengembangan e-government, diperfukan komitmen yang tinggi dari pengambil keputusan
dalam hal ini para pimpinan dalam suatu organisasi pemerintah. Komitmen ini tente akan
muncul apahila ada kesadaran dan tanggungiawab terhadap perlunya melakukan proses
reformasi birokrasi dalam berbagat dimensinya.

Salah satu cara melihat komitmen dalam penerapan e-government adalah dengan
melihat seberapa layak anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan program dan
rencana yang terkait dengan hal fersebut. Komitmen tersebut ientunya terkait dengan
penetapan skala prioritas berbagai bidang program dan pembangunan olch para pimpinan
yang berwenang.

Berdasarkan hasil rapat kerja teknis Ditlen HKI tahun 2008, pengembangan layanan
prima berbasis teknologl informasi menjadi prioritas utama, Melihat penetapan ini dapat
disimpulkan bahwa Ditien MKI melihat unsur teknologt informasi sebagal aspek strategis
yang herus dikembangkan dan dioptimalkan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik
kepada masyarakat, Tabel berikut ini memberiken gambaran penggunaan snggaran oleh
Ditjen HKIL

Tabel 5,21
DIPA Dirsktorat Jenderal HKI Tahun Anggaran 2009

SASARAN

Alokasi Anggaran

JENIS PEMBELANJAANTT

Pengembangan Sistern Informasi Manajemen 2.433.996.000
Pemeliharsan PC, Laptop, Printer, Scanner, Monitor £25.000.000
Pemeliharaan Server : 120.600.000
Pemeliharaan software otomasi 120,600,000
Pemeliharaan jaringan otomasi 72.006.000.
Pengadaan Situs internet HKI, Co-location, 1.740.000.000
Bandwith, Oracle (SpaketX12bin)

Langganan Telkom-Speedy Kanwil 396.000.000
Peralatan pengembangan online system 1.127.596.000
Pengembangan aplikasi dan implementasi system 1.305,000,000
otomasi HEI

Prosentase Alokasi Angparan
Sumber: Bagian Keuangan Difjen HKI
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Tabel 5.19 di atas menjelaskan sccara detail mengenai jenis pembelanjaan terkait dengan
teknologi informasi. Terlihat pada fabel tersebut di atas bahwa sebagian besar angparan yang
terkait dengan pemanfaatan teknologl informasi lebih dialokasikan untuk pemeliharaan
dibandingkan dengan pembelanjaan barang atau modal, Jika dibandingkan slokasi anggaran
urtuk empat tahun terakhir (Tabel 5.20) terlihat bahwa setiap tshummya dimwolai dari tahun 2606
hingga tahun 2009 prosentase alokast anggaran untuk kegiatan pemantfzatan teknologi informasi
terus menurun. Terdapat pecbedean yang cukup signifikan di tahun 2006 ke tahun 2007
Mengenai hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada pengelola keuangan Ditjen
HKI diperoleh keterzngan bahwa menurunnya alokasi anggaran bukan discbabkan oleh
berkurangnya prioritay kegiatan terkait teknolog informasi melainkan hal ini dilakukan semata-
mata karena penyesusian dengan kebutuhsn Ditlen HKY sendird. Lebth lanjut lagl dijclaskan
hahwa pada tahun 2006 merupakan permulaan pembangunan aplikasi sehingga alokasl anggacan
lebilt besar dari tahua-tahun berikutnya karens membutuhkan belania fisik yang lebih besar
untuk pembangunan apiikasi. Sedangkan tahun-tahun berikutnyva alokasi anggaran diperuntukkan
bagi kegiatan pemeliharasn. Sebagal contohnva disampaikan bahwa misalkan di tehun 2006
Ditjen HKI sudah melakukan pembelian 50 unit komputer maka di tahun berikutnya Ditjen HKI
tentu tidak melalukan pembelian dengan jumiah yang sama.

“Klo menunut saya sich alokasi sebanyak itu sudah cukup besar. Tapi masalah ini
juga cukup merepotkan kita karena TI (Direktoral Teknologi Informasi, red) lebih
mentingin pembangunan fisik, Mereka cuma pasang, pasang,... tapi terus ga dipake.
Kayak contohnya yang di kanwil. Mereka udah pasang tapt mana...sampe sekarang
ga ada fungsinya twh. Paling cuma bwat browsing-browsing doang.”

Tabel 5.22
Alokasi Anggaran Tl
TAHUN TOTAL ALOKAS! %
ANGGARAN | ANGGARAN ANGGARAN TI
2006 50.968.384.500 9.531.883.000 18,70%
2007 55.836.963.000 7.812,660.000 13,99%
2008 56.648.990.000 7.725.465.000 13,64%
2008 £3.699.157.000 7.739.992.000 12,15%

Sember: Bagian Keuangan Ditien HKI
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“Sesuai permintaan bos kalo angpgaran bwat Tl minimal {0%. Soal penucunan
prosentase bukannya karena berkurangnva prioritas tapi karena waktu tahun
2006 itu awal pembangunan aplikasi jadi wakiu #tu dana yang dibutuhkan juga
banyzk tapl ferus selanjutnya tshun-tahun ke sini dananya cuma bwat
pemeliharaan aja. Lagian sckarang ini kan pengajuan anggaran berdasarkan
jemis kegiatan. Nah, untuk sekarang kepiatannya kayak program peningkatan
layanan dan bantuan hukum, program peningkatan kinerja.... Yang kayak gitu-
gitn,. . kegiatan yang khusus T1 emang gs ada. Jadi anggaran TI masuk ke
kegiatan-kegistan ini. Ga ada khusus lentang pengadaan peralatan T1.”
Berdaszarkan data di atas terlihat babwa meskipun lavanan berbasis teknologi
informasi ditetapkan sebapai kebijakan strategis dan menjasdi priorites, hal ini tidak
tercermin dalam alokast anggaran Ditien HKI dimana pembelanjaan terkait teknologi

informasi dialokasikean hanya berkisar antara 10-15%.

5.3.4. Kelembagaan

Penerapan inisiatif e-goverrment dapat dipastikan membawa perubahan baik di
dalam organisasi maupun di lusr, Dampak ysag dirasakan oleh pihak-pihak veng
berkepentingan mencerminkan perubahan yang terjadi setelah diterapkannya inistatif -
government scperti dalam hal penyederhasn proses ketja dan pelaksaan pekeriaan
pengelolaan manajemen.

Dalam rangka mengembangkan teknologl informast yang handal, sckarang ini sangat
wajar suaty orpanisasi atau perusahaan untuk melakukan outsourcing teknologi {7
outsourcing} dengan melibatkan partisipasi pihak ketiga dalam proses pengsmbangan
teknologl dengan fujuan untuk mendapatkan manfaat yang lebih efektif dan efisien
daripada dilakukan secars internal.
gunanya jika tidak ada pihek vang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi
konsep tersebut, dalam hal inf yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh
dengan adanya e-government bukanlah dari kalangan pemerintah sendiri melainkan
masyrakat dari pihak-pthak vang berkepentingan. Oleh karena {tu pemeriniah harus benar-
benar telitd dalam memilih prioritas jenis aplikasi e-government yang harus didahulukan
pengembangannys, agar dapat wmemberikan manfaat (value) yang signifikan bagi

masyarakat.
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Kesalahan dalam menentukan prioritas kebutuhan masyarakat akan pengembangan
aplikasi e-government akan menjadi bumerang bagi pemerintsh, schingga akan semakin
mempersulit meneruskan usaha mengembangkan konsep e-government.

Pelaksanaan program penerapan e-government sclalu diawali dengan adanya payung
hukum yang berguna untuk menunjang kelancaran pelakganaan program dan kegiatan
pemanfaatan teknologt informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual. Menurut hasil survey kepada responden dinyatakan bahwa sebagian besar
responden memberikan tanggapan vang negatif atas ketersediaan payung hukum berkenaan
dengan penerapan IPDL, baik itu dalam beatuk ketetapan, peraturan maupun pedoman
{Tabel 5.21).

Tabel 5.23 Tangpapan Responden atas
Ketersediaan ketetapan, peraturan, atau pedoman

URAJAN JUMLAH Yo
Ya 19 40,43
Tidak 28 59.57
Jumlah 47 166%

Sumber: Hasil Penelitian Penulis

Sementara ftu berdasarkan basil pengamatan dan penelusuran dokumen yang
dilakukan sclama penelitian diperoleh data bahwa kebfjakan yang berbentuk ketetapan
maupun peraturan terkait dengan penerapsn [PDL memang tidak ditemukan. Namun
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sendirl meperbitkan buku pedoman
penggunaan aplikasi IPDL.  Buku pedoman ini berisi informasi fentang pestunjuk
operasional penggunaan aplikasi IPDL baik untuk kaltangan intern maupun untuk kalangan
eksternal atau masyarakat umum. Nampaknya tujuan pengrhitan buku pedoman ini lebih
bersifat informasional. Sedangkan kebijakan-kebijakan yang menjadi dasar hukum dalam
pelaksanaan mekanisme kerja tidak lessedia, Perlu disadati bahwa fanpa adanya ketenfuan
hukum yang jelas vang menunjang pelaksanaan mekanisme kegja akan menyebabkan
kondisi yang tidak kondusif dalam penerapan e-govermmeni. Selain itu perwejudan
penerapan e-government  tanpa adanya kebijakan pendukung menjadi tidak mudab.

Diperlukan seperangkat regulasi vang lengkap baik dari segi konseptual sampai
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operasional teknis di level terbawah schinggs program penerapan e-goverament tersehut
dapat diterjemahkan hingga ke dalam kegiatan ketja nyata.

Dampak dari ketidaktersediaan ketetapan ini terithat dari buraknya penpelolaan
database terutama dalam hal kelengkapan, kesahiban, dan kebaruan data seperti yang telah
dijelaskan datam sub bab sebefumnya. Tidak adanys mekanisme kerja yang jelas membuat
pengelolaan database berjalan tanpa arah dan tanpa kendali.

Ketidakpuasan pengguna aplikasi IPDL yang tercermuin darl tanggapsn respondsn
juga tercermin dalam hal struktur orgenisasi Direlorat Teknologi Informasi sebagai
pengelola eegovernmem di Direktorat Jendemal Hak Kekavaan Intelekiual. Berdasarkan
tabel 522 terlihat bahwa sebagian besar responden menilai bahwa peraa dan
tanggungiawab yang dimiliki oleh Direkiorat Teknologi Informasi masih kurang baik
Bahkan 29,8% responden mengangpap Kineria Direktorat Teknologi Informasi masih
belum baik. Berdasarkan hasil wawangcara lebih lanjut mengenai hal ini kepada responden
terungkap bahwa ketidakpuasan ini bersumber dari lambsnnya respon dac Direktorat

Teknologi Informasi ketika menerima keluhan dari pengguna,

Tabel 5.24 Tanggapan respondéen atas
Strukiur Organisasi Direktorat Teknologi Informasi

URAIAN JUMLAH %o
Memperbaiki efisiensi kerja 1 2,1
Struktur terdefinisi dengan baik 8 178
Peran dan tangpung jawab belum terdefinisi dengan baik 22 46,8
Belum bekeria dengan baik 14 29 8
Tidak Ada 2 4,3
Total 47 100,0

Sumbes: Has# Penelitian Pensiis

Ketika hal ini dikonfurmasikan lebih lanjut kepada pihak pengelola e-government
yakni Direltorat Teknologi Infermasi diperofeh informasi bahwa kelsmbanan respon in
disebabkan karena terbatasnya jumiszh pegawail dari Direktorat Teknologi Informasi.
Sebapai contoh sekst Helpdesk dan pemeliharaan hanya memiiiki 1 {satu) orang staf yang
bertugas untuk melakukan perbaikan maupun pemeitharaan terhadap semua kompuier,

printer, pemindal dan semua perangkat keras lainnya yang dimiliki oleh Direktorat
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Jenderal Hak Kekayzan Intelektual, Melihat gambaran ini jelas terdapat ketidak imbangan
antara beban kepja dan jumiah pelaksana. Sementara itu tidak adanya mekanisme reward
atas kapasitas beban kerja vang berlebihan mengakibatkan semakin tidak termotivasinya
tenaga pelaksana dalam melaksanakan pekerjaannya.

* (Gimana mo cepet, bayangin aja satu orang bwat betulin 500 komputer. Untung
ada Ahmad {(outsourcing, red) Ko ga ada, ga tau dech. Lagian mo kerja keras juga
percuma, sama aja ga ada timbal baliknya. Ya klo gini kan ujung-ujungnya duit,
Mo muales, mo ralin juga sams gja depetava.”’

Untuk mengatasi permasalshan ini, Direktorat Teknologl Informasi sendiri sclama
beberapa tahun terakhir inl meng-ousowrcing-kan sejumlah pekerjaan. Secarz lebih detail
dalam Tabel 523 disampaikan jenis pekerjaan yang dilakukan sendini oleh Dirgltorat
Teknologt Informast dan yang dilakukan oleh oufsowrcer. Menurut hasil wewancars pada
layanan helpdesk dan support, bantuan tenaga oufsowcing ini jelas sangat membantu
mengatasi beban kerja vang berlebihan fersebut.

Tabel 5.25.
Pengelolaan Manajemen Infrastruktur T1

Fungsi Ditjen HK1 Quiscurcing
{in-House}

() Pengembangan aplikasi Desain Program
(3 Perbaikan aplikasi Pengawasan Operasional
(1 Administrasi database v —mmnn
(3 Layanan helpdesk dan support Pengawasan Qperasional
(3 Manajemen jaringan e -
{7 Layanan website G

Sumber: Direldorat Teknologi Informasi Ditjen HKI

Sememara itu mengenal penggunaan ouisourcer oleh Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual sebagian besar responden memberikan tanggapan hahwa sebaiknya
Direktorat Teknologi Informasi tetap mengerjakan sebagian besar tugas-tugas pengelolaan
teknolog] informast di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual {lihat Tabe! 5.24).
Pengelolaan yang sifatnya operasional dapat diberikan kepada eufsewrcer dan Dirckforat
Teknologi Informasi bertindak sebagai pengawas. Sedangkan tugas wang sifatnva
perancangan aplikasi terap dilekukan dan ditentuKan oleh Direktorat Teknologi Informasi
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selaku pengelola pemanfaatan tekaolegl informasi di lingkungan Direktorat Jendearai Hak
Kekayaan Intelektual.

Tabel 3.28. Tanggapan responden atas
Penggunazn Qutsourcing dalam Pengelolaan Teknologi Informasi

URAIAN JUMLAH %%
Sepenubnya oleh Direktorat T1 13 27,7
Sebagian besar oleh Direktorat T1 14 29,8
Direktorat 'IT sebagai pengawas 12 25,5
Sebagian besar dilakukan oleh cufsourcer 2 4,3
Sepenuhnya oleh pufsourcer 5 10,6
Total 47 100,0

Sumber; Hasil Penelsttan Penulis

Penggunaan fenasga oulsowrcing dalam melaksangkan pekerjaan pangﬁl@laafi
teknologi informast memerlukan perhatian tersendiel. Pada kinssusnva core business darl
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual adalah pengelolaan database yang sifatnya
rahasia dan memerlukan tingkat kehatt-hatian dan ketelitian yang tinggi. Untuk itu
pengawasan dari Direkiorat Teknologi Informasi perhu dilakukan secara serius agar tidak
terjadi penyalahgunaan database yang merugikan Direkiorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual sendird. Selain it pemanfaatan tenaga oufsourcing juga memeriukan strategi
karena pembangunan sistem infbrmas manajemen yang diserabkan kepada owisoweing
kerap tidak menyeriakan sowree code sehingga menyulitkan pada saat tegjads kerusakan
dalam sistem. Seringkali pengpunaan omtsourcing menyebabkan ketergantungan kepada
pihak gutsourcing dan bahkan pihak pengeiola teknologi informasi cenderung lepas tangan
jika terjadi kerusakan dengan alasan bahwa kontrak kerja dengan pihak outsoureing telah
selesai. Berdasarkan hasil pengamatan hal yang sama juga terjadi di Direktorat Jenderal
Hak Kekayaan Intelektual walaupun bukan pada aplikasi IPDL. Persoalan ini muncul pada
penerapan e-government dalam bentuk aplikasi lain yakni aplikast kesekretariatan dimana
pembangunan aplikasi lidak disesuaikan denpan kebutuhan darl setiap unit schingga ada
heberapa unit yang tidak dapat menggunakan aplikesi ini. Lebib lanjut lagi beberaps menu
dalam aplikasi ini tidak dapat dipergunakan namun perbaikan juga tidak dapat dilakukan
karena telah selesainya kontrak dengan pihak owtsowreing,
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BAB V1
SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang tertuang dalam bab-bab sebelumnya,

maka sebagai peautup pada bab terakhir diambil kesimpulan dan saran terkait dengan faktor-

faktor yang memipengarvhi e-goverament di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Kemudian pada sub-bab diberikan saran-saran yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan
Direktorat Jenderal HKIL

8.1, Simpulan

Berdasarkan uralan vang telsh disampaikan dalam beb-bab terdahulu terdapat

beberapa stmapulan penting vang perlu dipechattkan dalam penerapan e-goversment di Direktorat
Jenderal HKI yaitu ¢

IR

Bahwa penerapan e-governmenf masih separch jalan dan masih jauh di bawah standar
vang ideal dan yasg diinginkan, Capaian secara kuantitatif menunjukkan progress yang
berarti namun dari sisi kualitas belum memadai karena kekurangan di dalamy SDM,
infrastruktur, serta regulaginyz. Oleh karena itu maka harus dilakukan penyempumaan
konssp dan stratep: pelaksanaan e-govermment dari basbagh sisi. Adanya standar dan
regulasi pembangunan e-government perlu dibuat apgar fidak teriadi pendefinisien dan
pemaknaan e<governmen! secara sendiri-sendiri,

Ketidaksempurnaan penerapan e-goverrment di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
{ntelektual yang saal ini sedang berialan dipengarahi oleh beberapa faktor yang kurang
dizkomodasi seperti tidak memadainys sumber daya manusia baik dari segi kuaiitas
maupun koantitas di pihak pengelolz ¢-government. Sedangkan kapasitas sumber daya
manusia dari pihak pengguna cukup menunjukkan kesiapan dalam menunjang penerapan
e-govermment. Sementara itu faktor teknologi yang kurang memadai terutama di pihak
pengguna dan pihak pengelola e-poverrment terutarma di tataran pelaksana cukup
menjadi  hambatan  dalam pelaksanaan  penerapan  e-govermment. Saéangkan
ketidaksamaan persepsi akan besaran alokasi angparan untuk penerapan e-government
antara pihiak pengelola e-government dan pihak pengelola keuangan tampakaya cukup

menjadi hambatan. Untuk masaleh iai komitmen dari pimpinan tetap menjadi penentu.
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6.2. Saran
Berikut beberapa seran yang dapat disampaikan untuk perbaikan pencrapan e-

government di Direktorat Jenderal HKI:

1. Pemenfaatan teknologi informasi di Direktorat Jenderal HKI mutlak diperlukan di
masa yang akan datanp seiving dengan tuntuten dari luar den rencana untuk
mengadopsi Madrid Protoco] mengenal pendafiaran merek interasional. Rencana ini
hanya dapat berjafan dengan dukungan dari teknologi informasi yang memadai.

2. Inisiatif penerapan ¢-government bukan hanys bukan hanya proyek satu waklu
namun memerlukan eva[ﬁasi yang berkelanjutan dan berkala untuk terus memantay
setiap perkembangan yang texjadi.

3. Pihak-pihak yang terkait dalam upaya penerapan e-goversmment terutama pengguna
perlu diperhatikan kebutuhannya sehingga terdapat kesesuaian antara kebutuhan dan
funtutan.
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Tangerang, April 2009

Kepads Yih,

Bapak/ibe/Saudara Responden
5

Tempat

Dengan hormat,

Bersama inl kami mohon kesediaan Bapak/lbu/Saudarz menjawab beberapa perfanyaan yang diajukan
sehubungan dengan penelitian kami  lekuksn dengan judut : Fakior-Fakiter vang Mempengsrubi
Peneragan E-Government di Direktorat lenderal HK (Studi atas 1PBL {inteffectuc! Property Digitet
Librory),

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, identitas dan jawaban dari Bapak/bu/Saudars akan kami jamin
kerahasigannya. Untuk itu kami mengharapkan bantuan Bapak/tbu/Saudars sntuk mengisi kaesioner
terlampir sesuai dangan pendapat pribadi dan kenyatzan vang ads.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan partisipasi dari Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan banyak
terima kasih,

Hormat kami,

Risa Suionawardani
MNP 0708188524

Faktor-Faktor Yang..., Risa Sukmawardani, FISIP Ul, 2009
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i, FAKTDR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN E-GOVERNMENT DI DIREKTORAT JENDERAL
HAK KEEAYAAN INTELEKTUAL

1. Apskah Bapak/thu pernah mengikuti pendidikan/pelatihan/kursus komputer?
A Ya
b, Tidak

2. Bagalmana dngkat kemampuan Bapak/ibu dalam mengoperasikan komputer ?
a. Sangat baik
b, Bak

¢ Horang Bak

d. Tidak Baik

3. Bagaimana proporsi pegawal di unit Bapak/IbufSaudara yang hekerja dengan menggunakan
komputer di meja masing-masing ?

$ 10%

1025 %

25 - K0%

50 - 75%

75 - Q)%

2 80%

o« I~ N £ A -

4, Menurut pendapst Bapak/ibufSaudara dari segi kuantitas bagaimana jumlsh komputer vang
tersedia di ynit Bapak/ibyu/Saudara?
4. Sangai mascukupl
b, Cukup
c.  Kurang mencukupi
d.  Tidak memcukupi

% Menurut pendapat Bapakfibu/Saudeara dari segl kualitas bagaimana kapasitas komputer yang
Bapak/ibu/Saudara punakan saat bekeria?
a. Sangatl mencukopi
b. Cukup
€. Kurang mencukupl
d.  Tidak mencukupt

£ Bagaimang proporsi pegewai di unit Bapak/ibu/Saudara yang memiliki akses internet dari komputer
g meja masing-masing?

£ 10%

5 10-25%

25 - 50%

50 - 75%

75 - 0%

= 80%

- o0 oN
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Menurut pendapat Bapak/ibu/Saudars bagaimana gambaran penggunaan internet oleh pegawai
Ditjen HKI?

a.

ks
o
d.
e

Semua pegawai memiliki akses intemest

Sebagian besar pegawal memiliki aices intemet

Penggunaan internet hanya diperbolehkan untuk kepentingan pekerjaan/dinas
Alcses internet hanya dimiliki oleh pegawai tertentu

Tiddsk ada skses internet

Menurut pendapat Bapsk/ibu/Saudars bagaimana kualitas koeeksi internet i unit kerja
Bapak/ibufSaudara?

a. Sangat baik

b. Baik

¢.  Kurang Baik

d, Tidak Baik

Menurut pendapat Sapak/ibufSaudara apakah kermampuan teknologi vang dimiliki oleh Bitjen HKi
telah cukup mendukung penerapan IPDL {inteflectual Property Digital Librory?

aonoF o

Sangat mendukung
Cukup mendukung

Kurang mendukung
Tidak mendukung

Apakah Bapakfibu/Saudara menemd hambatan dalam penggunaan komputer?

a.

b.
R
d

Tidak ada hambatan
Sedild hambatan

Cukup banyak hambatan
Sangat terhambat

Apakah Bapak/thu/Sandara menemul hanmbatan dalem penggunaan internet?

a.

b.
c.
d

Titlak ada hambatan
Sedikit hambatan

Cukup banvak hambatan
Sangat terhambat

Apakah Bapak/ibu/Saudara memiliki alamat e-moif dan rutin mengaksesnya?

a.
ts.
c.
d.

Memiliki, rutin mengakses, dan aktif digunakan
mMemiliki dan rutin mengakses

Mermiliki namun tidak rutin mengakses

Tidak memilik

Bagairmana prosentase Bapak/lbu/Saudara mengakses internet saat bekerfa setiap hari?

a.
b,

% 10%
10-25%




26.

27.

28.

29.

30.

Bagaimana evaluasi Bapak/ibu/Saudara atas penerapan IPDL (intellectual Property Digital Library)
dibandingkan dengan metode konvensional?

a. |PDL lebih cepat dan lebih lengkap

b. IPDLlebih cepat namun kurang lengkap

c. IPDL lebih [ambat namun lengkap

d. IPDL lebih lambat dan tidak lengkap

Menurut pendapat Bapak/ibu/Saudara bagaimana pentingnya IPDL {Intellectual Property Digital
Library) dalam pemberian [ayanan oleh Ditjen HKI?

a. Sangat penting

b. Cukup penting

c. Kurang penting

d. Tidak penting

Bagiamana pendapat Bapak/Ibu/Saudara mengenai pentingnya pengembangan IPDL (inteflectual
Property Digitaf Library) bagi keseluruhan perkembangan Ditjen HKI?

a. Sangat penting

b. Cukup penting

c. Kurang penting

d. Tidak penting

Menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara bagaimana pengelolaan database IPDL (/ntellectual Property
Digital Library) ?

a. Sangat baik

b. Baik

c. Kurang baik

d. Tidak baik

Menurut Bapak/Ibu/Saudara sampai sejauh ini bagaimana kecukupan jumlah database yang ada
dalam IPDL {inteflectuai Property Digital Library)?

a. Sangat cukup

b. Cukup

¢. Kurang mencukupi

d. Sangat kurang

31. Bagaiman kualitas database yang ada dalam IPDL {intellectual Property Digital Library) saat ini?

a. Sangat baik ;

b. Cukup baik . ]

c. Kurang baik .'

d. Tidak baik j

i
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33.

34.

35.

36.

37.

Menurut Bapak/ibufSaudara bagaimana frekuensi perbaruan {update] database yang ada dalam
POL {imellectuat Property Digitul Libraryi?

3. Bangat sering

b, Kadang-kadang
¢ Jarang

d. Tidak parnah

¥

Menurut Bapak/ibu/Saudara bagaiman fitur keamanan yang dimiliki cleh PO {intellectual Property
Digital Libroryi?

a. Sangal baik

8. Cukap baik

c. Kurang baik

o, Tidak baik

Bagaimana pendapst Bapak/lbu/Saudarz mengenal struktur organisssi Birektorat Telnologi

informasi, pendefinisian peran dan tanggungiawabaya?

a.  Struktur orpasisasi Direktorst 71, peran, dan tanggungjawabriva telad didefinisikan dengan baik
dan sangat memperbalki efisiensi keriz Bapak/Ilbu/Saudara
Struktue ﬁrganisasi [rektorat TI, peran, dan tanggunigjawabnya telah didefinisitan dengan bk
Struktur organisasi Direkiorst T sudab ada, namun peran, dan tanggungjawabnva belum
didefinisikan dengan jelas

d. Struktur organisssi Direktorat T sudah ada namun belum bekerja dengan baik
Tidak sda struktur organisasi khusus teknciogi informasi di Ditien HKI

Menurut pendapat Bapak/lbu/Saudara bagaimana sebaiknya pengelolaan database IPDL
(intelfectual Property Digite! Library) dilakukan?

a. Sepenuhnya oleh Direkiorat Teknologi informasi

b. Sebagian besar dilakukan oleh Direktorat Teknolog Informasi

¢. Direktorat Teknologt informasi hanya bertindak sebagai pengawas

d.  Sebagian besar dilekukan oleh pihak lain {outsourcer)

2. Sepenuvhnya oleb oulsourcer

Apakah penerapan 1PDL {intellectual Property Digital Librory) sesuvai dengan kebutuban unit kera
Bapak/ibu/Saudara?

g Sangat sesuat

b,  Cukup sesuai

¢, Kurang sesuai

d. Tidak sesuai

Menurut Bapak/thu/Saudarz apakah dukungan gimpinan mempengardhi penerapan IPDL
{imtedlectual Property Digited Library?
8. Sangat mempengarubi

Faktor-Faktoryany: - Risa-Sukrrawardamt;Ft3iP-Ut;-2609



b, Mempengarubi
¢ Kurang mempengarchi
d. Tidak mempengarubi

HE. PERTANYAAN TERBUKA

1. Menurul pendapat Bapak/ibu/Saudara bagasimana penerapan 120 {intellectual Property Digitod
Library} inteltectuad Property Digital Library) sampai saat ini?

+ tas [TETTIrN W Bt e A E T LA ALRTAT LR IE A TARLRREA TR A AT E AR AR Y AR VAN A WA A A

R T B R P T P e T T )

HARREL RN RS LR RN RS SRR AN AN T AT AT 53 KT 4 EE AR ISV EE LRI ND AL W o el A KA KA KRR Y KRB KRS RE KR E RN N E PRIV bR I T dn sy ey

HARREN LR AENALE AR ARG LA DS ART hra hra pe R Ak R KA KA

2. Menurut pandapst Bapak/thu/Saudara apa hambatanftantangan vang dihadapl oleh Ditjen HK
dalam penerapan IPOL ntellectunl Property Digital Librory)?

o T L ey T e

AV AN FEMEEN SR AN AR A A ez LETRT T B LT T L

R T e

B T T I T T Py S P T S L P PP PR FEA PR nza P T T PR P P P PP R e P

3. Menurut pendapat Bapak/ibu/Saudara faktor apa vang harus diperbaiki oleh Ditjen HE uniok
mendukung penerapan IPOL {intellectual Property Digital Library} datera rangks pengembangsn
electronic government?

K KRR N AR AR KK E A F FE KA A F A N A F R R bl b b R N WS B R R TR R SRR PR E AR 4 e s g £ R E Rk A EAMARA R AR AR WA AN AR Y AN AN Y VAR YA R A AU AN AY AR Taa Tk
B P P P P P P R e S P P T PP TP TP T TR PP T I
B T T T T L L L D T e T L b o Lt L LR T LR I

wrr e whrwkErhake Eeense T P E T EE NN E K KN E RN TN N AR NN IAE I F LT O R NS T ENNR N EAR RS CANYER RS TR R M R AR R R SR T AT

4, Menurut gendapat Bapak/ibu/Saudara epskah dalam jungka waktu 10 tahun ke depan Ditjen HKI
dapat membariken pelavanan sepenuhnya secars elektronii?

B A b S AR R U 4 KA TR SRR A S b g s AT R R AT EBAT AT SR AT r AT RS TRIAT AT Frymaps SN N AR A B KL AN 4 T S LAEI EAES LA T EAT IR

BT T T N T g g P T ' PPN e PR PP e

BOd A A AR Fd A hd LT LA hr i Rr A PO LN B R T e

WA AR ABA AR Awa Am a3 A ATI A EI TR AL IIE I TERTIEN LD zeea e,

TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASINYA

i g S 4 A A S A ot o g ik
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TRANSKRIP WAWANCARA

. Apakah Ditjen HKI telah menetapkan e-government atan pemanfaatan teknologi
informast sebagal prioritas kegiatan?

{N} Ya...saya rasa sudah...dan selama ini saya pikir good will dari pimpinan kita cukup
baik terhadap penerapan e-government itu, Bukiinya pemanfaatan teknologi informasi
dan komunikasi di Ditjen HKi sudah berlangsung cukup lama. Memang semusanya tidak
instan. .. harus berahap. Kita mulai dari yang sederhana wakiu #tu., sebelum adanya
Direktorat TL

. Apakah ketersediaen kebijakan dan persturan sudsh memadai untuk mendukung
panerapan e-govemment?

(N} Kita sudah banyak mengeluarkan peraturan dan kebijakan mengenal pemanfaatan
teknologt infommasi di sini. Saya rasa kebijakan yang dibuat internal HKI cokup
memadai.

. Adakah lembaga atau bidang khusus yang diberi wewenang sepenuhnya untuk
mengembangkan e-government di instansi anda?

{N) Ya ada ysitu Direktorat Teknologi Informasi Ditjen HKI Kita mempunysi tugas
untuk mengkoordinasikan dan mengatur berbagat hal mengenai teknologi informasi yang
dimanfaatkan di lingkungan Ditjen HKI, Direktorat TI sendint tidak hanya menangani
pemanfaatan T1 yang ada di HEI, kanwil-kanwil juga raenjadi perhatisan buat Direktorat
T1 karena kita kan sudah mulai mengupayakan pendafiaran online yang bisa dilakukan di
kanwil. Nah, says rasa tugas T1 ini ke depannya juga mulai cukup berat.

. Adakah anggaran khusus yang dialokasiikan untuk pengembangan e-government di
instanst anda? Apsksh sudab memadai?

{N) Masalsh anggaran di HKI saya rasa ga ada masalah ya...natuk anggaran semuanya
seudah diatur dalam APBN dan sampai sckarang usulan anggarsn untek TI selalu
terpeauhi. Mungkin karena perhatian pimpinan juga yang besar sama TL Selain itu kita
juga banyak terima bantuan-bantuan dari pihak luar. Contohnya dari World Bank, atau
dari JICA untuk pembuatan IPDL. Tya.. IPDI itu memang atas bantuan dari JICA.
Sedang dalam waktu dekat ini kita sedang upayakan untuk pembangunan e-filing dengan
dana pinjaman dari Korea. (Bagaimana perkembangarmya mengenai hal ini pak? Red)
Ya...masih sedang dalam tabap diupayakan kerena yang ini benfuknya pinjaman bukan
bantean jadi banysk hal-hal teknis yang harus distapkan. Selain ifu karena pinjaman itu
jadi banyak melibatkan instansi-instansi lain. Agak remit memang prosedurnya
dibandingkan bantuan lain yang pernah kita terima.

. Bagaimana infrastruktur teknologi yang ada sekarang, apakeh sudah memadai (jumiah
dan kualitas) dan mendukung dalarn pengembangan e-govemnment instansi anda?

Faktor-Faktor Yang..., Risa Sukmawardani, FISIP Ul, 2009



{N} Maszlah teknologi saya rasa cukup memadai. Berbagai infrastruktur mulai dari
jaringan, server, ¢h...ya banyak [ah sudah disiapkan oleh HKI.

Bagaimana kualitas koneksi internet di Ditjen HKI pak?

{N) Saya sering denger tuh, pemeriksa ngeluh koneksinya lambatiah. Begilu saya coba
sendiri, ga koq. Tergantung buka apa dulu, klo bwat buka websitenya BPO (Ewropean
Patent Qffice, red) atau JPQ (Japan Paient Office, red) ilu kan kecil masih cepet kog. Ga
masalah, Tapi lambat mungkin yang bwat bukan urusan kerjaan.

. Bagaimana masalah SDM di Ditjen HK1 sendiri pak?

Klo di TI (Direktorat T1, redy cukuplah memadai. Xita punya banvak lulusan teknik dan
komputer yang bagus-bagus. Tapi jumlahnya memang terbatss....sudsh gitu saat ini
beban T1 tambah banyak sementara tambahan SDM juga tidak ada. Klo SDM lain sava
rasa tergantung sama yang muda-muda inilah...klo yang tua agak sulit memang bwat
merubzh pola pikirnya. Maunya yang gampang aja...ga mau yang sulit-sulit. Sudah susah
bwat belajar. Paling-paling kita usahakan lewat training. Makanya kemaren itu kita buat
pelatihan pembuatan power point buat pejabat. Masa pejabat ga bisa bikin ato make
power point.malulah. Klo uptuk orang TI sendiri kita juga sering kirim bwat merekz
pelatihan ..di luar memang ga kita sediakan sendirl.

Faktor-Faktor Yang..., Risa Sukmawardani, FISIP Ul, 2009
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PEROMAN WAWANCARAS
Pengguna Aplikasi / Pemeriksa Merek

Menurut anda apakah pimpinan di instansi anda sudah memiliki komitmen yang

memadai untuk mendukung penerapan s-government?

(N} Gia ada, abis cuman gitu-gitu aja sich. Ngedukungnya cuma sebatas duloungan aja tapi
ga ada realisasinya. (Ga sesuai sama yang dibutuhkan oleh HKIL. Kalo bantuan dari
pihak asing sih udh banyak Cuma penerapannya setengah hati bgt. Kavak ipdl; jpo
kan udh ngasih bantuan jutasn dellar, cuma realisasi darl hki ya gitu doing. Skeg ipdl
malah ngga dipakai, datanya gak update sering eror,sering offline

Klo dipenerapan berarii apa ada kaitaanya dengan SDM 2
{N} Sdm lah hai. Tpkan sdm ity bermasalab kalo pemimpinnya ngga bener juga. Kalp
pemimpinnya bener kan dia akan buat sdminya id lebih hak

Apakah infrastrukiur yang dimibki oleh instansi anda sudah cukup memadai dalam

mendukung penerapan e-government?

{N} Yang dibikin aros orang 1T malah jaringan trademark search, lengkap sih, cuman kok
ya baru diksh tau ke pemeriksa sebulan ini aja, kmm? dipake ama org I'T buat
ngabyek. Padhal yg aku denger jaringan itu adh ada s¢jak setaun lebih._ya ampuuun

Faktor-Faktor Yang..., Risa Sukmawardani, FISIP Ul, 2009
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2.

3.

PEDOMAN WAWANCARA,
Staf Pengelola E-government

Menurut ande hambatan apa vang dihadapi oleh instansi anda dalam mengambangkon e-
goverament?

{4} Kayakoys karena ¢i 71 SDM nva ga cukup dech, terus bos-bosnya ga punya kemampuan Ti
yvang mamadat sich. Posisinya sekarang cuma bwat batu foncatan doank, jadinva ga seriug sm
kerfaannye. Mereka aiz ga ngerti mesti ngapain.

Terus apa 41 Direktorat T sendir! g5 ada rencana strategis atau agenda kerja semacam ity?

{N} Ya sde tha. Nah Ru e-filing rencana terakhirnys. Tepi ga tau nich, bs jalan ztau ge {tho
kengpo? redt Ya bantuan vg KIPO #u ga jelas udah sampe dimananya. Semus ken terganiung
ptrdarnan,

Apekah SDM yang dimiliki oleh instansi anda sudah memadai {dari segi kualitay dan jumizh)?
{N} Cart Ruaiitas sich engmadal tha, tepr gimana ga herkurang kio stafnys diambi terus om umit
lair. Bayangin aja i sini hampir semua Rasubas cuma punva staf &

Ans masalah gtama yang dibadepi cleh unit anda berkaitan dengan lambannys respon ataas
ketuhan dan pengguna?

{N) Ya..karena it tadh, Bayangin aja ¥ Gimana mo cepet, bayangin aja satu orang bwat
betulin 500 komputer, Untung ada Ahmad (outsourcing, red) klo ga ada, ga tau dech,
Lagian mo kerja keras juga percuma, sama aja ga ada timbal baliknya. Ya ko gint kan
ujung-jungnya duit. Mo males, mo rajin juga sama aja dapetnya.”

Faktor-Faktor Yang..., Risa Sukmawardani, FISIP Ul, 2009
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PEDOMAN WAWANTARA

E-ieadership
1. Sejzeh mana penerapan e-government menjadi priorites dalam program kegiatan di instansi
anda?

Ketetaparn dan Peraturan
2. Apakah ketersedisan kebijakan dan persturan sudah memadal untuk mendukung
penerapan g-government?

Kelembagaan

3. Adaksh lembaga atau bidang khusus vang diberi wewenang sepenuhprya untuk
mengembangkan g-government di instansi anda? lika ada, bagaimaa strukiur
pendelegasian, lugas sents wewenanganya?

Anggaran
4. Adakah anggaran khusus vang dislokasikan untuk pengembangan e-goveroment di instansi
anda? Anakah sudah memadai?

Taknologi
&.  Bagaimana iafrastruktur teknologl vang ada sekaraneg, spakah sudah memadai {jumiah dan
kualitas dan mendukung dalam pengembangan e-povernment instansi anda?

5DM
6. Apakah SDM yang ada di instansi anda memadal gdan memilild kapabilitas penerapan e-
goveramenty

7. Bagaimana mindset para pegawal mengenal proses kerja secara elekteonis?

. Agakabh ads kendala vang terkaitd dengan SDM yvang maenghambat penerapan e-government
4i tostansi anda?

9. Psgeimana SOM di instangi anda mempersiapkan diri dalam penerapan e-government?

10. Apakah ads  pemilihan prioritay jenis aplikasi yang peric  didahuluken dalam
pengembangannya?

Faktor-Faktor Yang..., Risa Sukmawardani, FISIP Ul, 2009








